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1.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.13 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka
untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Sesi
pertama untuk sidang lanjutan Perkara Pileg pada hari ketiga untuk
minggu ini. Ada 15 perkara ini. Jadi, biar kita menggunakan waktu ini
secara efektif. Ya, kita mulai saja.

Saya panggil Perkara Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 02-08-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IRWANSYAH (PKS)

Hadir, Majelis, dari PKS.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian Pemohon 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Perindo?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Hanura?
Hadir? Tidak ada, ya? Baik. Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Nasdem?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 197-05-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NOAK BANJARNAHOR
(NASDEM)

Hadir, Yang Mulia.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Gerindra?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 145-02-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SAHRONI (GERINDRA)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Garuda?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246-06-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISHAK RAMADAN (GARUDA)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP[Sic!]?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-12-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: GARRY R. S. TAPILAU (PAN)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Kemudian Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Golkar?
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17.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Berkarya? Tidak
ada, ya.
Nomor 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, Golkar? Tidak ada juga.
Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019, Berkarya, tidak ada.
Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKB?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION (PKB)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Nom ... Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Demokrat?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52-14-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAJIR (DEMOKRAT)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PKPI?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Termohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia (...)



25. KETUA: ANWAR USMAN
Hadir?
26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari Termohon hadir KPU Provinsi Sumut Ibu Ira Wirtati dan
Benget Silitonga, serta Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Bawaslu? Hadir, ya? Ya, baik.
Kemudian Pihak  Terkait Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Nasdem?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Hadir, Yang Mulia.
29. KETUA: ANWAR USMAN

PBB? Kemudian 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak
Terkaitnya tidak ada.

Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait tidak
ada.

197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya tidak
ada.

145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait Nasdem?
Tidak ada juga?

Kemudian 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya
tidak ada.

246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkait tidak ada
juga.

117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya
Nasdem?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Hadir, Yang Mulia. Bersama Prinsipal kami.
31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak Terkaitnya
Golkar? Ada?



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, ya Golkar, Pihak
Terkaitnya Dr. Badetan ... Badikenita?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES
Mohon izin, Yang Mulia, itu DPD.

KETUA: ANWAR USMAN
Oh, DPD?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES

DPD, Yang Mulia. kami Perkaranya 04-02/PHPU-DPD/XVII/2019
dan 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Oh.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES

Hadir Kuasa Hukum, beserta Ibu Badikenita Sitepu, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, ya. Baik. Kemudian 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019, ini juga
DPD, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor  23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak
Terkaitnya Golkar? Tidak ada, ya?
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50.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALDIKA WAU (GOLKAR)
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Oh, hadir. Kemudian Gerindra?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMI HARDI (GERINDRA)
Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkaitnya
tidak ada.
Juga Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pihak
Terkaitnya tidak ada.
Ya, kita langsung. Silakan, Yang Mulia.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin sebentar?
KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Tadi pengecekan saja yang untuk PDIP, tadi Nomor 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 84. Tadi 107[Sic!] kalau enggak
salah yang dibacakan. PDIP untuk Perkaranya untuk Sumatera Utara.
KETUA: ANWAR USMAN
Kan Termohon, kan? Anda Termohon, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, ya. Untuk Perkaranya 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
dan 84. Memastikan saja, Majelis.
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56.

57.

58.

59.
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KETUA: ANWAR USMAN
Ya, 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohonnya PDIP.
Pihak Terkaitnya enggak ada.
84 enggak ada 84! Tadi perasaan saya enggak sebut 84. Anda
sendiri yang dengar 84, yang lain enggak.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, terima kasih, Majelis. Nanti saya cek kembali.
KETUA: ANWAR USMAN
Sudah?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Mohon izin bicara, Yang Mulia.
KETUA: ANWAR USMAN
Dari?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Mohon izin ... mohon izin bicara.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Assalamualaikum wr. wb.



61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

KETUA: ANWAR USMAN
Waalaikumsalam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Mohon maaf, kami datang terlambat. Kami dari Pemohon 04-
02/PHPU-DPD/XVII/2019 sudah hadir, Yang Mulia, bersama saya Avrizal
Hamdhy Kusuma dan Prinsipal Faisal Amri.

KETUA: ANWAR USMAN
04-02/PHPU-DPD/XVII/2019, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ANWAR USMAN
Ya, ya, waalaikumsalam, sudah ya? Ya, ya.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Maaf, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya Mahmuddin
Nasution, Pemohon Prinsipal Perkara PHPU Nomor 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Menyatakan bahwa saya tidak pernah memberikan Kuasa
terhadap Saudara Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A. Saya Pemohon
perseorangan memberikan Kuasa kepada Saudara Bambang Suroso,
S.H., M.H., per tanggal 23 Mei 2019, terlampir dalam Bukti 1.

Sebagai Pemohon perseorangan, sesuai dengan PMK Nomor 2
Tahun 2018, Pasal 3 ayat ... Pasal 3 ayat (1), Pemohon sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 huruf A adalah perseorangan, calon anggota



69.

70.
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72,

73.

74.

DPR dan DPRD dalam 1 partai politik yang sama, yang telah
memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris
jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

Bahwa persetujuan untuk memperoleh perkara di MK dari DPP
Partai Kebangkitan Bangsa telah diberikan oleh DPP PKB Nomor
29481/DPP.03/XVII/2019 ditandatangani ketua umum dan sekjen,
terlampir dalam Bukti ke-2, Yang Mulia.

Sejak awal, pengajuan permohonan tanggal 23 Mei 2019, saya
memberikan Kuasa kepada Saudara Bambang Suroso dan dalam Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 380102/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019, tercatat nama saya Mahmuddin Nasution, sebagai
Pemohon perseorangan, dan Kuasa Hukumnya adalah Saudara
Bambang Suroso, S.H., M.H., terlampir dalam Bukti 3.

Dicatat dalam buku register, Perkara Konstitusi Nomor
230102/PHPU.DPR-DPRD/XVII (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Begini ... begini, Pak, biar ndak berkepanjangan.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya, Pak?
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Begini ... begini, Pak, biar tidak berkepanjangan.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemarin datang enggak, Pak, dalam persidangan?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Datang, Pak.



75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Datang?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya. Izinkan hanya setengah menit lagi, Pak, ini?
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah begini-begini, ini soalnya waktunya seharusnya kemarin,
jadi (...)

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Enggak, soalnya kemarin saya masih hadir, tapi di rapat hari ini
yang ditunjuk sebagai penga ... Kuasa saya adalah Saudara Hidayat Nur
Wahid, saya tidak pernah ... kenal pun tidak. Hanya sedikit lagi, Yang
Mulia, tolong saya sampaikan.

Dalam fakta Sidang Pendahuluan, 2 kursi sebagai jatah hadir
untuk Pemohon, saya dibuk ... bersama Kuasa Hukum saya, sebagai
jatah.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak, ya.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya, sebentar, coba saya duduk bersama Kuasa Hukum saya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau tidak, nanti Bapak bisa dikeluarkan dari persidangan ini, ya!
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saudara Mahmuddin.
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah diminta ... Hakim sudah mengerti apa yang Anda
sampaikan, jadi sudah mengerti-mengerti, tidak usah sampai selesai
yang dimaksud sudah tahu, sekarang mau diklarifikasi oleh Yang Mulia

Prof. Enny.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya, Pak.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi sekarang Saudara sudah selesai bicaranya karena sudah
dimengerti.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Jadi begini, Pak Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lho, sudah dimengerti Anda itu.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya, maksud saya, saya sampaikan disclaimer saya ini, Pak, di
dalam (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lho, ya, Anda yang Anda bicarakan.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya.
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92,

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebelum itu selesai semuanya, sudah dimengerti Hakim, ini akan
diklarifikasi.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Izinkan saya menyampaikan 3 rangkap (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lho, sudah selesai.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dimengerti, sekarang akan direaksi.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dokumennya sudah ada di sini, Pak.
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, bisa, Bapak diam?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Siap.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, ini ada Surat Kuasa yang diberikan, yang kami terima,
baik tanggal 24 Mei 2019 dan 30 Mei 2019, dari Pimpinan Partai Politik
PKB, yaitu Pak Muhaimin Iskandar dan Hanif Dhakiri, sebagai Sekjen,
memberikan kuasa kepada Syarif Hidayatullah, ini ada Surat Kuasanya
tanggal 24 Mei 2019.

Kemudian, ada lagi Surat Kuasa tanggal ... yang diterima di
Mahkamah tanggal 30 Mei 2019, ini juga sama memberikan Kuasa dari
pimpinan parpol kepada Syarif Hidayatullah. Jadi begitu, Pak, ya.

Jadi, kemudian dari Saudara Pak Mahmuddin Nasution ini
memberikan Kuasa sendiri kepada Bambang Suroso, kan begitu?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Ya, benar, Pak, ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, tetapi kami dokumen semua sudah ada di sini.

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Oke, siap.
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109.

110.

111,

112.

113.

114.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak perlu lagi Bapak lanjutkan karena yang terpenting
adalah alat buktinya adalah alat bukti surat atau tulisan yang sudah ada
di Mahkamah, begitu, ya?

PEMOHON PERKARA NOMOR 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: MAHMUDDIN NASUTION

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, kita mulai.

Untuk siapa saja, jadi begini. Kalau misalnya kita, Hakim ... Majelis
Hakim, sudah mengetahui apa yang dimaksud, maka tidak perlu
dilanjutkan apa yang akan disampaikan, ya. Jadi, kita sudah bisa
menangkap untuk siapa pun nanti, ya. Jadi, kita berhak untuk
menyetop pembicaraan karena sudah tahu apa yang dimaksud oleh ...
baik itu apa yang disampaikan Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait,
ya. Karena semua lalu lintas pembicaraan yang berwenang mengatur
adalah Hakim, ya. Ini untuk tata tertib. Kalau tidak mengindahkan apa
yang disampaikan Hakim, maka Hakim berhak untuk mengusir. Tata
tertib itu sudah dibacakan pada awal persidangan, ini untuk supaya
jalannya tertib persidangan, ya? Ini kita ... anu ... bersama.

Baik, kita mulai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA
(BERKARYA)

Ya, Yang Mulia, izin?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mana lagi?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA
(BERKARYA)

Ya, kami dari Partai Berkarya Nomor Perkara 205-07-

02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Kuasa Pemohon, Anandya
Dipo Pratama dan Angga Kusuma Nuggroho, Yang Mulia.
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115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hadir sekarang?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA
(BERKARYA)

Hadir, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terlambat, ya?
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA
(BERKARYA)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti lain kali jangan terlambat!
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA
(BERKARYA)

Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: (BERKARYA)

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pihak Terkaitnya tidak ada. Ya, terima kasih.
Sekarang kita lanjutkan. Mulai dari yang pertama Perkara 02-08-

02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Perkara yang diajukan oleh Partai
Keadilan Sejahtera, ya? PKS, betul ya? Baik.
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Jawaban Termohon saya minta begini. Jadi, mekanisnya seperti
ini, seperti yang hari pertama untuk mendengarkan keterangan
jawaban ... mendengarkan jawaban dan keterangan Pihak Terkait,
langsung kita selesaikan di satu perkara. Jadi, nanti Termohon
langsung Pihak Terkait, kalau ada Bawaslu langsung, ya. Itu satu
perkara selesai, jadi tidak seluruhnya untuk Termohon semua, tapi kita
mekanismenya per perkara, ya.

Baik. Silakan, untuk Perkara 02-08-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

124. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

125.

126.

127.

128.

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya bacakan pokok-pokoknya.

Dalam Eksepsi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa
pada pokoknya, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,
mengadili, serta memutus perkara a quo dikarenakan dalam Dapil
Langkat II, dalam pokok permohonan Pemohon pada pokoknya
mempersoalkan pelanggaran administratif berupa adanya pencoretan
dan pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar.

Persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu melalui putus
acara cepat pelanggaran administratif pemilu nomor register
01/LP/PL/HDM/Kabupaten/02.16/V/2016 tertanggal 4 Mei 2019.

Dapil Tebing Tinggi III, dalam pokok permohonan Pemohon pada
pokoknya mempersoalkan adanya perubahan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jangan ... jangan dilanjutkan dulu, ya!

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Supaya lebih sistematis. Tadi Anda mengatakan ini untuk dapil
berapa yang dipersoalkan Nomor Perkara 02-08-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Dapil Langkat II dan Dapil Tebing Tinggi III.

16



129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapil Langkat IT dan Tebing Tinggi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
I11.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
ITI. Baik, untuk kedua dapil ini ada eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ada eksepsi, tadi eksepsinya Majelis tidak berwenang, gitu
kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, tidak ada kewenangan Majelis. Sekarang, sudah masuk ke
pokok permohonan, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Baik.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok permohonan untuk dapil mana dulu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk Dapil Langkat II dulu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Langkat II. Baik, silakan diteruskan.
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140.

141,

142.

143.

144,

145.

146.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Adanya pengurangan suara Partai Golkar=250 suara dan
pengurangan ... dan penambahan suara Partai PBB=249 suara di TPS
003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit,
Kabupaten Langkat tidak benar dengan alasan: 1) bahwa merupakan
fakta hukum keberatan terhadap persoalan tersebut telah Pemohon
sampaikan melalui saksi Pemohon pada saat rekapitulasi tingkat
kabupaten dan telah diselesaikan melalui Putusan Bawaslu Nomor
01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tertanggal 4 Mei 2019 yang pada
pokoknya memuat putusan sebagai berikut.

a. Memerintahkan KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki tata
cara perhitungan suara di TPS 03, 06, dan 07 Desa Sumber Jaya,
Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan membuka C-1 Plano
TPS 03, 06, dan 07 tersebut.

b. Untuk menyampaikan as (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar, saya tegaskan. Persoalan mengenai ke ... ke ... apa
namanya ... kekeliruan ada perhitungan suara yang didalilkan oleh
Pemohon, sebenarnya di situ sudah diselesaikan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Berdasarkan putusan Bawaslu?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang terjadi di Desa Sumber Sari Jaya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Betul.
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147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, terus yang kedua?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Lalu, putusannya untuk menyampaikan hasil perhitungan, sudah
disampaikan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, hasilnya sudah?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Hasil akhirnya gimana perolehan suara yang benar di sini
kemudian?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Menurut versi Termohon?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Termohon, ya. Menurut Termohon. Jadi, sebetulnya persoalan
yang dipersoalkan oleh Pemohon sudah diselesaikan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, namun di tingkat rekapitulasi kabupaten (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Terdapat ... masih terdapat keberatan dari Pemohon.
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu penyelesaiannya di tingkat apa dulu tadi yang putusan
Bawaslu dilaksanakan, di tingkat PPK?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Ya, betul.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Di tingkat ... ya, betul.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
PPK atau di tingkat desa? PPS?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PPK.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
PPK. PPK-nya PPK mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PPK kecamatan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, desanya Desa Sumber Sari Jaya PPK-nya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Di sini Kecamatan Sirapit.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Siapit?
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168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Sirapit, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sirapit, oke. Tapi, kemudian pada waktu rekap di tingkat
Kabupaten Langkat, dipersoalkan kembali?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Dipersoalkan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, di dalam ... karena dipersoalkan, penyelesaiannya
bagaimana?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Jadi, putusan Bawaslu tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon di
rapat pleno tingkat kabupaten.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Namun dalam ... dalam apa ... penyampaian hasil perhitungan
tersebut, Pemohon masih keberatan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Dan pada saat rekapitulasi di kabupaten, juga dihadiri oleh
Bawaslu. Namun dalam rapat tersebut, Bawaslu tidak memberikan
rekomendasi lebih lanjut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya karena dianggap sudah selesai?
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178. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Sudah selesai, Majelis.
179. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nah, di tingkat rekap kabupaten yang dianggap selesai itu,
suara yang dipersoalkan itu menurut Termohon gimana?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Sudah ... sudah sesuai dengan C-1.

181. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sesuai dengan C-17?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

183. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Angka-angkanya, gimana?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Angka-angkanya sesuai dengan Termohon (...)

185. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T berapa di jawaban Saudara?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Untuk suara Partai Golkar sejumlah 2 ... 27.406 suara. Untuk
suara Partai PKS=5.025 suara. Untuk suara Partai PBB=5.159 suara.

187. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
5.109?
188. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

59.
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189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
59, oke. Terus, ada lagi yang untuk Dapil Langkat II? Cukup?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, masih tetap ada keberatan di tingkat rekap kabupaten,
ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Keberatannya apa sebetulnya yang dianu? Di ... ada di dalam
Berita Acara?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Keberatannya ada, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa ... berupa apa keberatannya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Jadi, masih ... masih sama keberatan menurut Pemohon di dalam
C-1 panut ... C-1 tersebut, ada coretan yang tidak sesuai dengan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi, gitu. C-1 nya tidak sesuai. Sekarang, pada waktu rekap
di tingkat provinsi, Anda tahu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Mohon izin, Yang Mulia?
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199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Rekap di tingkat provinsi.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu dipersoalkan lagi, enggak?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Tidak, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang di Langkat itu, masih ada masalah begini-begini, enggak?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Tidak, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak. Oke, sudah cukup untuk Langkat II, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Cukup, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang, yang kedua untuk Tebing Tinggi III.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Dapil Tebing Tinggi III. Pertama, tidak benar terjadi penambahan
suara bagi Partai Nasdem sebanyak 2.854 suara dan pengurangan
suara Pemohon 7 suara di beberapa TPS pada Kecamatan Rambutan,
Kota Tebing Tinggi karena C-1 Pemohon telah disandingkan dengan C-1

hologram yang ada di dalam kotak suara, dengan kesepakatan apabila
C-1 Salinan Pemohon berbeda dengan C-1 holoram, maka akan
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209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

membuka C-1 Plano di dalam kotak suara, maka C-1 Plano yang akan
dihitung dan dinyatakan selesai.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
C-1 Plano sudah dihitung dan dibuka itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Sudah, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi, persoalannya yang disam ... sampaikan oleh Pemohon

di tingkat Tebing Tinggi, itu diselesaikan di tingkat mana? Tadi C-1
Plano yang dibuka, kemudian dihitung itu di mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Di tingkat kecamatan, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tingkat PPK. PPK mana?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kecamatan Rambutan. Rambutan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Rambutan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Rambutan, Tebing Tinggi. Oke, ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2, huruf Kk,
halaman 45 adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum
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219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK, yaitu KPU Kota Tebing
Tinggi.

Berdasarkan kesepakatan bersama saksi lain dan Bawaslu tidak
dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang kotak suara
karena sesungguhnya gugatan Pemohon sudah diselesaikan pada
rekapitulasi di tingkat kecamatan, dengan menghitung ulang C-1 Plano
dan ada juga menghitung ulang surat suara di beberapa TPS di
Kecamatan Rambutan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Saksi Pemohon belum merasa puas, lalu menuangkan keberatan
tersebut dalam Form DB-2 untuk ditindaklanjuti pada rekapitulasi
tingkat provinsi. Berdasarkan bukti Model Form DAA-1, jumlah
perolehan suara Pemohon sebanyak 40 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

40 suara, ya. Jadi, ini pun sudah di ting ... diselesaikan di ...
secara bertingkat, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Secara bertingkat.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Sampai terakhir sudah ... masih ada keberatan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan angka 2, huruf I, m, n,
dan halaman 45 sampai 46 adalah tidak benar karena merupakan fakta
hukum, terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK. Sama, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama.
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227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Terus, perolehan suara kalau begitu bagaimana?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Untuk perolehan suara di Dapil Tebing Tinggi III, Partai Nasdem
sebanyak 4.247 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PKS=1.389 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PPP=1.391 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Itu juga dilampirkan untuk perolehan suara partai lain, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi, ini khususnya yang dipersoalkan menurut dalil, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Betul, Majelis.
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238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Cukup, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Cukup. Berarti sudah selesai, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Selesai.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Petitumnya berarti gimana? Silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Petitumnya, mengabulkan eksepsi Termohon (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu normatif itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk nomor 1 (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang intinya yang hubungan dengan dalilnya, ya?
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249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul. Untuk nomor 1, nomor 2, pokok perkara dianggap
dibacakan. Untuk sua ... perolehan suara yang benar menurut
Termohon adalah Golkar untuk Dapil Kabupaten Langkat II, suara
Partai Golkar 27.406 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Suara PKS=5.025 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Suara PBB=5.159 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Untuk Dapil Kota Tebing Tinggi III, suara Partai Golkar=4.247
suara so ... maaf, diulangi Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
4.247 suara untuk PK (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ulangi! Ulangi! 4.2007?
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259.
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262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
47.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
47 suara Golkar, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Nasdem?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk PKS=1.389 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tadi bukan Nasdem, ya? Itu Golkar, kan? Tadi Anda
menyebut pada waktu yang pertama adalah Nasdem. Sekarang di

Petitum Golkar, gimana? Yang betul yang mana itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Golkar, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Golkar, yang betul, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu tadi di Anda menyebutkan (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Direnvoi, Majelis.
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270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang pertama tadi tuh Nadem. Direnvoi, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Siap, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu sebetulnya Golkar, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk yang kedua, PKS=1.389 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. PPP?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
P(.)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
PPP atau PKB?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PPP, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PPP=1.3917
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281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Cukup, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Cukup, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang Pihak Terkait ada Nasdem dan ada PBB. Ini Pihak
Terkaitnya kok malah Nasdem ini sama PBB? Mestinya yang
disinggungkan malah Golkar, dan PKB, atau PBB ini? Baik. Kalau begitu,
kita lihat keterangan Pihak Terkait. Yang pertama, Nasdem.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Silakan! Ada eksepsi? Ini di dapil mana dulu? Yang dianukan ...
direspons keterangannya Nasdem?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Kami sebagai Pihak Terkait di Daerah Pemilihan Kota Tebing
Tinggi III, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Tebing Tinggi III, Nasdem.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ada eksepsi?
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291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Gimana eksepsinya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Bahwa semua alat bukti Model C-1 yang menjadi dalil-dalil
Pemohon adalah C-1 hasil perhitungan internal Partai Keadilan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Sejahtera, PKS.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi, yang dipakai untuk mengajukan permohonan C-1 nya
adalah C-1 internal partai?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Betul, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dalam pokok pertama, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Halaman 5.
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302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu ada kelanjutannya, enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Oh, enggak.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

C-1 yang dihitung oleh internal partai. Terus, ada ... ada ikutannya
enggak?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Oh.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak ada?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Baik, kami se ... lengkapi, Pak ... apa bacaan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Bahwa semua alat bukti Model C-1 yang menjadi dalil-dalil
Pemohon adalah C-1 hasil perhitungan internal Partai Keadilan
Sejahtera (PKS). Bukan Model C-1 yang (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nah.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu.
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313.

314.

315.

316.

317.

318.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
KPPS.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang penting. Harus masuk. Terus, sekarang yang pokok
permohonan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Pokok permohonan, Yang Mulia. Bahwa semua dalil-dalil
Pemohon, Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait, kecuali
dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan
adanya penambahan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 01
Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, sebanyak 10 suara
dikolom nama Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nasib Sabungan
Silalahi adalah tidak benar.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dan berdasarkan perhitungan Model C-1 DPRD Kota Tebing Tinggi
ITI, TPS 01 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan. Suara yang
diperoleh Pihak Terkait Partai Nasdem suara Caleg atas nama Nasib
Sabungan Silalahi adalah 10 suara. Dan penjumlahan suara partai dan

caleg adalah sebesar 26 suara. Bukti P ... PT ... PT-2, Bukti PT-9, dan
Bukti PT-10.
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319.

320.

321.

322.

323.

324.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan
adanya penggelembungan ini kami ganti menjadi penambahan, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Penambahan, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Ya. Penambahan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 02,
Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan sebanyak 2 suara di
kolom nama Caleg Nomor Urut 4 atas nama Tatang Hendra Emes
adalah tidak benar.

Dan berdasarkan perhitungan Model C-1 TPS 02 Kelurahan Karya
Jaya, Kecamtan Rambutan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait
Partai Nasdem suara Caleg atas nama Tatang Hendra Emes adalah 2
suara dan penjumlahan suara partai dan caleg adalah sebesar 29 suara.
Bukti PT-3, Yang Mulia.

325. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Nomor 4.

327. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang terakhir saja, langsung saja pada anu.
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328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

Nah, ini kalau gitu, menurut Pihak Termohon Nasdem ... Pihak
Terkait Nasdem, itu perhitungan akhirnya itu suara yang benar,
sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Betul, Yang Mulia. Sesuai dengan SK Pemohon ... Termohon.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu bagaimana kalau di situ yang Anda ketahui perolehan
suaranya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Angka-angkanya kami tidak buat di sini, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak dibuat?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi, rinciannya saja, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terus, Petitumnya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di

atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
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337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Nomor sa ... 987.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi tidak (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dan seterusnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kemudian?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Sepanjang perolehan suara Partai Nasdem di Daerah Pemilihan
Kota Tebing Tinggi III.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang saya tanyakan, yang Nasdem dapet suara berapa
Termohon? Ada datanya? Makanya, saya kemudian jadi ragu-ragu,
yang Tebing Tinggi itu suara Golkar atau suara Nasdem? Kalau yang di
atas, suara Golkar, PKS, dan PBB. Sekarang ini tadi disebutkan Nasdem,
tapi kemudian dikoreksi Golkar yang 4.247, terus kemudian PKS dan
PPP. Itu yang betul suara Nasdem berapa sekarang?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Sebentar, Majelis.
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345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Karena ternyata yang Tebing Tinggi ini, yang menjadi Pihak
Terkait adalah Nasdem. Berarti, yang dipersoalkan dalam permohonan
Tebing Tinggi oleh PKS itu kan mestinya ... logikanya suaranya Nasdem,
bukan suara Golkar. Tadi memang di Posita, Termohon sudah
menyebutkan Nasdem, tapi kenapa di Petitum kemudian nyebut
Golkar? Yang betul mana itu harus cek dulu itu?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Mohon izin koreksi, Majelis?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Suara Partai Nasdem.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nah, ya kan. Berarti di Petitumnya juga Nasdem, kan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Nasdem, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sebentar! Diulangi Termohon.
Berarti, Anda mau koreksi yang halaman berapa saja itu? Yang
terkait? Karena di dalam uraian Anda, di dalamnya semua Golkar
semua. Ini penting ini, ya. Karena suara ini (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Betul.
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354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Hal yang krusial. Coba pada halaman 11 semua, Anda
menyebutkan ... dari mulai depan ini, Anda menyebutnya semua
Golkar.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang khusus Dapil Tebing Tinggi III.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk halaman 11, suara Golkar direnvoi Nasdem, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, semua yang tertulis di Tebing Tinggi itu sebetulnya Nasdem
gitu, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Nasdem, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Termasuk di Langkat juga? Yang halaman 11 ini masih bicara
Langkat, loh ini?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau yang Langkat, yang dipersoalkan Golkar.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk yang Tebing ... Tebing Tinggi, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, hanya Tebing Tinggi? Se ... sekarang begini, mempertegas,
ya. Semua yang terkait dengan Tebing Tinggi, ini suaranya adalah (...)
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365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Tebing Tinggi dari halaman 14.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Dari halaman 14 itu Nasdem?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Dari halaman 14 Nasdem. Nasdem sudah sesuai.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian, di Petitumnya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Nasdem, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tidak ada Golkar berarti, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Yang Golkar hanya yang di Langkat saja?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jadi, 4.247 saya tulis Nasdem, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Betul, Majelis.
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376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu. Jadi, ini kan logikanya kan yang dipersoalkan berarti
Nasdem. Wong yang Pihak Terkaitnya kan Nasdem, gitu. Apalagi di sini
ada Mantan Ketua KPU Sumatera Utara ini, yang sekarang di KPU RI
itu.
Ya. Sekarang Pihak Terkait dari Partai PBB? Silakan!
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Terima kasih, Yang Mulia.
Pada pokoknya kami sepakat dengan jawaban dari Termohon,
Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, sepakat. Ada tambahan? Kalau tidak ada tambahan, sudah
cukup sepakat.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Paling tambahan pada eksepsinya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh. Eksepsinya gimana?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Pertama, permasalahan dari PKS ini adalah terkait suara Golkar.
Maka oleh sebab itu, yang berwenang untuk itu adalah Partai Golkar
yang me ... tapi, ternyata Golkar tidak mengajukan permohonan
tersebut, Yang Mulia.
Yang kedua, memang terkait permasalahan di PPK tersebut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang ... anu, ya? ... yang Dapil Langkat, ya?
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383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Ya, Lakit ... Langkat II, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, betul. He eh.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Yang kedua, terkait permasalahan di PPK sudah pernah
diselesaikan oleh ... laporan Bawaslu telah pernah ditanggapi oleh KPU,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Kemudian, eksepsi tidak jelas, permohonan tidak jelas. Bahwa
permohonan Pemohon tersebut terkait perpindahan suara. Namun,
apabila perpindahan tersebut terjadi 250 suara, berarti yang pindah
250. Tapi faktanya, PBB ... PKS menyatakan PBB mendapat 289 suara,
sementara Golkar pindah suaranya 250, tapi di situ ada perbedaan,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Jadi, agak kabur gitu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, sekarang saya tanya yang terakhir.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Ya, Pak.
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392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu perolehan suara PBB=5.159, sebagaimana tadi yang
disampaikan oleh Termohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Ya. Benar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Pada pokok perkaranya bahwa terkait putusan KPU itu (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
PBB dengan suara 559 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
PKS, 5.025 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
5.025 suara. Oke.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Jadi, PBB dalam hal ini unggul 134 suara, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Oke. Cukup, ya?
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403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Cukup, Yang Mulia.

404. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Di dalam permohonan Petitumnya. Pertama, mengabulkan eksepsi
Pihak Terkait seluruhnya, Yang Mulia.

406. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Kalau dalam pokok perkara. Satu, dua, normatif.
Yang ketiga, menetapkan suara PBB, Partai Bulan Bintang=5.159
suara dan Partai Keadilan Sejahtera=5.025 suara, Yang Mulia.
408. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Baik.
409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.
410. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, dari PBB.
Tadi disinggung sedikit, mestinya Golkar jadi Pihak Terkait karena
dia yang sebetulnya secara langsung berkepentingan gitu, kan? Ya?
Lah, wong sudah diperjuangkan Termohon kok, yang sudah yakin jadi
tidur nyenyak saja, enggak ada masalah gitu. Kan menurut Golkar gitu.
Tapi, PBB masih agak ragu-ragu karena yang selisihnya sedikit kan
PBB. Ya, kan?
411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Ya.
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412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Makanya (...)
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Masalahnya suara PBB banyak dihilangkan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, gitu. Jadi, itu filosofinya begitu. Jadi yang berhadapan
itu sebetulnya Pemohon dengan Termohon, sana itu melengkapi. Nah,
keterangannya Bawaslu juga melengkapi. Sebetulnya proses
persidangan PHPU tuh begitu. Kalau saya sebagai Pihak Terkait, merasa
sudah, “Ah, yakin saya menang, enggak usah ngapa-ngapain. Ya
enggak usah jadi Pihak Terkait,” enggak apa-apa. Karena yang
diperjuangkan di sini tuh sudah. Ya karena yang dipersoalkan adalah
putusan KPU-nya, gitu.

Baik, sudah selesai. Sekarang Perkara Nomor 02-08-
02/PHPU.DPD/XVII/2019, sekarang kita lanjutkan dengan ... oh,
Bawaslu ada catatan dari Bawaslu untuk perkara ini? Kalau tidak ada,
enggak usah dipaksakan. Enggak ada? Pakai mik saja! Supaya didengar
semuanya dan itu terekam.

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, izin. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk terkait dengan Gugatan
Nomor 02-08-02/PHPU.DPD/XVII/2019 ini (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Langkat. Bahwa memang ada putusan administrasi cepat Bawaslu
Langkat terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dan itu
sudah diselesaikan secara berjenjang (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tadi sebagaimana apa yang disampaikan Termohon sudah
betul, ya?
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419.

420.

421,

422,

423,

424,

425,

426.

427.

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, rekomendasinya hanya untuk dilakukan tata cara peng (...)
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Perbaikan rekapitulasi.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Rekapitulasinya, penghitungannya.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, penghitungan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, bagus.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemudian, untuk Kota Tebing Tinggi, itu memang semua sudah
diselesaikan secara bergantian di tingkat kecamatan dengan
mengeluarkan rekomendasi pembukaan C-1 Plano dan melakukan
pencocokan terhadap C-1 milik saksi maupun milik panwas kecamatan,
dan juga milik PPK. Dan itu hanya di beberapa TPS yang ada perbaikan
karena ada ketidakcocokan C-1 Plano dengan C-1 hologram. Dan itu
sudah diselesaikan di tingkat kecamatan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ada lagi? Cukup, ya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Cukup, cukup.
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428.

429,

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, jadi sudah semuanya sudah diselesaikan dan rekomendasi
dari panwascam juga sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih. Sekarang
Perkara Nomor 131-09-02/PHPU.DPD/XVII/2019 Partai Perindo.
Sebentar, saya cari berkas ringkasan saya dulu, supaya bisa
untuk ngecek. Oke, siapa dari Termohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap, saya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Mohon izin, Yang Mulia?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Ini Perindo mengajukan permohonan untuk Dapil II Humbang
Hasundutan, Perkara Nomor 131-09-02/PHPU.DPD/XVII/2019.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Dalam permohonannya, Pemohon (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Hanya 1 dapil ini, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hanya 1 dapil saja, Yang Mulia.
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438.

439.

440.

441,

442,

443.

444.

445.

446.

447.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, ya. Ada eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ada eksepsi, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya apa?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Yang pertama berkaitan dengan legal standing Pemohon. Dalam
perbaikan jawab ... perbaikan permohonannya, Pemohon menyelipkan
caleg atas nama Lenny Marlina Siburian, S.Pd. untuk Pengisian Anggota

DPRD Humbang Hasundutan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Jadi, menurut kita tidak berwenang karena itu diajukan ketika

perbaikan permohonan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh. Terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Cukup itu, Yang Mulia, eksepsinya.
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448.

449.

450.

451.

452,

453.

454.

455.

456.

457.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya itu (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Langsung pokok perkara saja.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok ... he eh, pokok permohonannya, gimana?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan suara bagi
Partai Golkar sebanyak 396 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Sedangkan, Pemohon sendiri juga ada penambahan suara
sebanyak 3 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hal ini terjadi di Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan
Paranginan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Dan menurut Termohon hal itu tidak benar. Karena pemo ...
Termohon juga menampilkan Alat Bukti di T-2 dan T-3, Yang Mulia.
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458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Untuk jawaban halaman 6, nomor 4.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Tadi Buktinya T-02 dan?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
T-2 sama T-3, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-3. Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Kemudian, selain ada dugaan penambahan suara, Pemohon juga
mendalilkan adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah surat suara sah
dan surat suara yang digunakan dalam Form C-1 dan DA-1 di Desa

Dolok Margu dan Desa Pargaulan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hal ini juga telah dibantah oleh Termohon dengan Alat Bukti T-4
dan T-5, Yang Mulia, kita lampirkan Berita Acara rekapitulasi di Desa

Dolok Margu dan Desa Pargaulan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Poin  ketiga. @ Pemohon mendalilkan adanya  dugaan
ketidaksesuaian jumlah suara partai politik menurut C-1, DAA-1, DA-1
dan DB-1.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Dan hal ini juga dibantah oleh Termohon, berdasarkan Alat Bukti
T-2, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-02.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ya. Dan terakhir, Pemohon mendalilkan adanya dugaan
perbedaan jumlah perolehan suara dari beberapa partai politik dengan
dokumen pembanding C-1 dan DB-1.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hal ini juga dibantah oleh Termohon, dilampirkan Alat Bukti T-6
dan T-7, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-06 dan T-07.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk membantah semua. Ya, baik.
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477.

478.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap. Da ... dalam menghadapi ... apa namanya ... dugaan-
dugaan, seperti ini tadi, dari Pihak Pemohon di tingkat TPS, rekapitulasi
suara tidak pernah mengajukan keberatan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, tidak berkeberatan.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Dan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Semuanya tidak pernah ada keberatan?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Panwascam memberikan rekomendasi secara lisan untuk
membuka kotak suara. Dan hasilnya sesuai dengan data Termohon,
Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Akhirnya dibuka?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Akhirnya dibuka, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Dibuka untuk mencocokkan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Mencocokkan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ttu di tingkat PPK?
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487.

488.

489.

490.

491.

492,

493.

494,

495,

496.

497.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Di tingkat PPK, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
PPK mana, itu?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Di Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan tadi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, di ke 2 kecamatan. Jadi, ditingkat kecamatan, di 2
kecamatan itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dicocokkan kembali (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ya, dicocokkan kembali, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu pada waktu dipak ... anu, ya? Dilakukan rekap berarti?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Rekapitulasi tingkat kecamatan.
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498.

499.

500.

501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Cukup, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terus kalau begitu, Petitumnya? Menolak?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Petitumnya menolak pemohonan Pemohon dan menetapkan suara

yang benar menurut Termohon adalah untuk Partai Golkar=6.370.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Sedangkan, Pemohon=2.044, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
2.044, oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada lagi? Cukup?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Cukup, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

55



509.

510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

518.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini tidak ada pihak terkait ini. Ya, oh, ya, Golkarnya percaya diri
ini sudah. Baik, daripada mengeluarkan ongkos.
Bawaslu ada catatan? Ini? Tadi di tingkat PPK 2 tempat itu ada
pembukaan kotak suara, untuk menghitung ulang benar itu?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, benar.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Diketahui enggak oleh Bawaslu?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?
BAWASLU: HENRY SITINJAK
Oh, jadi memang (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, ditambahkan.
BAWASLU: HENRY SITINJAK
Baik, Yang Mulia. Jadi (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Selamat datang, Pak Ketua.
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519.

520.

521.

522.

523.

524.

525.

526.

527.

BAWASLU: HENRY SITINJAK
Jadi, kalau berkaitan dengan yang disampaikan Pemohon,
memang itu sudah diselesaikan di tingkat kecamatan dan memang di
tingkat kabupaten/kota, juga tidak ada keberatan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, cukup itu, ya?
BAWASLU: HENRY SITINJAK
Dan laporan di Bawaslu juga tidak ... tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada? Oke.
BAWASLU: HENRY SITINJAK
Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, ya. Ya, Saudara harus lebih berani menyampaikan
karena sekarang sudah didampingi Ketua Bawaslu Pusat itu ya, yang
kemarin didemo terus itu.
Ya sekarang Perkara 33-13-02/PHPU.DPD/XVII/2019 dari
Hanura, tidak ada pihak terkaitnya. Silakan, Termohon, siapa?
KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Terima kasih, Yang Mulia. Dalam eksepsi terkait kewenangan (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini dapilnya, dapil berapa dulu? Berapa dapil kan yang
dipersoalkan? Berapa ini?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Ada 4, Yang Mulia.
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528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada 4 Dapil?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
1 dapil berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Yang 1, Dapil Tapanuli Selatan V, itu kan dicabut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, kalau yang dicabut?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Dapil Asahan I, dicabut juga.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Asahan.

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Kemudian, Dapil Labuhanbatu V, dicabut pula.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Yang tersisa, Dapil Tapanuli Tengah II.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebentar. Tengah II. Oke, tinggal 1 dapil, ya?
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539.

540.

541.

542.

543.

544,

545.

546.

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsi ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Eksepsi ada.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Dalam, terkait kewenangan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.

KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas
sebagaimana disebutkan dalam pokok pemohonan a quo, dan
pengakuan Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 11
Juli 2019, yaitu DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil II, yang pada
pokoknya mendalilkan pemilu curang yang terstruktur, sistematif, dan
masif, yang melibatkan kepala daerah dan ASN. Bahwa semua
persoalan yang menjadi pokok permohonan a quo tidak berkorelasi
dengan peng ... hasil perolehan suara.

Kemudian, terkait tenggang waktu bahwa merupakan fakta
hukum yang terungkap pada Persidangan Pendahuluan pada tanggal 11
Juli 2019 ... 11 Juli 2019, pokok pemohonan Pemohon diajukan ke
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 08.17 WIB.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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547. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Selanjutnya, dalam pokok permohonan untuk Dapil Tapanuli
Selatan V, merupakan fakta hukum yang terungkap pada persidangan,
tanggal 11 Juli 2019 dalam dalam agenda pemeriksaan pendahuluan
perkara a quo telah dicabut.

Dapil Asahan I, merupakan fakta hukum dalam persidangan
tanggal 11 Juli 2019, dalam agenda pemeriksaan pendahuluan perkara
a quo telah dicabut.

548. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
549. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Kemudian, Dapil Tapanuli Tengah II. Bahwa berdasarkan Pasal 9,
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, yang pada
pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan, mengenai
kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, serta
hasil penghitungan suara menurut Pemohon.

Mohon perhatian, Pemohon tidak menguraikan kesalahan
penghitungan suara oleh Termohon dan juga Pemohon tidak
mendalilkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,
lebih-lebih Pemohon tidak menjelaskan locus TPS desa dan kecamatan
mana terjadinya pelanggaran a quo.

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila pemohonan
a quo dikesampingkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.

Kemudian, Dapil Labuhanbatu V. Bahwa merupakan fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019, dengan
agenda Pemeriksaan Pendahuluan, perkara a quo telah dicabut.

Petitum dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU
RI Nomor 987 dan seterusnya.

550. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
551. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.
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552. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik.
553. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR MAULANA YUSUF
Terima kasih, Yang Mulia.
554. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, ya. Untuk anu, sebelum saya lanjutkan begini.
Kalau masih ada keterangan tambah anu ... bukti tambahan, ya, baik
Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu bisa disampaikan
sekarang, untuk diverifikasi. Karena akan diserahkan nanti sebelum sesi
ini berakhir. Kalau ada bukti tambahan. Kalau tidak ada, berarti bukti
yang sudah masuk pada waktu menyusun jawaban dan keterangan, ya.
Ada yang akan ditambahkan?
555. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada, Yang Mulia. Nanti di (...)
556. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
557. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Luar kami ambil.
558. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Masih. Ya? Diserahkan sekarang. Banyak, Pak Ali?
559. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Tidak terlalu banyak.
560. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, tidak terlalu banyak. Ya. Kalau ... anu ... di ... diserahkan saja
segera untuk bisa diverifikasi. Ya, saya ingat karena ada pergerakan-

pergerakan itu, pasti mau anu ini menyerahkan bukti. Ini bukti untuk
mana, Pak Ali Nurdin? Tambahan dari mana ini? Untuk Termohon?
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561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk yang Golkar, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Golkar? Oke. Ya, sudah langsung diserahkan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah dengan daftar alat bukti tambahannya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada lagi, Pihak Terkait? Cukup? Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ini untuk DAB-nya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Tolong, tolong Pak! Ambilkan, Pak! Itu, Pak. Serahkan ke

sini! Ya. Ya, terima kasih.
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Yang lain ada PAN dan PKPI juga.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya.
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574.

575.

576.

577.

578.

579.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Serahkan saja untuk diverifikasi, supaya ndak lama. Ada lagi?
Kalau sudah tidak ada, saya lanjutkan kembali. Ini sekarang langsung
ke Bawaslu, ada keterangan untuk Perkara 33-13-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya. Bahwa tidak ada pelaporan yang kami terima.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Dari Pemohon terkait dengan apa yang didalikan dalam
permohonan, tapi demikian kami juga sudah menangani dari pihak lain
pelapornya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Terkait dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh
Pemohon untuk di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan itu sudah
direkomendasikan langsung kepada KPU dalam bentuk hitung ulang.
Kemudian ada PSU, maupun pembukaan kotak suara pada saat
rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Nah, terhadap dalil yang disampaikan, hanya itu yang kami
sampaikan, Yang Mulia. Terkait di Tapteng karena juga sudah kami
sertakan bukti-buktinya pada keterangan kami.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu Tapteng 11, ya?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya.
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581.

582.

583.

584.

585.

586.

587.

588.

589.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang PSU itu, apa itu?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Terkait dengan ini, Pak Ketua ... Majelis, terkait dengan co ... apa
... pencoblosan oleh orang lain lebih dari satu kali dan ada pencoblosan
massal.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini juga sudah diselesaikan?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sudah diselesaikan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dan dilaksanakan?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sudah dilaksanakan oleh KPU.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Baik, ada lagi tambahan? Cukup?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Cukup, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
I?)aik. Untuk Perkara 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah
seIesx—ﬁsl;ekarang, kita ke Perkara 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
Nasdem. Siapa yang akan menyampaikan dari Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Izin saya, Yang Mulia.
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591.

592.

593.

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Di dapil mana dulu? Baru dilanjutkan!

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Permohonan Nasdem ini ada di 2 dapil, Yang Mulia. Pematang

Siantar I dan Mandailing Natal IV.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Saya ... Pematang Siantar I?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Dan Mandailing Natal IV.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dan Mandailing. Ya, oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap. Langsung saja?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Langsung, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Langsung saja, Yang Mulia. Pada pokok perkara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada eksepsi, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya, bagaimana itu?
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602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam
permohonan ini, Pemohon mendalilkan suara Pemohon sebanyak 12
suara di 4 TPS itu hilang, tapi Pemohon tidak mendalilkan ke mana
hilangnya? Mengarah kepada partai lain atau caleg lain, tidak jelas,

Yang Mulia. Seperti itu. Cukup itu, Yang Mulia, eksepsinya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sebentar, sebentar! Ini data saya kok beda ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Oh, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
197. Aduh. Sebentar. Oh, yalah. Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus, silakan!

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Ya. Saya ulangi lagi eksepsinya atau lanjut pada pokok perkara?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Langsung dalam pokok perkara!
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Pada pokok perkara, Yang Mulia. Siap.

Untuk Dapil Pematang Siantar I, Pemohon mendalilkan adanya
dugaan penambahan suara bagi Partai Hanura, sebanyak 33 suara yang

terjadi di TPS 27.
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611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hal ini dipantau oleh Termohon di jawaban nomor 1, halaman 1
dan 2 itu, Yang Mulia. Dan Alat Buktinya T-5.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Untuk Dapil I cukup itu, Yang Mulia yang dipermasalahkan oleh
Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Kemudian (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus, Dapil II?
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon waktu rekapitulasi suara ada saksi dari Pemohon tidak
beraturan dan ikut tanda tangan dalam hal proses rekapitulasi tersebut.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada keberatan?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Tidak ada keberatan.
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621.

622.

623.

624.

625.

626.

627.

628.

629.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dan saksi Pemohon tanda tangan?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Ya, dan itu ada di T-6, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-6, ya. Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Satu ini saja, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Kemudian, untuk Dapil Mandailing Natal IV. Pemohon mendalilkan
adanya dugaan pengurangan suara bagi Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Sebanyak 12 suara yang terjadi di 4 TPS. TPS 3, TPS 4, TPS 10,
dan TPS 13 di Desa Tabuyung, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten
Mandailing Natal.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Hal ini dibantah oleh Termohon tidak benar, Yang Mulia.

68



630.

631.

632.

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Dan pada waktu rekapitulasi, saksi dari Pemohon ada keberatan.
Namun, tidak menyampaikan jumlah suara berapa yang jelas, lokasi
TPS mana terjadinya pengurangan, dan alat bukti yang jelas, Yang

Mulia. Sehingga (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini keberatannya di tingkat rekapitulasi di mana ini?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Keberatan (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bukan di TPS, ya, berarti, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Bukan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, di mana?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Di kabupaten, Yang Mulia, tingkat kabupaten.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, sudah rekap kabupaten?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Sudah di kabupaten karena alat bukti tidak jelas, jumlah suara

tidak jelas, dan locus-nya tidak jelas, akhirnya (...)
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641.
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644.

645.

646.

647.

648.

649.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak bisa dianu?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Rekomendasi tersebut tidak ditidakdilanjuti oleh KPU dan
Bawaslu.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Atau keberatan tersebut (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh KPU dan Bawaslu, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Keberatan tidak ditanggapi karena tidak jelas, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap. Ya, siap.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Cukup itu, untuk dalil dari Mandailing Natal. Langsung masuk ke
Petitum, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Untuk Pematang Siantar I. Suara ... perolehan suara untuk Partai
Nasdem menurut Termohon adalah 7.032 suara.
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651.

652.

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
7.032?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Suara, ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Kemudian, untuk Partai Hanura, menurut Termohon perolehan

suaranya adalah 6.284.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Untuk Petitum Dapil Mandailing Natal IV.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Suara Pemo ... suara Pemohon (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lanjut!

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Menurut Termohon yang benar adalah 2.829.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Diulangi!
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662.

663.

664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
2.829.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Cukup itu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Cukup, vya.

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Siap.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini Petitumnya, suara yang benar, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA
Suara yang benar, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Tidak ada Pihak Terkait?

KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD ULIN NUHA

Siap.
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673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
... oh, Bawaslu ada catatan?
Sori, Prof. Tadi yang di Mandailing terutama itu apa betul (...)

BAWASLU: HENRY SITINJAK
Baik.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Waktu rekap di tingkat kabupaten, ada yang hadir dari Bawaslu
kabupaten?

BAWASLU: HENRY SITINJAK
Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus gimana? Silakan!
BAWASLU: HENRY SITINJAK

Jadi, memang tidak ada keberatan, memang sebenarnya dari
Pihak Pemohon dalam rekapitulasi, baik tingkat kabupaten maupun di
kecamatan. Jadi, kalaupun namanya hasil pengawasan dari
persandingan, memang dari hasil pengawasan yang dilakukan dari
Bawaslu Kota Pematang Siantar, hasilnya sama dengan vyang
disampaikan oleh Pihak Termohon. Demikian, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Ini Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, ya?
Suaranya kalau nyanyi senang saya, tuh, serak-serak basah. Kalau saya
kan suaranya serak-serak becek. Ya, supaya tidak teganglah. Baik,
terima kasih, Bawaslu.

Sekarang, yang Nomor 5 Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra dan Pihak Terkaitnya Nasdem, tapi
tidak hadir ini. Silakan, Termohon!

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Terima kasih, Majelis.
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683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Untuk Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada
3 Dapil, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Dapil Sumatera Utara IX, Dapil Kota Binjai III, dan Dapil Sumatera
Utara II. Namun, Dapil Sumatera Utara II sudah dicabut, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Sumut II dicabut, ya? Baik. Terus, yang satu Binjai berapa
tadi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Binjai III.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
III. Untuk DPRD, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Dapil Kota Binjai III.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu untuk DPRD berarti?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Ya, betul.
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697.

698.

699.

700.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau yang Sumut IX untuk DPR pusat, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Provinsi, sori, ya. Ya, ya, oke, ada eksepsi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Ada Majelis, namun mohon dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa itu eksepsinya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kewenangan. Baik, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk pokok perka (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Untuk sekarang pokok permohonan!

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Pokok jawaban.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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701, KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Dapil Sumatera IX. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi
Pemohon atau partai sebanyak 2.098 suara dan Calon atas nama
Robert Lumban Tobing sebanyak 2.135 suara di Kabupaten Humbang
Hasundutan tidaklah benar.

702. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
703. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Terhadap hal tersebut, untuk suara Partai Gerindra bahwa terjadi
kesalahan pengisian atau penjumlahan data yang menyebabkan
terjadinya perbedaan C1-DPRD provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi
pada Kecamatan Dolok Sanggul, khususnya Partai Gerindra.

Sehingga, berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor
01/LP/PL/ADM/KAB/02.13/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 telah
memerintahkan Pemohon untuk melakukan koreksi Model DAA1-DPRD
Provinsi dan Model DA1-DPRD Provinsi di 24 desa atau 125 TPS di
Kantor KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dilakukan oleh PPK
Dolok Sanggul dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Humbang
Hasundutan, Panwascam Dolok Sanggul, Kapolres Humbang
Hasundutan, dan saksi dari partai politik.

Selanjutnya, permohonan perbaikan tersebut disampaikan ke
KPU Sumatera Utara berdasarkan permohonan ... berdasarkan Surat
Nomor 1451/PL.01.7-SD/1216/KPU-Kab/V/2019, tanggal 16 Mei 2019
tentang Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa koreksi Model DB-1 Provinsi berdasarkan Model DPRD
Provinsi, Kecamatan Dolok Sanggul di KPU Sumatera Utara pada
tanggal 17 Mei 2019 dilakukan oleh KPU Kabupaten Humbang
Hasundutan dan KPU Provinsi Sumatera Utara, dan disaksikan oleh
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta saksi partai politik tingkat
provinsi.

704. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu yang Anda bacakan di halaman berapa itu?
705. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Halaman 9 sampai 10, Majelis.
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706.

707.

708.

709.

710.

711,

712,

713.

714,

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

9 sampai 10. Baik, ada buktinya ada enggak itu kalau sudah
dilakukan koreksi? Nanti ini benar apa enggak? Nanti Bawaslu, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Oh enggak, saya nanti Bawaslu kok Anda yang betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Oh.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ada lagi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk Dapil Sumatera IX sudah cukup, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah cukup. Sekarang yang di Sumut II dicabut. Binjai III
sekarang?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Binjai III. Penambahan bagi calon atas nama Joko Basuki 18
suara tidak benar. Berdasarkan C-1, DAA-1, dan DA-1 perolehan suara
bagi Joko Basuki, sebanyak 909 suara.

Jadi, dalam hal ini, Majelis. Saksi partai politik sempat memohon
kepada pimpinan rapat pleno terbuka, rekapitulasi perhitungan suara di
Kecamatan Binjai Timur untuk membuka C-1 Plano hologram DPRD
kabupaten/kota, TPS 12, Kelurahan Sumber Mulyorejo dan dapat
persetujuan dari panwas Kecamatan Binjai Timur. Dengan perolehan
suara atas nama Joko Basuki mendapat suara sah 18 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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715.

716.

717.

718.

719.

720.

721,

722,

723,

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk selebihnya, cukup, Maijelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Jadi, itu sudah dilakukan pembukaan kotak suara
untuk dicek kembali?

KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Sudah, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk selanjutnya, bagian Petitum dalam eksepsi. Mengabulkan
eksepsi Termohon untuk poin 1, 2, pokok perkara, mohon dianggap
dibacakan. Untuk poin 3, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk
Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD provinsi di beberapa daerah yang
benar adalah untuk Dapil IX ... Sumatera Utara Dapil IX, suara Partai
Gerindra, sebanyak 7.911 suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO

Untuk perolehan suara Calon Anggota DPRD atas nama Robert
Lumban Tobing, sebanyak 1.836 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Untuk Dapil Binjai III, perolehan suara Calon Anggota DPRD atas

nama Bima Kuartia sebanyak 897 suara. Dan Calon atas nama Joko
Basuki sebanyak 909 suara.
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724. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
909?

725. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
909 ... ya, betul, Majelis.

726. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini yang Joko Basuki?

727. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Betul.

728. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ya, sudah, cukup?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: ADITYA YULIAN WICAKSONO
Cukup, Majelis.

730. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tidak ada Pihak Terkait. Bawaslu, tadi ada catatan itu, betul
itu? Yang di Sumut IX.

731. BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, terima kasih, Yang Mulia.
732. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!
733. BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, apa yang
disampaikan oleh Termohon itu sudah sesuai dan memang itu
dilakukan penanganan pelanggaran secepat oleh Bawaslu Kabupaten

Humbang Hasundutan. Dan kemudian dilakukan pengecekan di tingkat
provinsi. Perbaikannya itu di tingkat provinsi pelaksanaan putusannya.
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734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Kemudian, terkait dengan ... bahwa menurut Pemohon. Bahwa
Bawaslu provinsi tidak menindaklanjuti permohonan koreksi. Kami juga
sudah menjelaskan kepada Pemohon bahwa mekanisme permohonan
koreksi terhadap putusan administrasi cepat, itu hanya dapat dilakukan
kepada Bawaslu Republik Indonesia, bukan kepada Bawaslu provinsi.
Dan makanya, terhadap permohonan koreksi tersebut tidak dapat
ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi.

Sedangkan, untuk Dapil Binjai III, itu bahwa sudah dilakukan pe-
cross-check-an di sesuai tingkatan oleh panwas kecamatan, dan
dengan membuka C-1 Plano dan itu terbukti bahwa suara dari yang
disebutkan oleh Pemohon itu tetap berjumlah 18 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, masih tetap, ya.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Dan juga Pemohon mengajukan pelanggaran administrasi cepat
kepada Bawaslu Kota Binjai, tetapi kemudian itu tidak dapat diterima
karena memang sudah disesuaikan di setiap tingkatan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Demikian, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Terima kasih.
Ya, sudah selesai. Sekarang, Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/20109. Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019, yang diajukan permohonannya oleh PDIP, Pihak
Terkait juga tidak ada. Silakan! Termohon, siapa yang akan merespons?
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741.

742.

743.

744,

745,

746.

747.

748.

749.

750.

751,

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Saya Zahru Argom dari HICON Law & Policy.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Mewakili KPU RI dalam Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ini.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Baik. Untuk dapilnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapilnya, dapil berapa itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Satu adalah Simalungun V.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Simalungun V? Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, Samosir I.
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752. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Samosir I. Oke.
753. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Dairi III dan Padang Sidempuan III.
754. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
ITI. Ya. Ada 4 dapil yang dipersoalkan, ya?
755. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya. Benar, Yang Mulia.
756. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
757. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Mohon izin, untuk menyampaikan eksepsi dulu, Majelis?
758. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Eksepsinya?
759. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Baik. Yang pertama, ini normatif karena apa yang disampaikan
oleh Pemohon dalam pemohon ... permohonannya adalah berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilu Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang
Pemilu. Maka, berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran-pelanggaran
yang diduga dilakukan, itu di Pasal 6 ... 461 Undang-Undang Pemilu
adalah kewenangan Bawaslu.
760. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Yang kedua, berkaitan (...)
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762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

770.

771.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, bukan kewenangan MK ini eksepsinya, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Itu ... itu ... itu eksepsi kewenangan. Kemudian (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur libel.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Permohonan kabur.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Jadi, ini berkaitan dengan pemungu ... apa namanya
pemungutan suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sama. Kemudian, dalil yang didalilkan adalah sengketa berkaitan
hasil pemungutan ... penghitungan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian ... tapi permo ... dimasukkan ada beberapa hal dugaan
kecurangan dan petitumnya adalah PSU.
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772.

773.

774.

775.

776.

777.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Seperti itu. Jadi, ada apanya, ketidaksinkronan di sana, tidak
konsisten.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak konsisten permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, berkaitan pokok permohonan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Permohonan. Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Ada koreksi di halaman 4, II (dua romawi), di situ tertulis
Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon izin, untuk renvoi? Itu Provinsi
Sumatera Utara.

Kemudian, berkaitan dengan persandingan data di tingkat TPS
untuk Kecamatan Hutabayu Raja. Ini di Dapil V Kabupaten Simalungun.

Menurut Pemohon, itu di situ TPS 1=105, menurut
Termohon=105, jadi sama. TPS 2, menurut Pemohon 86, menurut
Termohon adalah 99.

Kemudian, TPS 3=83 versi Pemohon, versi Termohon=83, sama.

Kemudian, TPS 4, Pemohon 47, Termohon 45, ada 2 suara selisih.

TPS 5=80 suara, sama antara Pemohon dan Termohon.

Di TPS 6, Pemohon mendalilkan mendapatkan 70 suara.
Termohon justru menyandingkannya dengan 84 suara.

TPS 7, Pemohon 32, Termohon 44 suara. Jadi, jumlahnya untuk di
Kecamatan Hutabayu Raja, Desa Kelurahan Hutabayu. Itu total
Pemohon ... menurut Pemohon adalah 503, menurut Termohon 540.

778. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

84



779. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Baik. Demikian, dugaan-dugaan berkaitan dengan ... apa ...
rekapitulasi dan sebagainya itu. Yang benar adalah versi dari
Termohon.

780. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
781. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Kemudian, tabel yang kedua. Persandingan perolehan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian Keanggotaan DPRD
Kabupaten/Kota untuk dokumen DB1-DPRD, di sini ada beberapa
kecamatan. Kecamatan Tanah Jawa, Hatonduhan, Hutabayu Raja, dan
Jawa Maraja Bah Jambi.
Versi dari Pemohon untuk Tanah Jawa tadi kecamatan 3.797.
Versi Termohon 3.794. Jadi, sama.
782. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
783. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Untuk Kecamatan Haton (...)
784. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu ada di bukti-buktinya, ya?
785. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ada.
786. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, bukti-bukti (...)
787. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, setelah kita sampaikan, T-003 Simalungun V PDIP, ada semua

di situ.
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788.

789.

790.

791,

792.

793.

794,

795.

796.

797.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Buktinya T-023, ya? Sampai berapa itu? Semua itu
seperti itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian karena ada didalilkan ada penambahan dan
pengurangan, maka itu tidak benar, dan kami (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar ... sebentar! Ada yang dipersoalkan Prof. Enny ini.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak Arqgom!
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini halaman 5, ya? Yang Anda bacakan halaman 5, ya? Tabelnya?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, betul.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tabel halaman 5 ini kan Tanah Jawa itu Termohon, Pemohon
sama, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, sama.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, Haton ... Hatonduhan itu juga sama, ya?
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798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, sama.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Hutabayu Raja itu sama juga?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sama.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian, Jawa Mara ... Maraja Bah Jambi itu (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Yang berbeda.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Berbeda?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tapi, kok jumlah penghitungan akhirnya kok bisa sama semua, itu
gimana ceritanya? Ini jumlah akhirnya 10.832, Pemohon. Termohon
juga 10.832. Padahal, ada yang berbeda di Jawa Maraja itu, coba Anda
cek halaman 5!
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, ya, benar.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang salah kalkulatornya atau yang jumlah?
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808.

809.

810.

811.

812.

813.

814.

815.

816.

817.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sepertinya yang jumlah, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Lah ini yang mana yang benar?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang salah baterainya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Saya membutuhkan waktu untuk mengeceknya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dicek dulu coba! Yang salah siapa tahu baterainya. Bukan yang
jumlah, bukan kalkulatornya, tapi yang salah baterainya itu. Itu Anda
punya Teman, kan itu? Coba tolong yang Temannya itu yang suruh

jumlah itu.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, mohon izin, Majelis? Untuk (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Anda lanjutkan yang ini (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Mohon izin untuk nanti kami sampaikan lagi.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Perhitungan yang benar. Jadi, lanjut di Dapil I Kabupaten

Samosir.
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818.

819.

820.

821.

822,

823.

824,

825.

826.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, isunya adalah bahwa terjadi pengurangan, penambahan, dan
selisih perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Jawa adalah
tidak benar. Kemudian, di situ ada persandingan, untuk perolehan
suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Pemohon
adalah 8.050, menurut Termohon 8.050. Jadi sebenarnya adalah sama,
jadi tidak ada ... tidak pernah ada penambahan maupun pengurangan
suara.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Lanjut, untuk Dapil III Kota Padang Sidempuan, halaman 7. Di
sana ada persandingan data.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Berkaitan dengan ada dugaan kesalahan penghitungan perolehan
suara, maka kami menyampaikan tabel sebagai berikut. Untuk (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu di halaman berapa itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
7, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

7, ya. Terus?
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827.

828.

829.

830.

831.

832.

833.

834.

835.

836.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Nah karena disampaikannya hanya dugaan ada (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penambahan?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Penghi ... apa ... kesalahan penghitungan, maka kami
menyampaikan penghitungan yang benar menurut versi Termohon.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Jadi, di situ ada Kelurahan we ... Wek V. Kemudian, Kelurahan
Ujung Pandang, Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Sitamiang Baru, dan
Kelurahan Aek Tampang. Versi Termohon dan Pemohon jadi untuk
perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 5, untuk TPS
01 Wek dan untuk PKPI 1. Begitu pula karena tidak ada persandingan,
yaitu angka-angkanya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sampai dengan halaman 8. Selanjutnya (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Berkaitan dalil halaman 11 sampai 12 permohonan Pemohon.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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837. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

838.

839.

840.

841.

842.

843.

844.

Berkaitan kesalahan penghitungan perolehan suara rekapitulasi
penghitungan perolehan suara di Kota Padang Sidempuan, untuk
Pemilu Anggota DPRD Padang Sidempuan Daerah Pemilihan Padang
Sidempuan III, kom ... apa namanya ... reaksi kami adalah sebagai
berikut.

Pertama adalah untuk yang tadi itu TPS 001 adalah tidak benar
karena hasilnya sama dan sampai seterusnya. Tadi itu, tiap TPS kami
sebut.

Kemudian berikutnya, kami menampilkan data di tabel 5, untuk
Kecamatan Padang Sidempuan, maka di situ untuk Partai PDIP menurut
Termohon mendapatkan suara 4.386. Dan untuk PKPI (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

4.000 berapa? 4.000 berapa?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

4.386.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

86, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

PKPI mendapatkan 1.585 sua ... 1.585 suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. PKPI, ya. Terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bahwa permo ... penghitungan tersebut adalah penghitungan
yang benar. Kalau di situ sudah ada pula penunjuknya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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845.

846.

847.

848.

849.

850.

851.

852.

853.

854.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

T-02 Padang Sidempuan sampai dengan Alat Bukti T-04 Padang
Sidem ... Sidempuan III. Selanjutnya, untuk Dapil III Kabupaten Dairi.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ada persandingan data. Untuk di situ, ada partai politik sampai
20. Ini kami ambil untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, PDIP.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Menurut versi Pemohon 42, menurut versi Termohon juga 42.
Jadi, tidak ada selisih.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, tabel 7 rekapitulasi untuk perolehan TPS 3 Desa Pasir
Mbelang, Kecamatan Tanah Pinem.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Di situ ... di dalam kecamatan tersebut untuk PDIP Pemohon 44
suara, Termohon 44 suara. Jadi tidak ada selisih juga. Jadi apa yang
disampaikan oleh (...)

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sam ... sama, ya.
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855.

856.

857.

858.

859.

860.

861.

862.

863.

864.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pemohon adalah tidak benar.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Selanjutnya, rekapitulasi berkaitan perolehan suara di TPS 3 Desa
Lau Njuhar I Kecamatan Tanah Pinem. Untuk PDIP mendapat untuk
versi Pemohon adalah 101, Termohon juga 101. Jadi sama.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sama juga?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya. Selanjutnya Petitum, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Eksepsi. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Anda belum bisa ke Petitum, ini yang klir yang mana
ini?
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865.

866.

867.

868.

869.

870.

871.

872.

873.

874.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Oh, ya, maaf.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Yang halaman 5 tadi?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, ya sebentar.

Baik, terima kasih, Yang Mulia, setelah dicek datanya, ada
kesalahan tulis. Jadi, mohon izin untuk renvoi. Untuk halaman 6 di tabel
2, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, di ... di dalam kolom Pemohon

itu tertulis 1.000, sebelumnya 1.546, seharusnya 1.946.

Jadi sama perolehannya dengan versi Termohon. Oleh karena itu,

jumlah tadi adalah sama.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini mencocokkan dari membuka dokumen DB-1, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
DB-1 yang dilihat?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sehingga keluar angka 1.946 itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, sama angkanya (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jumlahnya ... jumlahnya berapa ini?
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875.

876.

877.

878.

879.

880.

881.

882.

883.

884.

885.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
10.832.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu untuk Termohon, Pemohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sama, 10.832.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Lho, kok sama? Kan tadi Jawa Marajanya katanya beda?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, tadi ada salah, makanya kami mau izin (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Yang salah ... yang salah, di?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Untuk renvoi.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jadi, sama semua berarti?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, jadi untuk kolom 4 tadi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,

yang sebelumnya saya sampaikan adalah 1.000 (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
1.546?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

1.546, itu adalah keliru.
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886.

887.

888.

889.

890.

891.

892.

893.

894.

895.

896.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Yang benar adalah 1.946, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jadi sama semua?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Inggih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, oke.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Inggih?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Oh, ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak apa-apa, Prof. Enny orang Yogya kok.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sami, Prof, saya juga.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tahulah, ya. Oh, sami? Lanjutkan, silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Oh, ya, Petitum tadi.
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897.

898.

899.

900.

901.

902.

903.

904.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Petitum berarti?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Lanjut ke Petitum, Yang Mulia?

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dalam eksepsi. Menerima eksepsi Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara, menyatakan benar Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan selanjutnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tidak ada Pihak Terkait, Bawaslu langsung ada catatan di
sini?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Untuk Permohonan Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
kami menyampaikan untuk Kabupaten Simalungun.

Bahwa memang ada laporan yang disampaikan kepada Panwas
Kecamatan Hutabayu Raja, yang disampaikan oleh Pemohon terkait
penggunaan hak pilih oleh pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK),
tapi terhadap hal tersebut, gitu, sudah ditangani oleh panwas
kecamatan.

Kemudian juga, di tingkat kabupaten karena ini permohonannya
adalah PSU, Yang Mulia karena PSU ini kan punya syarat juga.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Jadi kemudian, oleh Bawaslu Simalungun, sudah membalas

pemohonan dari Pemohon terkait dengan permohonan pemungutan
suara ulang tersebut, yang menyatakan ... karena ini laporan diajukan
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setelah melewati batas waktu, maksimal hari pelaksanaan PSU, yaitu 10
hari, laporan baru masuk tanggal 29, sementara batas akhirnya adalah
27 April, waktu itu.

Nah, kemudian karena memang terkait dengan PSU itu buka
wewenang Bawaslu Kabupaten Simalungun, maka sudah disampaikan
kepada Pemohon, dalam hal ini adalah Caleg dari Partai PDIP.

Nah, itu bahwa tidak bisa dikeluarkan rekomendasi PSU-nya
terkait dengan pengunaan hak pilih dalam DPK.

905. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
906. BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Itu pertama. Kemudian, terkait dengan sebaran hasil pengawasan
yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun, penggunaan DPK
itu sebanyak 200 orang pemilih tersebar di seluruh Kecamatan di
Hutabayu Raja, jadi kalau dibagi dengan jumlah TPS, itu masih dalam
taraf yang asumsinya masih normal.

Kemudian, terkait dengan data pemilih ini, ini saksi dari Pemohon,
itu sudah mencatatkan pada DB-2 pada saat rekapitulasi di tingkat
Kabupaten Simalungun, dan itu menjadi kewenangan Termohon untuk
menjawabnya. Jadi pada intinya, kami ingin menyampaikan bahwa
terkait dengan PSU yang diajukan, itu tidak dapat ditindaklanjuti.

Kemudian, terkait dengan kejadian di ... apa yang disampaikan
oleh Pemohon bahwa Bawaslu tidak menempelkan status laporan,
dengan ini kami menyampaikan bahwa itu sudah ditempelkan sesuai
dengan bukti yang kami sampaikan pada tanggal 6 Mei, itu di kantor
Bawaslu Kabupaten Simalungun di Kecamatan Panai Tengah itu sudah
ditempelkan.

Kemudian, terkait dengan untuk Dapil Kabupaten Samosir, terkait
dengan persoalan tidak adanya C-7 dalam kotak suara. Ini berdasarkan
rekomendasi dari panwas kecamatan waktu itu langsung
direkomendasikan untuk melakukan hitung ulang surat suara, dan
dituangkan dalam C-1 Plano, dan dari C-1 Plano itu akan dicocokkan
dengan C-1 hologram, dan itu sudah dilaksanakan.

Namun, terhadap proses pelaksana rekomendasi tersebut, saksi
Pemohon tetap menolak dengan alasan karena C-7 dan C-6 tidak
berada dalam kotak, pada per ... terkait dengan persoalan itu sudah
diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Samosir.

Nah, kemudian juga untuk penanganan pelanggaran pidananya
juga sudah diselesaikan di sentra Gakkumdu, di pembahasan kedua
karena tidak dapat ... kemudian, tidak dapat ditindaklanjuti dari
keputusan Gakkumdu (...)
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907.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak memenuhi unsur itu, ya?

908. BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

909.

910.

911.

912.

913.

Ya, he eh. Samosir, tidak dapat ditindaklanjuti karena memang
pelapor ... apa ... tidak memenuhi syarat formil dan materiilnya.

Nah, itu baru ... sedangkan untuk Sidampuan itu ... untuk Dapil
Sidampuan, dapat perbedaan memang C-1 berhologram dan C-1 Plano
yang menurut hasil pengawasan itu perbedaan suara untuk Partai PKPI.
Dan kemudian direkomendasikan untuk melakukan perhitungan surat
suara ulang, dan itu sudah dilaksanakan dan saksi juga tidak ada
mengisi formulir keberatan atau kejadian khusus. Jadi, semuanya sudah
ditindaklanjuti dengan melalui rekomendasi oleh jajaran pengawas
pemilu di tiap tingkatan.

Demikian, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih. Kita sudah selesaikan untuk Perkara 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Sekarang, Perkara 246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai
Garuda. Baik, silakan! Ada berapa dapil?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lagi, Zahru Argom dari HICON
untuk mewakili KPU dalam Perkara 246-06-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Untuk dapil di sini ada tercatat 18 dapil, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Untuk dari se-Indonesia Raya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em. Ha?
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914.

915.

916.

917.

918.

919.

920.

921.

922,

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Jadi, kami nanti hanya akan menanggapi yang Nias saja.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Tapi, perlu kami sampaikan di sini biar jelas di persidangan.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Bahwa untuk dapil-dapil yang disampaikan adalah ... antara lain
adalah menunjuk kepada permohonan Pemohon. Pertama adalah Dapil
Tanjungpinang II.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Kemudian, Dapil Dumai IV. Kemudian, Dapil Mamasa III.
Kemudian, Dapil Maluku Utara I. Kemudian, Dapil Lanny Jaya III,

Kabupaten Lanny Jaya. Kemudian, Dapil Lanny Jaya II, untuk
kabupaten ... DPRD Kabupaten Lanny Jaya. Kemudian, Dapil Talaud I

(...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, sebentar! Sebentar, Pak Arqom! Itu kok Anda dapat itu
dari dokumen yang mana, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dari permohonan.
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923.

924.

925.

926.

927.

928.

929.

930.

931.

932.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Permohonan yang tanggal berapa?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pemohon. Di sini, 24 Mei 2019 ... maaf, maaf, 1 Juli 2019.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
1 Juli?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
2019.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oh, yang sudah lewat itu?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Oh, yang sudah lewat.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu kan sudah lewat waktu?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian, yang belum lewat waktu? Coba, Anda lihat dokumen
yang perbaikan 31 Mei 2019! Dari Pemohon yang diajukan pukul 14.42
WIB.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sebentar. Baik, Yang Mulia. Jadi bahwa pada Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan, pada Kamis, tanggal 11 Juli, Pemohon itu membacakan
permohonan yang tertanggal 5 Juni 2019.
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933.

934.

935.

936.

937.

938.

939.

940.

941.

Kemudian, berkaitan permohonan ... perbaikan permohonan,
tanggal 5 Juli itu sudah ... dalam pemeriksaan pendahuluan sudah tidak

diterima.

Mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia? Bahwa menuju kepada

permohonan yang awal yang (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Permohonan yang awal itu yang tanggal berapa? Yang ada di

tempatnya, Termohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
24 Mei.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

24 Mei. Kemudian, ada perbaikan permohonan, tanggal berapa

itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
31 Mei 2019.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
31 Mei 2019.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pukul 14.42 WIB.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, seperti itu.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, itu yang dibaca, yang ditanggapi!
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942,

943.

944,

945.

946.

947.

948.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Oke. Yang dibaca ... oke, kami menanggapi itu.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kok yang lainnya? Coba itu saja dulu, ya!
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, baik. Oke. Baik, eksepsi. Karena memang ... karena dalam
tenggang waktu pengajuan permohonan kami menyampaikan dalam
eksepsinya. Permohonan ... ternyata permohonan yang tanggal 31 Mei
tersebut, tidak sesuai dengan Ketentuan PMK Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu.

Oleh karena itu karena secara hukum acara sudah tidak
memenuhi, maka kami menyampaikan bahwa sudah selayaknya patut
dan sesuai dengan keadilan, apabila permohonan Pemohon tersebut
tidak dapat diterima. Kemudian, di dalam permohonan Pemohon, di
dalam pokok permohonan, kami menyangkal semua dalilnya.

Kemudian karena tidak me ... karena itu kami menyampaikan
dalam Pokok Petitumnya saja. Bahwa kami mohon diterima eksepsi
Termohon untuk seluruhnya. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 987 dan selanjutnya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya teruskan, Yang Mulia. Jadi, Anda tidak memberikan
tanggapan dari Termohon mengenai Dapil di Nias Selatan itu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Nias Selatan V?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Karena di Nias Selatan itu ... karena hanya berkaitan dengan ada

kecurangan dan kemudian hanya versi Pemohon dan Termohon, maka
di situ kami tetap pada dalil kami bahwa untuk Pemohon mendapat ...
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949.

950.

951.

952.

953.

954.

955.

956.

957.

versi Pemohon adalah mendapatkan 1.815 suara, untuk versi Termohon
tetap kami pada angka 1.715 suara. Seperti itu kalau dalam pokoknya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu di halaman berapa dari jawaban Termohon?
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Karena kami secara global sudah menyampaikan di atas bahwa
kami menolak semua dalil dari (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak ada jawaban khusus yang terkait dengan Nias Selatan
V?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tidak ada sama sekali, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Makanya tersirat itu karena kami menolak seluruhnya. Kemudian,
ketika di ... apa namanya (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ditanyakan tadi, kami tetap pada hasil perhitungan yang 1.715
suara.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, ada catatan?
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958.

959.

960.

961.

962.

963.

964.

965.

966.

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, terkait dengan Nias Selatan V, kami menjelaskan, Majelis.
Bahwa memang Bawaslu Kabupaten Nias Selatan itu mengeluarkan
rekomendasi, 2 rekomendasi.

Pertama, rekomendasi untuk pembukaan kotak suara dan
menghitung ulang untuk di Kecamatan Toma. Kemudian, ada
rekomendasi pemungutan suara ulang di Kecamatan Siduaori yang
sudah dilaksanakan oleh KPU, sehingga memang perolehan suara itu
menjadi berubah. Demikian, Majelis.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, ada rekomendasi PSU sudah dilaksanakan?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Sudah dilaksanakan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PSU-nya di tingkat apa itu?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

TPS di kecamatan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, 1 kecamat ... 1 TPS.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

TPS berapa itu?

BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Sebentar, Majelis. Ya, PK ... kalau PSU-nya itu buktinya PK-3.14.
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967.

968.

969.

970.

971.

972.

973.

974.

975.

976.

977.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi, TPS mana tidak jelas? Tapi, desanya desa mana?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sebentar, Majelis ... sebentar, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, PSU-nya hanya di 1 TPS, ya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
1, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Karena PSU, maka terjadi perubahan perolehan suara.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Bu, saya bacakan nih, Bu. Di halaman 355, ya, Bu, ya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, ya, Bu.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Angka 64, ya? Di TPS 1 Desa Hilisawato?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Gitu, ya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, ya, ya.
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978.

979.

980.

981.

982.

983.

984.

985.

986.

987.

988.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Betul bacaan saya begitu, Bu? Hilisawato?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Hilisawato. Ya, benar, Majelis.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oh, gitu, ya. Itu yang dilakukan PSU-nya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
PSU-nya, ya.
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, ya sudah kalau begitu. Cukup, ya?
BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Enggak, Pak Ketua, ini halaman (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Yang Mulia, mohon tambahan dari (...)
HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ini berkaitan memperjelas lagi, berkaitan permohonan tadi, ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Permohonan Pemohon itu tertanggal 24 Mei 2019, itu yang dep ...

apa ... dapilnya banyak sekali tadi sampai 18. Kemudian (...)
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989.

990.

991.

992.

993.

994.

995.

996.

997.

998.

999.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perbaikan permohonan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Dicabut, ya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Dicabut dengan perbaikan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.42

WIB.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
24 Mei, pukul?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Bukan, 24 Mei tadi dicabut dengan perubahan.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
31 Mei.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
31 Mei.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pukul 14.42 WIB pukulnya.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

31 Mei, pukul?
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1000.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pukul 14.42 WIB.
1001.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ini kalau gitu perbaikannya masih tenggang waktu enggak
itu?

1002.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Masih dalam teng ... batas waktu, tapi hanya 5 halaman dan
menurut hemat kami dalam eksepsi tadi tidak sesuai dengan PMK
Nomor 6.
1003.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Jadi, permohonan pertama juga ndak anu, kabur tidak jelas.
1004.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
1005.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perbaikannya juga enggak, kan? Anda tadi bereaksi begitu, kan?

1006.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, terus kemudian ada perbaikan lagi tanggal 5 Juli yang sudah
lewat waktu.

1007.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lewat kalau ini.
1008.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Makanya, tadi itu karena posita dan petitum juga tidak sesuai
syarat-syarat dalam PMK Nomor 6, kami menyampai (...)

1009.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, sudah bisa ditangkap itu.
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1010.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, terima kasih, ya.
1011.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em. Jadi, reaksi Anda adalah respons yang sangat global
berkenaan dengan permohonan itu ada persoalan yang tidak jelas itu,
ya, kan? Ya, tapi materinya ini apa yang disampaikan oleh Bawaslu
sudah jelas juga substansinya.

Baik, kita lanjutkan dengan Permohonan 117-12-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, vyang diajukan oleh PDIP. Siapa yang akan
menyampaikan? Oh, 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PDIP atau
PAN?

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-12-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SAHAT MARULI
SIHOMBING (PAN)

PAN, Yang Mulia.

1013.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi, salah ketik di sini. Makanya, tadi pada waktu, Pak Ketua,
menyampaikan PDIP itu hanya ada satu berarti, ya? PDIP, Pemohon
hadir? Enggak, ini PDIP dulu kok, saya mau cek kok. Supaya jelas.

1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 87-03-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, kami hadir, Yang Mulia.

1015.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Untuk Perkara 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kan?

1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Betul, Yang Mulia.
1017.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PDIP yang lain, ada yang hadir? Enggak ada, kan?
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1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOOR 87-03-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA (PDIP)

Sejauh ini tidak ada, Yang Mulia.
1019.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Karena memang satu itu. Lah ini tertulisnya salah tadi, makanya
Pak Ketua, kan termasuk 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 [Sic!]
ternyata Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 [Sic!] itu
permohonannya diajukan oleh PAN, ya? Betul PAN, mana?
1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-12-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SAHAT MARULI
SIHOMBING (PAN)
Mohon izin, Majelis?
1021.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?
1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-12-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANDI SAHAT MARULI
SIHOMBING (PAN)
Nomor Perkara 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Majelis.
1023.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, betul, PAN ini. He eh. Ya, siapa yang merespons?
1024.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya, siap, Yang Mulia.
1025.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, ya!

1026.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
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1027.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Dapilnya?
1028.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ter ... dapilnya adalah ... sebentar, Yang Mulia. Samosir 1.
1029.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1030.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Sebelum kami menyampaikan jawaban, kami perlu sampaikan
dulu bahwa (...)

1031.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Hanya ada satu dapil ini?

1032.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya.

1033.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1034.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Bahwa jawaban Termohon juga bersandarkan pada kronologis
KPU Kabupaten Samosir.

1035.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1036.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Vide Bukti T-003 Samosir I PAN.

1037.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1038.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dan seterusnya.
1039.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He em.
1040.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Kronologis rekapitulasi hasil penghitungan suara.
1041.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1042.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Perolehan suara pemilu Kabupaten Samosir, vide Bukti T-010
Samosir I-PAN, dan seterusnya.

1043.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1044.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Serta surat pernyataan PPK Kecamatan Pangururan Bukti T-006
Samosir I PAN, dan seterusnya.

1045.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1046.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Tidak ada eksepsi, Yang Mulia.

1047.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, langsung saja (...)

1048.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Langsung ke pokok (...)
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1049.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok permohonan.
1050.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Permohonan.
1051.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.
1052.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon
untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir untuk Dapil
Samosir I. Ada di jawaban kami nomor 2 dalam bentuk tabel. Bahwa
versi ter ... Pemohon adalah PDI Perjuangan 7.974, Nasdem 4.767, dan
PAN 1.637.
1053.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1054.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dalil pokok permohonan. Pada intinya adalah dugaan adanya
penggelembungan dan/atau penambahan suara kepada Partai Nasdem
dan PDI Perjuangan di Kecamatan Pangururan di 6 desa.
1055.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1056.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Termohon menolak dalil permohonan tersebut karena
berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan bahwa perolehan sua
... hasil suara di TPS-TPS, desa, kelurahan, dan kecamatan yang benar
menurut Termohon disampaikan pada jawaban angka 8 dalam bentuk
tabel, vide Bukti T-004 Samosir I PAN, dan seterusnya. Dan Bukti T-005

Samosir I PAN, dan seterusnya. Serta Bukti T-007 Samosir I PAN, dan
T-008 Samosir I PAN.

114



1057.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1058.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Selanjutnya bahwa dalil Pemohon, pada halaman 4 angka 1 yang
menyebutkan ada penambahan perolehan suara bagi Nasdem sebanyak
10 suara di TPS 3 dan 10 suara di TPS 4, Kelurahan Pasar Pangururan
ada dalil yang tidak benar.

Yang benar adalah tidak terdapat penambahan perolehan suara
untuk Partai Nasdem di TPS-TPS tersebut, sebagaimana bukti kami di
Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota, dan DAA-1 KPU DPRD vide
Bukti T-005 Samosir I PAN dan Bukti T-004 Samosir I PAN.
Sebagaimana kami uraikan dalam bentuk tabel di angka 10 jawaban,
halaman 6 ada sedikit renvoi, Yang Mulia.

1059.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1060.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Di dalam tabel tertulis Desa Parlondut, kami renvoi menjadi Desa
Pasar Pangururan.

1061.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1062.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kami lanjutkan. Bahwa dalil Pemohon tersebut sebenarnya telah
diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Pangururan. Setelah
dilakuan pembukaan Model C-1 Plano di TPS-TPS tersebut, dimana
hasilnya adalah tidak terdapat perbedaan perolehan suara di C-1 Plano,
dan Salinan C-1 DPRD kabupaten/kota.

Setelah itu, dilakukan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara dan tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi partai politik yang
hadir maupun dari panwascam.

1063.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1064.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kami lanjutkan. Dalil Pemohon untuk halaman 5 angka 2 yang
menyatakan terjadi penambahan perolehan suara bagi Nasdem di TPS
001 Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan sebanyak 104
dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan di lembar C-1 juga
adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa yang benar adalah tidak ada penambahan perolehan suara
untuk Nasdem di TPS atau locus tersebut, hal tersebut sesuai dengan
C-1 Plano, bukti dari Termohon, C-1 Plano DPRD Kota, vide Bukti T-
007.Samosir.I.PAN dan DAA-1 KPU DPRD Kabupaten/Kota, vide Bukti T-
008.Samosir.I.PAN.

Selanjutnya, dalil Pemohon di halaman 5 angka 3, yang
menyatakan ada ... atau dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS
001, Desa Lumban Suhi Suhi Toruan, sebanyak 63 suara dan terjadi
penambahan suara di ... bagi PDI Perjuangan sebanyak 63 suara
karena kesalahan penghitungan dan pencatatan di lembar C-1 adalah
dalil yang tidak benar.

Bahwa yang benar adalah berdasarkan Model DAA-1 DPRD
Kabupaten/Kota Desa Lumban Suhi Suhi, sebagaimana yang Termohon
sampaikan di jawaban angka 15 dalam bentuk tabel, Yang Mulia, yaitu
63 suara, vide Bukti T-004.Samosir.I.PAN dan Bukti T-
005.Samosir.I.PAN

Bahwa perolehan suara dari Pemohon, sesuai DAA-1 DPRD
Kabupaten/Kota, juga Termohon sampaikan di angka 16 jawaban
dalam bentuk tabel, vide Bukti T-004.Samosir.I.PAN dan vide Bukti T-
005.Samosir.I.PAN.

1065.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1066.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sebenarnya telah
diselesaikan pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pangururan, di
mana hasil keberatan saksi partai politik yang hadir dan rekomendasi
panwascam secara lisan, yaitu agar PPK Pangururan membuka Formulir
Model C-1 Plano, Desa Lumban Suhi Suhi Soru ... Toruan. Setelah
pembukaan C-1 Plano, maka hasil perolehannya adalah telah
disesuaikan dengan Formulir Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota.
Selanjutnya, saksi dari partai politik juga panwascam telah menerima
hasil perolehan suara tersebut yang dituangkan dalam Model DAA1-
DPRD kabupaten/kota dan tidak ada yang keberatan, Yang Mulia, vide
Bukti T-004.Samosir.I.PAN dan vide Bukti T-005.Samosir.I.PAN.
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1067.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1068.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Untuk yang selanjutnya. Dalil Pemohon pada halaman 5, angka 4
yang menyatakan dugaan ... terjadi dugaan penambahan perolehan
suara bagi PDI Perjuangan, di TPS 001, Desa Pardomuan I, sebanyak
10 suara, juga adalah dalil yang tidak benar. Yang sebenarnya adalah
perhitungan suara di desa ... di locus tersebut sebagaimana tabel kami
di angka 27 jawaban, halaman 9 sampai dengan 10. Berdasarkan Bukti
T-004.Samosir.I.PAN dan Bukti T-005.Samosir.I.PAN.

Dalil Pemohon tersebut, juga sebenarnya telah diselesaikan pada
saat rekapitulasi di tingkat PPK Pangururan. Di mana perolehan suara
PDIP sesuai C-1 Plano dan Model C hologram adalah sama dan telah ...
dan telah sesuai, vide Bukti T-005.Samosir.I.PAN.

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan,
tidak ada keberatan dari saksi PAN atau saksi Pemohon dan semua
yang hadir telah menerima dan tidak ada keberatan, Yang Mulia.

Selanjutnya, untuk dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 yang
menyatakan ada penambahan perolehan suara bagi PDI Perjuangan
sebanyak 3 suara, juga dalil yang tidak benar, kami ... kami tolak.

Bahwa perolehan suara yang benar adalah sebagaimana yang
ada di angka 31 jawaban, halaman 11, dalam bentuk tabel. Suara dari
PDI Perjuangan di locus tersebut di TPS tetap 3, tidak ada ... tidak ada
penambahan 3 suara, tetapi memang tetap 3.

1069.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1070.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dalil tersebut juga diselesaikan sebenarnya direkap ... ting ...
rekapitulasi tingkat PPK Pangururan, setelah dilakukan pembukaan C-1
Plano, yang kemudian dituangkan dalam DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota,
vide Bukti T-004 Samosir.I.PAN dan vide Bukti T-005 Samosir.I.PAN.
Semua saksi hadir, juga menerima dan tidak ada keberatan, Yang
Mulia.

1071.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada keberatan? Baik.
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1072.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Baik. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan Formulir
Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota, perolehan suara yang benar
menurut Termohon adalah PDI Perjuangan 8.050, Nasdem 4.891, dan
PAN 1.574.
1073.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.
1074.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Untuk Petitum (...)
1075.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu dari tabel berapa itu?

1076.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Untuk Petitum, kami mohon di ... dapat dibaca ... dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

1077.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan.

1078.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Terima kasih.

1079.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Termohon, Nasdem? Ada yang akan disampaikan?
Sama dengan Termohon atau ada tambahan?

1080.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami Pihak Terkait, Yang Mulia.

1081.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1082.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Kami ada eksepsi terhadap permohonan Pemohon.
1083.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsinya apa?
1084.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Di halaman 4, poin 4, Pak. Kami ... bahwa permohonan Pihak
Pemohon tidak jelas karena dalil ... karena dalam dalil permohonan
pada poin 2, pada uraian mengatakan bahwa terjadi penambahan
perolehan suara Pihak Terkait Partai Nasdem sebesar 111 suara. Akan
tetapi, dalam tabel 2 persandingan perolehan suara Partai Nasdem,
pada kolom selisih hanya 104 suara.
1085.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1086.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Bahwa permohonan Pihak Ter ... Pemohon tidak jelas karena tabel
2 persandingan perolehan suara Partai Nasdem, menurut Pemohon dan
Temo ... Termohon tidak menguraikan secara rinci, berapa perolehan
suara Partai Nasdem menurut Termohon dalam Formulir Model C-1
DPRD Kabupaten Samosir I di TPS 1, TPS 2, TPS, 3, dan TPS 4, Desa
Parsaoran I, Kecamatan Pangururan.
1087.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1088.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dalam pokok permohonan (...)
1089.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok permohonan. Ya.

1090.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Mengenai dalil Pemohon dalam permohonan poin 1.
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Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya
penambahan perolehan suara Partai Nasdem TPS 3 Kelurahan Pasar
Pangururan sebanyak 10 suara. Dan TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan
sebanyak 10 suara, dan mohon pada poin 1. Dikarenakan salah
perhitungan dan salah pencatatan di Lembaran Model 1 C-1 DPRD
Kabupaten Samosir I adalah tidak benar.

Bahwa yang benar berdasarkan penghitungan Model C1-DPRD
Kabupaten Samosir I, TPS 3 Kelurahan Pasar Pangururan, suara yang
diperoleh Pihak Terkait Partai Nasdem, baik suara partai dan suara
caleg adalah sejumlah 31 suara. Bukti PT-2 Nasdem Kabupaten Samosir
L.

Bahwa yang benar berdasarkan penghitungan Model C-1 DPRD
Kabupaten Samosir I TPS 4 Kelurahan Pasar Pangururan, suara yang
diperoleh Pihak Terkait Partai Nasdem, baik suara partai dan suara
caleg adalah sejumlah 33 suara. Bukti PT-3 Nasdem Kabupaten Samosir
L.

Bahwa demikian juga hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
PPK, perolehan suara Pihak Terkait Partai Nasdem di TPS 3 Kelurahan
Pasar Pangururan yang muat ... yang dimuat dalam Formulir DAA-1
DPRD Kabupaten ... DPRD Kabupaten Samosir I perolehan suara adalah
sebesar 31 suara.

1091.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini kayaknya sama juga dengan Termohon.
1092.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Kita mau menggambarkan berjenjangnya ... perhitungan
berjenjangnya, Yang Mulia.

1093.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sama juga.
1094.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Ya. Sekarang kami lanjutkan dalil Pemohon dalam permo ...
permohonan poin 2, Yang Mulia.

1095.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1096.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya
penambahan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 1, TPS 2, TPS 3,
dan TPS 4 Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan sebanyak 11 ...
111 suara. Dikarenakan salah perhitungan dan salah pencatatan di
Lembaran Model C1-DPRD Kabupaten Samosir adalah tidak benar.
Bukan tidak terbukti, Yang Mulia, tidak benar.
1097.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1098.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dapil I persandingan perolehan suara Partai Nasdem menurut
Termohon dan Pihak Terkait di TPS 1, 2, 3, 4, Desa Parsaoran I
Kecamatan Pangururan, kami di sini mau menggambarkan bahwa
jumlah suara di ... di C ... di TPS untuk TPS 1, 2, 3, 4, sinkron dengan
jumlah yang tercatat di DA-1 di rekapitulasi di DAA-1 dan DA-1, Yang
Mulia.
1099.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1100.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Sama-sama 334 dan konsisten.
1101.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1102.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Sembilan. Bahwa sudah benar hasil rekapitulasi Model C1-DPRD
ditambah direnvoi Desa Parsaoran I Kabupaten (...)

1103.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya potong saja, Pak!
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1104.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Ya.

1105.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini jadi Anda menguatkan apa yang disampaikan Termohon, kan?

1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Betul, Yang Mulia.

1107.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Suara yang akhir juga sama, kan?

1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Sama, Yang Mulia.

1109.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang diperoleh Nasdem, kan?

1110.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Betul, Yang Mulia.

1111.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kalau sama, tidak usah disampaikan saja.

1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Siap.

1113.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bedanya, Anda ada eksepsi saja di sini, kan?

1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Ya, Yang Mulia.
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1115.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu, sama. Pihak Terkait Nasdem untuk Petitumnya,
berarti juga perolehan suaranya sama, ya?

1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Sama, Yang Mulia, dengan (...)
1117.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Coba kalau yang dari situ berapa? PDIP berapa, dapat berapa?
1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Dalam Petitum ini kami langsung (...)
1119.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Hanya Nasdem dan PAN yang Anda sebut?
1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Betul.
1121.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Nasdemnya berapa? Betul sama dengan yang Termohon?
1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Kalau di dalam Petitum kami, Yang Mulia.
1123.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)

Di sini langsung menyatakan sah Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 987, sepanjang (...)

1125.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, jadi langsung (...)
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1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Sepanjang (...)

1127.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perolehan suara di Dapil Samosir I?

1128.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Betul, Yang Mulia.

1129.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya sudah, sama. Ini menguatkan dari apa yang sudah
disampaikan oleh Termohon. Ya, cukup, ya kalau begitu?

1130.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR (NASDEM)
Cukup, Yang Mulia.
1131.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih. Dari Bawaslu ada catatan?
1132.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, catatan terkait dengan pokok permohonan bahwa memang
Bawaslu Kabupaten Samosir itu ada 2 rekomendasi, Yang Mulia.
Pertama, rekomendasi kepada PPK Kecamatan Pangururan terkait
dengan penghitungan suara ulang. Kemudian (...)
1133.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bukan PSU, tapi penghitungan, ya?
1134.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Penghitungan. Kemudian ada PSU juga di TPS 1 Desa Lumban
Suhi-Suhi yang sudah dilaksanakan oleh KPU.

1135.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke, semua sudah dilaksanakan?
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1136.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.
1137.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Jadi enggak ada persoalan lagi, ya? Jadi yang satu
penghitungan, yang satu pemungutan?

1138.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Pemungutan, ya.
1139.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Yang tadi yang terak ... yang pemungutan suara ulang di
mana itu tadi?

1140.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Di TPS 1.
1141.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
TPS 1.
1142.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kecamata ... Desa Lumban Suhi-Suhi.
1143.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Ya, tapi ini semuanya sudah dilaksanakan dan kemudian
sudah dilakukan ... apa ... sampai final perolehan suaranya juga sudah
selesai?
1144.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya. Sudah, sudah selesai, Yang Mulia.
1145.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, baik. Ya, terima kasih, Bawaslu.

Sekarang Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Termohon, Pak ... ini anu, ya apa?
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1146.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Golkar, ada 7.
1147.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perorangan atau bukan ini?
1148.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada perorangan, ada juga yang partai.
1149.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Berapa dapil, Pak Ali?
1150.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada 7 dapil, Yang Mulia.
1151.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
7 dapil.
1152.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada 7 Pemohon.
1153.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1154.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada untuk DPRD Kabupaten Langkat, Dapil Langkat I, DPR
Kabupaten Tapanuli Selatan, Dapil Tapanuli Selatan II, (ucapan tidak
terdengar jelas). Kemudian ada lagi untuk Dapil Sumut I, untuk
Pengisian Keanggotaan DPR RI dari Pak Rambe Kamarul Zaman, Dapil
Langkat I yang diajukan oleh (...)
1155.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, paling banyak ini diisi Golkar ini.
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1156.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, kemudian Dapil Kota Medan IV, dan Dapil Tapanuli Tengah III
sama Deli Serdang VI.

1157.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, kita anu satu-satu, ada eksepsi?
1158.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ada, Yang Mulia.
1159.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, eksepsinya disampaikan dulu.
1160.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kami dari Kantor Hukum
Ali Nurdin and Partners, mewakili KPU RI untuk menjawab Permohonan
Pemohon, dalam register Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, yang terjadi dari 7 Pemohon.
Terkait dengan itu, jawaban kami merujuk kepada kronologis dari
KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang terkait.
1161.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1162.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dalam eksepsi. Mulai dari halaman 3, Yang Mulia.
1163.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1164.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor APP-151, atas nama

Rambe Kamarul Zaman, Jenda Muli, Syahrudin, S.E., dan Joneri Sihite,
merupakan Pemohon perseorangan.
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1165.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1166.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kesemuanya tidak memiliki kedudukan hukum karena
Permohonan Pemohon didaftarkan tanpa persetujuan dari Ketua Umum
dan Sekjen Partai Golkar, lanjut ke halaman 5, angka 8.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf b, Peraturan
Mahkamah Konstitusi, Nomor 2 Tahun 2018, tentang Tata Beracara
dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD,
menyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, dalam 1 partai
politik yang sama, yang telah memperoleh pesetujuan secara tertulis,
dari ketua umum dan sekjen, atau sebutan lainnya dari partai politik
yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 31, huruf b, PMK
Nomor 2 Tahun 2018. Permohonan yang diajukan oleh permohonan
perseorangan baru bisa diajukan setelah yang bersangkutan
memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP
partai politik.

Oleh karenanya, apabila surat persetujuan secara tertulis
diperoleh setelah permohonan diajukan, maka permohonan tersebut
harus dianggap melanggar Pasal 3 ayat (1), huruf b, PMK Nomor 2
Tahun 2018.

Angka 11. Pada faktanya, permohonan didaftarkan pada tanggal
23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB, tanpa surat persetujuan dari Ketua
Umum dan Sekjen Partai Golkar, sebagaimana lampiran APBL Nomor
131, tertanggal 28 Mei mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas
Permohonan. Disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan
Sekjen Partai Golkar.

Sehingga dengan demikian, pengajuan permohonan oleh
Pemohon tidak memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal
31 huruf b, PMK Nomor 2 Tahun 2018.

Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian,
permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua belas. Bahwa kalaupun ada surat persetujuan dari Ketua
Umum dan Sekjen Partai Golkar, surat persetujuan dimaksud adalah
pertanggal 28 Mei 2019, yang artinya baru diberikan kepada Pemohon
pada tanggal 28 Mei 2019, atau 5 hari, setelah pendaftaran
permohonan tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.02 WIB.

Dengan kata lain, surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekjen
Partai Golkar, per tanggal 28 Mei 2019, terebut bersifat post factum.
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Oleh karena itu, jelas bahwa permohonan Pemohon adalah
permohonan tanpa persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris
Jenderal Partai Golkar, dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 huruf
b, PMK, 2018.

Sehingga, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan dalam perkara ini. Dan oleh karenanya,
Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1167.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1168.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Selanjutnya, untuk APP Nomor 40 karena sudah dicabut, Yang
Mulia.

1169.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1170.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Maka tidak kami bacakan, tapi mohon dianggap dibacakan.
1171.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1172.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Lanjut, ke halaman 10 huruf c. Permohonan Pemohon atas nama
Syahrudin, S.E. untuk Pengisian DPRD Kota Medan, dan Pemohon atas
nama Joneri Sihite, untuk Pengisian DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah,
telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Langsung ke halaman berikutnya, angka 15, halaman 11,
Pemohon mendaftarkan permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 23 Mei, pukul 00.02 WIB, dengan APP Nomor
151. Peran Pemohon tersebut mempersoalkan perselisihan suara pada
3 dapil, yaitu:

a. Dapil Sumut II
b. Dapil Langkat I
c. Dapil Langkat ... Dapil Deli Serdang VI.
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Enam belas. Kemudian, Pemohon mendaftarkan perbaikan
permohonan pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 30
Mei, pukul 20.12 WIB, yang diberi Nomor Register 173 tanggal 1 Juli,
jumlah dapil yang dipersoalkan dalam perbaikan permohonan tersebut
bertambah 2:

a. Dapil Kota Medan 1V, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota
Medan, atas nama Pemohon, Syahrudin, S. E.

b. Dapil Tapanuli Tengah III, untuk pengisian Anggota DPRD Tapanuli
Tengah, atas nama Pemohon, Joneri Sihite.

Lanjut ke angka 19, halaman 12. Bahwa dengan demikian,
perbaikan permohonan Pemohon, selain menambah 2 Pemohon, juga
menambah atau memperluas Posita Pemohon, serta mengubah Petitum
Pemohon dari permohonan yang diterima sebelumnya oleh Mahkamah,
pada tanggal 24 Mei.

Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon,
Syahrudin S.E. dan Joneri Sihite, S.E. ... dan Joneri Sihite harus
dianggap baru diajukan tanggal 30 Mei 2019, sehingga melewati batas
waktu pengajuan permohonan 3x24 jam, sejak objek sengketa
ditetapkan oleh Termohon, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB,
yaitu jatuh pada tanggal 24 Mei 20109.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon atas nama Syahrudin,
S.E. dan Joneri Sihite telah melewati tenggang waktu, maka
permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1173.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1174.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Lanjut dalam pokok perkara.
1175.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok perkara.
1176.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dalam
permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon. Buat
semua Yyang diuraikan oleh Termohon bagian dalam eksepsi,
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian dalam
pokok perkara.

Bagian a karena sudah dicabut, tidak kami bacakan, mohon
dianggap dibacakan.
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1177.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1178.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kemudian, bagian b. Permohonan untuk AP3 Nomor 151, untuk
DPR RI Dapil Sumatera Utara III. Sebelum kami sampaikan jawab ...
Dapil Sumatera Utara II, sebelum kami sampaikan jawaban, kami
merujuk kepada kronologis dari KPU Provinsi Sumatera Utara pada
Bukti T-015 dan dari KPU kabupaten/kota yang terkait, Bukti T-08 dan
14.

Bukti lainnya adalah T-01 sampai dengan T-015, serta T-42 dan
T-48 yang merujuk bukti dari C-1 Plano, C-1 hologram, DA, DA-1, dan
seterusnya. Kami lanjutkan, dalam permohonannya, Pemohon
menyandingkan jumlah perolehan suara partai politik menurut
Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Provinsi
Sumatera Utara. Tabel kami anggap dibacakan.

Kemudian, masuk ke Kabupaten Nias Barat. Tidak terjadi
pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara di 3
kecamatan, di Kabupaten Nias Barat, yaitu Kecamatan Lahomi,
Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi.

Tiga puluh tiga. Perbedaan perolehan suara calon anggota DPR
RI atas nama Rambe Kamarul Zaman terjadi di Kabupaten Nias Barat,
sebagaimana tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut
Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Provinsi
Sumatera Utara. Kami anggap dibacakan.

Tiga puluh empat. Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan
perolehan suara Pemohon sebanyak 2.009 di 3 kecamatan, di
Kabupaten Nias Barat, yaitu Lahomi, Mandrehe, dan Lolofitu Moi.
Menurut Pemohon, jumlah suara Pemohon seharusnya 2.624,
sebagaimana tabel di bawah ini, ada sedikit koreksi pada judul tabel,
“DB-1 Pascapembukaan Kotak Suara.”

Itu maksudnya, Yang Mulia.

1179.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1180.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Tabel dianggap dibacakan.
Kemudian, 36. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut di atas

karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar. Tidak ada
kesalahan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan
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perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di Kabupaten
Nias Barat untuk pemilu Anggota DPR RI, Dapil Sumatera Utara II, di
Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi.
Karena angka perolehan suara telah dikembalikan setelah dilakukan
cross-check.

Berdasarkan hasil pembukaan kotak suara oleh Termohon
terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan dengan
membandingkan DAA1-DPR, DA1-DPR dengan C-1 hologram, sehingga
tidak terbukti ada pengurangan perolehan suara Pemohon.

Perolehan suara Pemohon di tiga kecamatan, di Kabupaten Nias
Barat, yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan
Lolofitu Moi yang benar menurut Termohon adalah sebagaimana pada
tabel di bawah ini. Merujuk kepada T-04 dan bukti-bukti lainnya kami
anggap dibacakan, Yang Mulia.

Tiga puluh delapan, pada halaman 23. Perolehan suara Pemohon
Caleg Rambe Kamarul Zaman di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan
Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi yang benar
menurut Termohon adalah sebagai berikut. Tabel kami anggap
dibacakan.

1181.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu dibacakan, ya.

1182.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Selanjutnya, halaman 24, angka 40. Bahwa terhadap dalil
Pemohon mengenai laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Sumatera
Utara tersebut di atas, Termohon menyampaikan tanggapan berupa
uraian kronologis pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sesuai
dengan surat pernyataan dari Ketua KPU Kabupaten Nias Barat. Untuk
kronologis ini (...)

1183.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saya kira dianggap dibacakan, enggak apa-apa itu (...)

1184.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dianggap dibacakan, tapi itu pada intinya, Yang Mulia.

1185.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!
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1186.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Bahwa KPU Kabupaten Nias Barat menerima surat dari KPU
Provinsi Sumatera Utara terhadap adanya laporan penggelembungan di
3 kecamatan, sehingga pada waktu rapat pleno di tingkat kabupaten
dengan persetujuan dari seluruh saksi peserta pemilu yang ada di situ,
termasuk juga Bawaslu kabupaten. Itu kemudian, dilakukan
pembukaan kotak suara.
1187.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1188.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan kemudian dilakukan persandingan, dimana memang terdapat
perbedaan suara.

1189.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1190.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dari DAA-1 dan DA-1 dengan C-1 hologram hasil pembukaan
kotak suara, sehingga itu kemudian dikoreksi.

1191.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1192.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan hasilnya adalah tadi yang disampaikan di dalam tabel yang
kami bacakan.

1193.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1194.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kemudian lanjut, Yang Mulia. Ke angka (...)
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1195.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu tadi kan 40, 41 dan seterusnya.
1196.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
40, 41 sekarang.
1197.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1198.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta di atas, dalil
pada halaman 9 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan
Pemohon mengenai adanya kesalahan perhitungan perolehan suara
dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kabupaten Nias
Barat untuk pemilu anggota DPR RI yang, meliputi.

Satu, Kecamatan Lahomi adalah dalil yang tidak benar karena
angka perolehan suara telah dikembalikan, sesuai dengan hasil cross-
check atau pembukaan kotak suara, Formulir DA-1, dan DAA-1 dan
Formulir C-1 hologram. Karena sebelumnya telah terjadi
penggelembungan di DA1-DPR.

Dua, Kecamatan Mandrehe adalah dalil yang tidak benar karena
angka perolehan suara telah dikembalikan sesuai dengan hasil cross-
check atau pembukaan kotak suara, Formulir Model DAA, DAA-1
dengan Formulir C-1 hologram. Begitu juga untuk di Kecamatan Lolofitu
adalah dalil yang tidak benar dan karena angka perolehan suara telah
dikembalikan (...)

1199.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1200.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Telah disesuaikan dengan C-1 hologram.
Empat puluh dua. Bahwa perhitungan perolehan suara yang benar
menurut Termohon di tingkat Kabupaten Nias Barat, yaitu Kecamatan

Lahomi, Kecamatan Mandrehe, dan Kecamatan Lolofitu Moi adalah
sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.
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1201.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1202.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

KPU Kabupaten Nias Barat tidak melakukan pelanggaran
administrasi pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara tingkat kabupaten. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan KPU
Kabupaten Nias Barat telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan
pelanggaran administrasi pemilu, yaitu prosedur, tata cara, mekanisme
adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai fakta.

Fakta yang sebenarnya adalah KPU Kabupaten Nias Barat dalam
rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Pasal 18 huruf |, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU ...
KPU provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mana hasilnya adalah telah ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Mandrehe
dengan saksi pemberhentian.

Bahwa berdasarkan hasil cross-check di tingkat kecamatan,
terbukti terdapat penggelembungan atau selisih suara untuk Pemohon.
Jadi, yang menggelembungkan itu adalah justru Pemohon.

1203.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Adalah Pemohon, ya.
1204.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Sebelum dilakukan cross-check adalah 2.503 dan setelah
dilakukan cross-check menjadi 385, sehingga selisihnya adalah 2.118.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil permo ...
Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut
hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Terkait dengan Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias
Selatan telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu provinsi Sumatera
Utara dengan melakukan cross-check, melakukan penghitungan ulang.

Berdasarkan Formulir Model C-1 Plano untuk jenis pemilihan
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di semua TPS untuk Kecamatan
Toma.

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan halaman 12 sampai
dengan halaman 13, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak
berdasar karena KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan
rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Surat KPU
Provinsi Sumatera Utara Nomor 402, tertanggal 14 Mei perihal Proses
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Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bukti T-
011.

KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan rekomendasi
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dengan keberatan saksi
peserta pemilu pada kategori pemilihan DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten dengan melakukan cross-check, melakukan penghitungan
ulang, berdasarkan Formulir Model C-1 Plano untuk jenis pemilihan
DPRD provinsi dan DPRD kabupaten di semua TPS untuk Kecamatan
Toma.

KPU Kabupaten Nias Selatan pada saat rekapitulasi penghitungan
perolehan suara di tingkat Kabupaten Nias, tidak menerima keberatan
dari saksi partai Pemohon. KPU Provinsi Sumatera Utara telah
menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan
rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat
KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 402 tertanggal 14 Mei 2019 perihal
Proses Pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara,
Bukti T-011.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut, saksi dari
Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara dengan
menandatangani Form Model DB1-DPR, Bukti T-009.

1205.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Agak dipersingkat, Pak Ali Nurdin!
1206.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Baik.
1207.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang lain yang tidak anu, sebagai penjelasannya dianggap
dibacakan saja.

1208.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik. Kemudian 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa
dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 11 Juli 2019, Pemohon
menjelaskan kepada Mahkamah bahwa Pemohon selaku pengadu telah
mengajukan pengaduan terhadap ketua dan seluruh Anggota KPU
Provinsi Sumatera Utara sebagai teradu kepada DKPP dan pengaduan
tersebut belum diputus oleh DKPP. Pengaduan tersebut terkait dengan
Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368, tanggal 4 Mei.
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Dengan ini Termohon sampaikan tanggapan at ... Termohon atas
pengaduan Pemohon sebagai pengadu ke DKPP sebagai berikut.
Pengaduan Nomor 121 dengan Perkara Nomor 114 yang diadukan oleh
Rambe Kamarul Zaman. Dalam laporan pengaduan dan pokok kronologi
pengaduan, pengadu menuduh teradu telah melakukan keberpihakan
dan/atau melakukan ... memperlakukan Saudara Lamhot Sinaga secara
istimewa dengan terbitnya Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor
368.

Teradu membantah keras dan menilai aduan pengadu telah keliru
dalam memahami Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368
bahwa penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368,
bukan semata-mata didasarkan Surat Lamhot Sinaga, tertanggal 4 Mei
2019, tetapi juga terutama didasarkan ketaatan KPU Provinsi Sumatera
Utara terhadap pemenuhan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam
menyelenggarakan pemilu, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2), khususnya prinsip adil, kepentingan
umum, dan profesional.

Penerbitan Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368 adalah
juga bagian dari pelaksanaan tugas konsil KPU provinsi, yaitu
mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 15
huruf ¢ dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 20 huruf c.

Bahwa Surat KPU Provinsi Nomor 368 sama sekali tidak ada
bermuatan intervensi atau perintah kepada KPU Kabupaten Nias Barat
untuk langsung mengubah hasil dokumen rekapitulasi, hasil
penghitungan perolehan suara pemilu DPR sesuai Surat Saudara
Lamhot Sinaga, tanpa melalui proses pemeriksaan atau penyandingan
dokumen.

Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368 justru adalah
upaya pemenuhan prinsip kepentingan umum, di mana KPU provinsi
wajib berperilaku, memberikan respons, menyelesaikan pengaduan,
keluhan, keberatan, dan aspirasi dari berbagai pihak. Dengan demikian,
permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak ada laporan pengaduan
kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah tidak pernah memberikan rekomendasi.

Bahwa dalil Pemohon halaman 12 angka 413 yang pada pokoknya
menyatakan adanya intervensi pada hari pemungutan suara Bupati
Tapanuli Tengah yang menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem adalah
dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menjelaskan secara
rinci bagaimana intervensi Bupati Tapanuli Tengah dimaksud.
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Bahwa tidak ada laporan pengaduan kepada Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah yang diteruskan kepada Termohon baik berupa
laporan maupun rekomendasi.

Bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Tapanuli ...
Tapanuli Tengah, Termohon intens menyurati Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah untuk memperoleh informasi terkait pelanggaran
pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan hasilnya.
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah memberikan
rekomendasi terkait pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh
penyelenggara ad hoc.

Bahwa oleh karenanya, dalil Pemohon semua harus ditolak dan
tidak berdasar da ... karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut
hukum. Alat bukti yang kami ajukan T-001 sampai dengan T-015, dan
T-42 sampai dengan T-48.

1209.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, misalnya yang ini tadi, Pak Ali, yang terakhir ini. Misalnya, di
Tapanuli Tengah tidak ada. Karena tidak ada, kemudian ini kesimpulan
kita saja. Jangan terlalu dikronologis.

1210.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik.

1211.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Penjelasannya nanti dianggap kita sudah ... nanti dibaca oleh
Mahkamah nanti.

1212.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Baik, Yang Mulia.

1213.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1214.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami lanjutkan. Untuk Dapil Sumut II sudah selesai.

1215.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1216.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Berikutnya, untuk DPRD Kota Medan. Ini akan kami singkat untuk
semuanya.

1217.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1218.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Bahwa intinya, dalil Pemohon adalah tidak berdasar. Bahwa
Termohon membandingkan perolehan suara menurut Pemohon atas
nama Rizki Nugraha S.E., dalam permohonan Pemohon dengan suara
menurut Termohon berbasis data Formulir Model C-1, DAA-1, DA-1
untuk Kecamatan ... untuk 3 kecamatan yang dipermasalahkan, yaitu
Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan
Denai adalah sebagaimana tabel dalam berikut ini.
Untuk informasi, perlu kami sampaikan bahwa ini didukung
dengan bukti T-017, T-018, T-019, dan T-020.
1219.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1220.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
T-018 adalah Formulir Model C-1 dan foto C-1 Plano. T-017
adalah Formulir DA-1 dan DAA. T-019 adalah surat pernyataan dari
PPK. Serta T-20 surat pernyataan dari KPU Kota Medan.
1221.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1222.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Demikian oleh karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak.

1223.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1224.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Kemudian, untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang.
1225.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1226.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dapil VI Pemohon atas nama Gendra Muli sebagai Pemohon
personal untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang.
Tidak ada kesalahan penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara di Kabupaten Deli Serdang untuk Pemilu
Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dan saksi Partai Golkar saksi
Pemohon tidak mengajukan keberatan.

1227.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Keberatan. Semua tanda tangan saksi?
1228.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Ya, semua tanda tangan. Intinya Pemohon mempersoalkan ada
17 TPS dan dalil Pemohon tidak benar.

Enam puluh empat. Bahwa faktanya selama proses rekapitulasi di
tingkat PPK Kecamatan Percut Sei Tu ... Percut Sei Tuan. Saksi Partai
Golkar tidak mengajukan keberatan rekapitulasi dari C-1 ke DA-1 Desa
Bandar Kilppa dan Desa Sumber Rejo Timur. Terbukti tidak ada
Formulir DA-2 yang ditandatangani oleh saksi Pemohon dalam rapat
Pleno. Yang benar adalah sesuai dengan tabel, Yang Mulia.

1229.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1230.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Di sini kami anggap dibacakan. Tabel tersebut merujuk kepada
Bukti T-23, T-24, T-25, dan T-26. T-24 adalah Formulir Model C-1, T-23

adalah Formulir DAA, T-25 pernyataan dari PPK, dan T-26 kronologis
dari KPU kabupaten.
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1231.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1232.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dengan demikian, dalil Pemohon harus ditolak, Yang Mulia.
1233.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Untuk di Deli Serdang Dapil II, ya?
1234.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Betul. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Langkat Dapil I.
Pemohon mempersoalkan beberapa TPS dan dalil Pemohon tersebut
tidak benar karena yang benar adalah hasil perhitungan Termohon,
sebagaimana tabel pada halaman 42. Di mana perolehan suara tersebut
merujuk kepada Bukti T-028, T-029, T-030, dan T-031. T-030 adalah
Formulir Model C ... C-1 dan foto C-1 Plano. T-028 adalah DA, DA-1,
dan DAA-1.
1235.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1236.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kemudian, T-028 adalah DB, dan DB-1, serta DB-2, serta T-031
surat pernyataan dari PPK di Kecamatan Denai.

1237.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
1238.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan T-023 surat kronologis.

Berikutnya, untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Dapil
III. Bahwa dalil Pemohon mengatakan terjadi pengurangan suara untuk
Caleg Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 6 atas nama
Nelli Gustia Matondang untuk Dapil Tapanuli Tengah III adalah dalil
yang tidak benar. Yang benar, Yang Mulia adalah sesuai dengan tabel,
yang kami ajukan pada tabel berikut ini.
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1239.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di tabel?

1240.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dianggap dibacakan.

1241.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tabel berapa itu?

1242.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ini, Yang Mulia, pada halaman (...)

1243.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Halaman?

1244.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
44, 45,

1245.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
44, 45.

1246.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dan 46.

1247.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
46, ya?

1248.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Ya.

1249.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, oke.
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1250.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kemudian, bukti ini didukung dengan bukti surat, Yang Mulia.
1251.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
1252.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk Dapil III Tapanuli Tengah itu T-033, T-034, T-035, T-036,
T-037, dan T-038. Yaitu berupa Formulir Model C-1 ... C-1 ... foto C-1
Plano. Kemudian, DA, DA-1, DAA-1, dan DAA-2. DB, DB-1, dan DB-2.
Penetapan rekap tingkat kabupaten, serta surat pernyataan dari PPK
dan surat kronologis atau pernyataan dari KPU Kabupaten tengah ...
Tapanuli Tengah.

Petitum.

1253.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1254.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dalam eksepsi, menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU RI
Nomor 987, dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Kuasa Hukum Termohon Ali Nurdin, S.H.,
M.H. dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

1255.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ini Sumut yang paling banyak ini Perkara 173-
04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini. Pihak Terkait Golkar?

1256.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Terima kasih, Yang Mulia.
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1257.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait
Termohon?

1258.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Setuju, Yang Mulia.
1259.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, di eksepsi maupun di pokok permohonannya?

1260.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik.
1261.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus, ada yang lain yang mau ditambahkan?

1262.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik, kami sampaikan, Yang Mulia?
1263.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1264.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Yang mau kami bacakan, keterangan Pihak Terkait yang tanggal
15 ada perbaikan, Yang Mulia.

1265.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jangan dibacakan keseluruhan!
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1266.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik. Eksepsi (...)
1267.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang penting saja.

1268.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Eksepsi, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan
memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara ... kami anggap
dibacakan, Yang Mulia.

1269.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1270.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel), kami
bacakan hanya poin 1, 2 saja.

1271.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1272.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya. Pada poin 3, meminta
penetapan hasil perolehan suara yang benar. Pemohon dalam pengisian
keanggotan DPR sebanyak 54.450 suara.

Namun, dalam Positanya, tidak ada satu pun dalil yang
mendukung untuk membenarkan Petitumnya. Pemohon mendalilkan
terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.009 suara, namun
tidak jelas di TPS mana? Dan desa mana? Suara Pemohon berkurang di
3 kecamatan yang didalilkan Pemohon, vyaitu Kecamatan Lahomi,
Mandrehe, dan Lolofitu Moi. Berikutnya (...)
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1273.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar, sebentar! Ini Pihak Terkait ini, menanggapi
untuk yang dapil mana ini?

1274.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Dapil DPR RI, Yang Mulia.
1275.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapil?

1276.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Sumut II, Yang Mulia.
1277.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sumut II? Yang lain kan tidak kan?

1278.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Yang lain, ada 1, Yang Mulia, nanti untuk DPRD Kota Medan,
Yang Mulia.

1279.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

1280.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia?
1281.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1282.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan di atas, berdasar secara
hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon
kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

Kami lanjut dalam pokok permohonan, Yang Mulia?

1283.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1284.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Poin 2.1 sampai 2.3, kami anggap dibacakan.
1285.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1286.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Kami lanjut 2.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon vyang
mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.009
suara di 3 kecamatan, Mandrehe, Lahomi, dan Lolofitu Moi.

Sebagaimana didalilkan Pemohon pada poin 1, halaman 9. Dalil
Pemohon sangat mengada-ada, keliru, dan tidak didukung oleh fakta
beserta alat bukti yang akurat berupa Form Model C1-DPR RI. Menurut
Pihak Terkait, Pemohon berupaya membangun narasi yang bersifat
delusi, seharusnya Pemohon dapat membuktikan terjadinya
pengurangan suara Pemohon di TPS mana saja sesuai dengan Formulir
C1-DPR RI, bukan menggunakan data atau sumber yang tidak benar,
yang belum dilakukan pencermatan atau koreksi oleh KPU Nias Barat.

Lanjut, 2.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan
Amar Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DA1-DPR RI, suara
Pemohon sebanyak 54.405 suara. Senyatanya, Putusan Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara, tanggal 18 Mei 2019, sama sekali tidak
menggambarkan, mempersoalkan jumlah perolehan suara Pemohon.
Namun, putusan Bawaslu hanya tentang Prosedur Tata Cara
Mekanisme Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Nias Barat dan Tingkat
Provinsi Sumatera Utara.

Kami lanjut di halaman 7, tentang persandingan suara Pemohon
menurut Pihak Terkait di 3 kecamatan.
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Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas, dalil Pemohon yang
mendalilkan perolehan suara Pemohon dalam DA-1 untuk Kecamatan
Lahomi sebanyak 1.131 ... 1.131 suara, Kecamatan Lolofitu Moi 409
suara, Kecamatan Mandrehe 99 suara. Total seluruhnya 2.624 suara.

Perhitungan suara vyang dilakukan oleh Termohon, vyang
dituangkan dalam Formulir DB1-DPR RI bahwa Pemohon di Kecamatan
Lahomi berjumlah 87 suara, Kecamatan Lolofitu Moi 464 suara, dan
Mandrehe 64 suara, sudah tepat dan benar.

Selanjutnya, nomor ... poin 2.7 kami anggap dibacakan, Yang
Mulia.

1287.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1288.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Kami lanjut, poin 2.8 juga kami anggap dibacakan.
1289.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1290.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Bahwa dari tabel, 2 perolehan suara tersebut di atas, menurut
Pihak Terkait tidak benar suara Pemohon sebanyak 2.664 suara di 3
kecamatan. Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah
615 suara di tingkat Kecamatan Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe.
Terlampir dalam Bukti PT (...)
1291.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Agak, anu ... agak mundur sedikit karena suaranya jadi
menggema itu, malah enggak ketangkap.

1292.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik. PT.2.
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1293.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nah, bagus gini.

1294.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

2.10. Bahwa fakta telah terjadi penambahan suara Pemohon
sebanyak 2.009 suara dalam Formulir DA-1, sebagaimana didalilkan
Pemohon sehingga Termohon melakukan pencermatan dan cross-check
data, Formulir Model DA-1 di 3 kecamatan, Lolofitu Moi, Lahomi dan
Mandrehe, yang tepat ... dan sudah tepat dan benar menurut Pihak
Terkait adalah Formulir DA-1 yang setelah dilakukan pencermatan dan
cross-check, terlampir Bukti PT-3, PT-4, dan PT-5. Kami lanjut, 2.11.

Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten
Nias Barat, dari 8 kecamatan dilaksanakan pada tanggal 5 ... tanggal 3
sampai tanggal 5, berjalan dengan demokratis, aman, jujur, adil, tanpa
ada keberatan terhadap perolehan suara Partai Golkar. Sebagaimana
tercantum dalam Berita Acara Nomor 149 .. 149 dan seterusnya,
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten
Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Poin 2.12 sampai 2.13, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1295.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1296.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Termasuk 2.14 tentang kronologis, kami anggap juga dibacakan.
1297.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1298.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Kami masuk 2.15 di poin ... di halaman 12. Bahwa proses
pencermatan dan cross-check data yang dilakukan oleh KPU Nias Barat
pada tanggal 5 Mei 2019, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh saksi
partai politik, Bawaslu Kabupaten Nias Barat, serta diliput oleh media
cetak Harian Indonesia Baru[Sic!], pada saat Rapat Pleno Terbuka
rekapitulasi perolehan tingkat Kabupaten Nias Barat, Bukti PT.11.
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2.16. Bahwa setelah dilakukan pencermatan dan cross-check data
oleh KPU Nias Barat di 3 kecamatan, dapatkan hasil Pihak Terkait
sandingkan perolehan sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang
Mulia?

1299.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1300.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

2.17. Bahwa hasil pencermatan dan cross-check data tersebut di
atas, yang dilaksanakan oleh KPU Nias Barat telah sesuai dengan data
Formulir C1-DPR RI. Pihak Terkait dapat membuktikan secara benar,
sesuai fakta dengan Bukti Formulir C-1 berbasis tpr ... TPS suara
Pemohon hanya 615 suara. Berikut kami sampaikan. Suara Pemohon
Nomor Urut 1 Rambe Kamarul Zaman berdasarkan Form Model C1-DPR
RI Kecamatan Lahomi, Pihak Terkait menguraikan sebagai berikut.
Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

1301.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1302.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Dari hal ... Desa Bawa Samayo sampai Desa Siso Mambo, itu ada
11 desa. Kami lanjut di 2.18. Bahwa berdasarkan fakta sesuai alat bukti
Formulir Model C1- DPR RI di Kecamatan Lahomi di atas yang terdiri
dari 11 desa dengan 28 TPS, jumlah suara Pemohon hanya 87 suara.

Dengan demikian, tidak terbukti dan tidak benar dalil Pemohon
untuk Kecamatan Lahomi suara Pemohon sebanyak 1.131 suara.
Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara Pemohon
atau salah perhitungan suara Pemohon sebanyak 1.044 suara di tingkat
Kecamatan Lahomi yang dituangkan dalam DA1-DPR RI sebelum
perbaikan dan koreksi.

Lanjut, suara Pemohon Nomor Urut 1 Rambe Kamarul Zaman
berdasarkan Formulir Model C-1 di Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten
Nias Barat, Pihak Terkait menguraikan sebagai berikut. Kami anggap
dibacakan, Yang Mulia, Desa Ambukha sampai dengan Desa Hiliuso.

Kami lanjut 2.19. Bahwa berdasarkan fakta Model C1-DPR RI
Kecamatan Lolofitu Moi yang terdiri dari 8 desa dan 28 TPS, suara
Pemohon hasil cross-check KPU Nias Barat, sesuai dengan KPU dan
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seterusnya. Total suara Pemohon sebanyak 464 suara. Dengan
demikian tidak benar, keliru serta tidak berdasar dalil Pemohon untuk
Kecamatan Lolofitu Moi suara Pemohon 495 suara.

Menurut Pihak Terkait telah terjadi penggelembungan suara
Pemohon atau salah perhitungan sebanyak 31 suara di tingkat
Kecamatan Lolofitu Moi yang dituangkan dalam bentuk DA-1 sebelum
perbaikan atau koreksi. Kami lanjut, suara Pemohon Nomor Urut 1
Rambe Kamarul Zaman berdasarkan Form Model C1-DPR RI Kecamatan
Mandrehe, Kabupaten Nias Barat Pihak Terkait menguraikan sebagai
berikut. Desa Simaeasi sampai dengan (...)

1303.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan.

1304.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

20 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1305.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1306.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Bahwa berdasarkan fakta Formulir Model C1- DPR RI Kecamatan
Mandrehe di atas 20 desa, 62 TPS suara Pemohon hanya 64 suara.

Dengan demikian tidak benar, tidak tepat, serta keliru Pemohon
mendalilkan suara Pemohon untuk Kecamatan Mandrehe sebanyak 998
suara. Menurut Pihak Terkait, telah terjadi penggelembungan suara
Pemohon atau perhitungan salah perhitungan suara Pemohon sebanyak
934 suara di tingkat Kecamatan Mandrehe yang dituangkan dalam
bentuk DA-1 sebelum perbaikan atau koreksi.

2.20. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah Pemohon di
atas yang terdiri dari 3 kecamatan, maka terbukti secara sah dan
meyakinkan, suara sah yang benar untuk Pemohon adalah sebagai
berikut.

a. Berdasarkan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nias Barat, Pemohon
hanya memperoleh suara sah 3 Kecamatan Lahomi, Kecamatan
Mandrehe, Kecamatan Lolofitu Moi 615 suara.

b. Berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi, Pemohon suara sah untuk
Dapil Sumatera Utara I11=52.441 suara, Bukti PT-130.
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c. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional, Pemohon memperoleh
suara sah untuk perolehan Sumut II 52.441 suara sesuai DD-1
Bukti P sa ... PT-131.

1307.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1308.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

2.21. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan
terdapat pengurangan suara Pemohon 2.009 suara di 3 Kecamatan
Lahomi, Lolofitu Moi, dan Mandrehe tidak terbukti kebenarannya,
mengada-ada serta keliru. Sepatutnya permohonan Pemohon ditolak
atau dikesampingkan oleh Mahkamah.

Kami lanjut tentang putusan Bawaslu Sumatera Utara, tertanggal
18 Mei 2019 terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu.

2.23 (...)

1309.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu dianggap dibacakan saja!

1310.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik. Kami bacakan sedikit, Yang Mulia?
1311.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya sudah, dianggap dibacakan saja! Anda sudah dibela bagus Pak
Ali Nurdin, mau apa lagi?

1312.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Kami bacakan di halaman 26 saja, Yang Mulia?
1313.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa 26 ini?
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1314.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang diputuskan oleh
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon, pada tanggal 18
Mei 2019 dalam bentuk melanggar tata cara prosedur, mekanisme
dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Nias
Barat Provinsi Sumatera adalah putusan yang keliru, janggal,
dikarenakan pada saat rapat pleno pengesahan rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara tidak ada keberatan, dan tidak ada
rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bukti PT-132 dalam
bentuk video.

Kami anggap dibacakan. Lanjut, Yang Mulia.

1315.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1316.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Kami lanjut di poin 27. Bahwa tidak netralnya Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran,
dapat dilihat juga dari adanya laporan Pemohon yang disampaikan
pada tanggal 16 Mei 2019 dan langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan sidang Pelanggaran
Administrasi Cepat. Pada tanggal 18 Mei 2019 (...)
1317.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jangan terlalu bersemangat, maju lagi nanti suaranya, enggak
anu.

1318.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Oh, ya.
1319.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kegigit malah itu miknya itu!
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1320.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Baik, kami lanjut, Yang Mulia.

Yang terkesan dipaksakan karena pada hari tersebut bukanlah
pada hari kerja, berkaitan dengan tidak profesionalnya, tidak netralnya
Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait telah melaporkan hal
tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bukti PT-134.

Kami lanjut Petitum, Yang Mulia.

1321.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1322.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak
Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

Dalam eksepsi, satu, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya. Dua, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa  permohonan  Pemohon atau  setidaknya-tidaknya
menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon
seluruhnya. Dua, menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 987 dan
seterusnya (...)

1323.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sama saja.

1324.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUSLIM JAYA BUTAR BUTAR
(GOLKAR)

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa
Hukum Terkait.

1325.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terima kasih. Pihak Terkait Golkar ada lagi? Silakan.
1326.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Ada lagi, Yang Mulia.
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1327.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang berkenaan dengan itu, ya, yang ke mana ... DPRD mana
itu tadi?

1328.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Kota Medan, Yang Mulia.
1329.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kota Medan, apa yang disampaikan dari Termohon untuk Kota
Medan, tadi sudah betul?

1330.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Ya, Yang Mulia. Namun, ada tambahan, Yang Mulia.
1331.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tambahannya apa? Tambahannya saja, jangan keseluruhan!
1332.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang pertama, kita ingin mencocokkan, Yang Mulia karena kami
kemarin mengajukan perbaikan keterangan, Yang Mulia, di tanggal 15.
1333.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1334.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Untuk lengkapnya akan kami bacakan.
1335.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang dipakai itu yang mana itu?
1336.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Tanggal 15, Yang Mulia.
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1337.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tanggal 15, apa?
1338.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Yang perbaikan tanggal 15, yang kita masukkan perbaikannya
tanggal 15, Yang Mulia.

1339.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, tanggal 15 itu, masih bisa, ya? Ini masuk tanggal
berapa? Pukul? 15, pukul?

1340.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Pukul 19.00 WIB
1341.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, pukul 19.00 WIB, batas akhirnya pukul 00.00 oke, silakan
masih bisa dipakai itu perbaikannya.

1342.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia. Yang kedua ada sedikit penambahan, Yang
Mulia.

1343.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Penambahan atau renvoi?

1344.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Karena ... renvoi, Yang Mulia.

1345.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

1346.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Eh, penambahan, Yang Mulia. Karena ada dalam kami itu, di
perbaikan ini ada eksepsi, tapi kami lupa (...)
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1347.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di petitumnya?

1348.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Di petitumnya, Yang Mulia.

1349.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, nanti kita anulah.

1350.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Baik, Yang Mulia.

1351.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kita nilai nanti.

1352.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia. Yang pertama itu, eksepsinya mengenai
tenggang waktu pengajuan, Yang Mulia.

1353.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1354.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Karena yang kami ketahui untuk tingkat DPRD Kota Medan ini, itu
diajukan pada tanggal 30 Mei 2019, pukul 01.30 WIB, Yang Mulia.

1355.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1356.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Waktu pengajuan, sebagaimana dengan objek sengketa yang
diterbitkan oleh Termohon, yaitu tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46
WIB, yang semestinya diajukan 3x24 jam, semenjak diterbitkan

keputusan tersebut, berdasarkan pada Pasal 74 ayat (3), Undang-
Undang di Peraturan Mahkamah Konstitusi (...)
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1357.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu, bukan undang-undang, kok.
1358.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Kemudian, Pasal 74 ... 72 ... Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang
Pemilu.

1359.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1360.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Terus, masuk ke pokok permohonan, Yang Mulia.

1361.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1362.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Terkait dengan dalil Pemohon, terjadi penambahan suara Pihak
Terkait di 60 TPS.

1363.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu tadi sudah direspons oleh Termohon, sama?
1364.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Kami fokus pada 7 TPS, Yang Mulia, yang persentase
penambahannya cukup signifikan, Yang Mulia.

1365.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, gimana?
1366.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Yang pertama itu, di TPS 41 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan
Medan Amplas.
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1367.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, TPS-nya, TPS mana saja? Disebutkan!
1368.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

TPS 041 Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjo ... Harjosari
I, yang kedua, TPS 32 Kelurahan Sitirejo III.

1369.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu di halaman berapa, saja?

1370.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Di halaman 9, 10.

1371.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Halaman 9, 10.

1372.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
11.

1373.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

1374.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
12.

1375.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1376.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
13.

1377.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1378.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dengan demikian, di 7 TPS saja, Yang Mulia.
1379.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1380.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
TPS 041, kemudian TPS 32 (...)
1381.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dan seterusnya, ya?
1382.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dan seterusnya itu.
1383.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Di halaman itu ya. He eh, gimana? Apa kesimpulannya?
1384.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Tidak terbukti, Yang Mulia, dengan di situ sekitar 161 suara yang
didalilkan Pemohon terjadi penambahan, menurut Pihak Terkait tidak
benar, Yang Mulia.
1385.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada penambahan ... tidak ada penambahan.

1386.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Dengan demikian, tidak akan mempengaruhi perolehan hasil pada
akhirnya, Yang Mulia.

1387.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terus, ada lagi?
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1388.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Ada lagi, Yang Mulia.

1389.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

1390.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Bahwa setelah kami cross-check, C-1 yang kami miliki, ternyata
Pemohonlah yang terjadi penambahan suara.

1391.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, tadi sudah disebutkan Termohon juga, itu.
1392.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Bukan, Yang Mulia, itu mungkin untuk tingkat DPR RI, Sumut II,
Yang Mulia.

1393.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, kan tadi dijawab semuanya, kok tadi, kok. Pak Ali Nurdin
menjawab seluruhnya tadi, saya dengarkan, termasuk yang ini sudah
dianu, yang Kota Medan.
1394.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Untuk Kota Medan, Yang Mulia?
1395.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Pak ... sudah.
1396.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Siap.
1397.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda enggak mendengarkan.
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1398.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia. Itu terjadi penambahan untuk totalnya saja,
Yang Mulia.

1399.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, totalnya saja.
1400.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Dari 16 TPS, tersebar di 2 kecamatan, 9 kelurahan, total
penambahan Pemohon itu sebanyak 552, Yang Mulia.

1401.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya apa yang didalilkan oleh Pemohon, itu semuanya
sudah direspons Termohon.

1402.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Siap, Yang Mulia.
1403.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Anda hanya me ... makanya saya bilang, apa yang disampaikan
Termohon, Anda setuju atau tidak?

1404.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Baik, Yang Mulia.
1405.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Anda setuju, apa ada tambahannya? Kalau enggak ada
sama, percuma kan, sama saja, gitu.

1406.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Siap, Yang Mulia, ya.
1407.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Supaya lebih.
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1408.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Oke, Yang Mulia.
1409.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lebih efisien, kita itu, wong Anda duduk saja sudah dibela Pak
anu kok, enggak usah ngomong apa-apa, membisu saja sudah dibela
Pak Ali Nurdin.
1410.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Siap, Yang Mulia.
1411.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Atau Prinsipalnya enggak usah bayar Anda itu sudah dibela oleh
Termohon, gitu lho. Ya, ada tambahan apa?

1412.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, suara perolehan
Pemohon itu dari yang ditetapkan oleh Termohon dikurangi tadi
penambahannya, suara Pemohon menjadi 5.533 suara, Yang Mulia.
1413.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1414.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Masuk ke Petitum, Yang Mulia.
1415.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi juga sudah disampaikan. Sekarang, ya Petitumnya
apa, Saudara?

1416.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dalam eksepsi, Yang Mulia. Tambahan yang tadi (...)
1417.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

He em.
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1418.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)

Menerima ... mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya.

1419.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He em.
1420.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dua. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
1421.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1422.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Kedua, memperbaiki keputusan Termohon untuk Partai
Golkar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Medan Daerah
Pemilihan IV.
Untuk Pihak Terkait dengan Nomor Urut 2=6.379 suara tetap.
Untuk Pemohon, Syahrudin, S.E., itu menjadi 5.533 suara atau setidak-
tidaknya ... setidak-tidaknya menyatakan Surat Keputusan Termohon
Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan
DPRD Kota Medan daerah pemilihan IV adalah sah.
Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.
1423.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1424.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait.

1425.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.
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1426.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Terima kasih, Yang Mulia.
1427.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Jadi, kalau jadi Pihak Terkait itu enak saja
sebetulnya, tapi kalau enggak ngomong nanti Prinsipalnya itu, “Lho, itu
saya sudah ... anu ... kok enggak ngomong?” Gitu, kan. Jadi, harus
ngomong banyak dan berapi-api, gitu.

Ya, ini jokes sajalah, supaya enggak terlalu ... sekarang, Partai
Berkarya, 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon siapa
yang anu?

1428.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN (GOLKAR)
Bawaslu?
1429.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Bawaslu ada catatan? Sebentar, sori, sori. Bawaslu dulu, ada
catatan?

1430.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu kami singkat saja. Pertama, terkait
dengan untuk Nias Barat bahwa ada laporan dugaan pelanggaran yang
diterima oleh Bawaslu Provinsi dan itu sudah ditangani dan sudah
dikeluarkan putusan pelanggaran administrasi cepat, dan sudah kami
serahkan kepada Pihak Termohon.
1431.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1432.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Dan memang sampai sekarang belum dilaksanakan dengan alasan
karena kemarin Termohon mengajukan koreksi ke Bawaslu RI.

1433.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.
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1434.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Yang pertama.
1435.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu apa? Rekomendasinya berupa apa itu?
1436.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Putusannya adalah agar KPU memperbaiki tata cara atau prosedur
dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

1437.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
1438.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Karena memang proses perbaikan itu, tidak sesuai prosedur
sebagaimana yang tercantum dalam aturan perundang-undangan.

1439.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1440.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Dan, kemudian kami juga sudah menyampaikan itu dalam catatan
kejadian khusus di C-2 KPU provinsi dalam rekapitulasi KPU tingkat
provinsi. Nah, kemudian (...)
1441.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perbaikan tata caranya?
1442.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.

1443.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?
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1444.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemudian, kedua terkait Nias Selatan bahwa ada rekomendasi
yang tidak dilaksanakan oleh KPU Nias Selatan, oleh Bawaslu Nias

Selatan, yaitu pemungutan suara ulang di TPS 1 dan TPS 2, Desa Umbu
Sohahau, Kecamatan Siduaori, Kabupaten Nias Selatan. Ke-2 ... ke-3

@)
1445.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa tidak dilaksankan?
1446.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Alasannya, waktu itu rekomendasi dikeluarkan oleh Panwas
Kecamatan Siduaori pada hari terakhir tanggal 27 April (...)

1447.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dari 10 wa ... 10 hari yang diajukan.
1448.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya karena itu laporan Yang Mulia dan PPK Kecamatan Siduaori
membalas dari rekomendasi tersebut.

1449.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1450.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Oke. Kemudian, ke-3 untuk Medan bahwa tidak ada laporan yang
masuk ke Bawaslu Kota Medan terkait dengan persoalan tersebut.
Tapi, kemudian berdasarkan permohonan yang diterima oleh kami, dan
kemudian dilakukan pengecekan data yang ada di ... di Bawaslu Kota
Medan memang didapati ada perbedaan perolehan suara dari C-1 ke
DAA-1, itu daftarnya sudah ada di keterangan kami.
1451.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1452.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Kemudian, untuk Langkat (...)
1453.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini berapa banyak, ini yang Anda perlu pengecekan antara (...)
1454.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Yang di Medan (...)
1455.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Medan, itu?
1456.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ada di beberapa TPS, Yang Mulia.
1457.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
1458.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Di dalam keterangan kami, contohnya mislanya di (...)
1459.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu laporannya di halaman berapa saja? Nanti kita cek.
1460.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, di halaman kalau diketerangan kita di halaman 2 ... dari mulai
247 (...)

1461.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini kan ... anu ... ya? Punya Bawaslu jadi satu besar ini, kan?
1462.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, ya, Yang Mulia. 247 (...)
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1463.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Halaman berapa?

1464.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
247 sampai 200. Maaf, Yang Mulia, karena agak banyak ini.

1465.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1466.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sampai 292.

1467.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
2927 Untuk Kota Medan, ya?

1468.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Untuk Kota Medan. Ya, benar.

1469.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini memang bukan agak banyak, ini saya pegang aja sudah capek
kok.

1470.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.

1471.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Karena tebal jadi satu.

1472.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.

1473.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1474.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemu (...)
1475.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada lagi?
1476.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemudian untuk Langkat itu, untuk Langkat memang ada
keberatan dari Saksi PKS, ada beda data memang ... beda data yang ...
yang tadi sudah saya jelaskan juga di perkara sebelumnya, beda C-1
milik saksi PKS, dan Saksi Golkar, dan Panwas Kecamatan, dan
kemudian direkomendasikan untuk membuka C-1 Plano.
1477.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1478.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Dan melakukan perbaikan dan itu sudah dilaksanakan.
1479.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah dilaksanakan.
1480.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Nah, terkait dengan Tapteng yang sebagaimana permohonan
karena secara umum yang disampaikan oleh Pemohon terkait adanya
intervensi. Kami perlu sampaikan bahwa memang ada laporan yang
ditangani oleh Bawaslu, Kabupaten Tapanuli Tengah, maupun Bawaslu
Provinsi Sumatera Utara. Tapi, terkait dengan pelanggaran TSM
(terstruktur, sistematis, dan masif), itu bukan wewenang Bawaslu
provinsi dan Bawaslu kabupaten, melainkan wewenangnya Bawaslu RI.
Dan sepengetahuan kami, itu laporan tidak pernah sampai ke Bawaslu
RI terkait dengan TSM.
1481.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1482.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Dan itu sudah ditindaklanjuti termasuk terkait dugaan
pelanggaran pidananya dan soal hal-hal yang terjadi di Kabupaten
Tapanuli Tengah, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sudah
mengeluarkan 11 rekomendasi, 6 PSU, 4 hitung ulang, 1 pembukaan
kotak untuk mencocokkan data C-7, berarti sudah dilaksanakan. Dan
memang untuk Tapanuli (...)
1483.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu catatannya sudah dilaksanakan semua itu?
1484.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sudah dilaksanakan semua, Yang Mulia.
1485.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
1486.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Nah, itu untuk Tapanuli Tengah. Sedangkan, untuk Deli Serdang,
data yang kami miliki bahwa terkait dengan pergeseran suara yang
dilaporkan oleh Pem ... dimohonkan oleh Pemohon, kami sudah
sampaikan perbandingan data yang dimiliki oleh Bawaslu Deli Serdang
dengan milik Termohon. Jadi, tidak ada pergeseran suara di situ,
sebagaimana dalam keterangan tertulis kami.
1487.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1488.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, terima kasih, Yang Mulia.
1489.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Cukup, ya.
1490.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Yang Mulia, dari Termohon?
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1491.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!
1492.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Untuk memudahkan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan
memutus kasus ini.

1493.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1494.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Kami perlu sampaikan terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu
tadi.

1495.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1496.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Jadi, ada proses rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 5.
1497.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1498.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Di mana di situ atas masukkan dari KPU provinsi, kemudian
dilakukan pembukaan kotak suara.

1499.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1500.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dan ditemukan terjadi perubahan.
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1501.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1502.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Dari C-1 ke DA-1 di 3 kecamatan.
1503.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1504.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Belakangan, muncul rekomendasi dari Bawaslu yang pada
pokoknya ... putusan yang pada pokoknya meminta agar kembali ke
awal. Sehingga, tidak mungkin dilaksanakan oleh KPU karena sudah
ada pembukaan kotak suara dan itulah yang diterima berdasarkan rapat
bersama.
1505.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang dipakai, ya?
1506.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Antara semua saksi partai politik dan juga Bawaslu kabupaten
setempat.

1507.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1508.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terhadap hal ini, kemudian juga sudah dibahas dalam rapat pleno
pada tingkat nasional.

1509.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nasional, ya.
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1510.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Dimana sudah dibuka semua datanya dan saksi Pemohon
menyatakan tidak keberatan.

1511.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1512.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN
Kami juga menyampaikan video dalam rapat pleno (...)
1513.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tingkat nasional?
1514.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Tingkat nasional tersebut sebagai bukti. Demikian, Yang Mulia,
terima kasih.

1515.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, ya.
1516.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Izin, Yang Mulia?
1517.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dari mana ini?
1518.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Dari Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

1519.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa ini Pemohon?
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1520.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Ingin menyampaikan terkait poin surat persetujuan tadi, Yang
Mulia.

1521.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, begini. Untuk Pemohon kan sudah ada hak ... tidak ada
haknya untuk bicara, ini kan bagiannya ini.

1522.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Siap, siap.
1523.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu berkaitan dengan apa?

1524.KUASA° HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Berkaitan bahwasanya ini Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 merupakan perseorangan semua, Yang Mulia.

1525.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1526.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Sebagaimana ada tanda bukti kami terima waktu pendaftaran
kemarin. Kami ingin menjelaskan bahwasanya (...)

1527.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan sudah ada, kan? Sudah dimasukkan ke Kepaniteraan kan
surat persetujuannya?
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1528.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Surat persetujuannya ada, makanya kami ingin menegaskan
juga sebagaimana bukti yang kami terima.

1529.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak, enggak perlu, itu kan sudah masuk di sini.
1530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Baik, Yang Mulia.
1531.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu kan enggak perlu lagi dijelaskan. Kita sudah bisa menilai.
1532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Baik, Yang Mulia. Mohon nanti (...)
1533.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu kan berkenaan dengan adanya eksepsi Termohon, kan?
1534.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Ya, Yang Mulia.
1535.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, kita sudah mengerti.
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1536.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Baik.
1537.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kita nilai bagaimana.

1538.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.
1539.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Enggak usah dijelaskan.

1540.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.
1541.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kalau ini bergeser menjadi perkara yang dilanjutkan (...)

1542.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Benar, Yang Mulia.
1543.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Anda silakan baru di situ, untuk anukan lagi.

1544.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Ya, mohon dapat dipertimbangkan, Yang Mulia.
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1545.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, ya, pasti. Seluruhnya dipertimbangkan.

1546.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Kami dapat menerima waktu pendaftaran kemarin, Yang Mulia,
sebagaimana bukti yang kami terima.

1547.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, boleh, nanti anu, kita anu, kita petimbangkan, ya.

1548.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.
1549.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemarin saja yang orang Madura itu bilang ada bilang begini, ada
joke begini, “Suara itu tidak bisa dihitung, suara itu bisanya didengar,”
katanya. Itu ada itu kemarin, lucu orang Madura itu kemarin itu. Ini
gimana, kita mempersoalkan suara kok dihitung? Suara itu bisanya
didengar, gitu kan. Jadi, ada joke begitu kemarin yang muncul dari
Kuasa Pihak Terkait orang Madura itu, doktor siapa itu. Lucu juga
jadinya begitu.

Ya, nanti kalau perkara ini berlanjut, nanti bisa dianu. Dan yang
sudah ada, buktinya nanti akan dinilai semua, ya. Termasuk
persetujuannya, kapan masuk ini? Kapan masuk ini semuanya ada di
dokumentasi seluruhnya, ya.

1550.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Maka dari itu tadi, Yang Mulia, saya ingin menjelaskan juga,
Yang Mulia.
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1551.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, enggak ... udah enggak ada forumnya menjelaskan,
Pemohon sudah lewat itu. Tapi, sudah dimasukkan semuanya, kan?

1552.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Memang sudah dimasukkan, Yang Mulia.
1553.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, lha ya. Kalau sudah dimasukkan, nanti dinilai oleh
Mahkamah.

1554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Ya karena yang terjadi, yang kami alami saya selaku Pemohon
yang mendaftarkan langsung, Yang Mulia, oleh pihak penerima berkas
itu menyatakan surat persetujuan waktu terdaftar pada tanggal 24 Mei,
tidak dibutuhkan, Yang Mulia. Maka ini, mohon dapat dicatatkan. Saya
selaku Kuasa Pemohon langsung yang menyerahkan, Yang Mulia.

1555.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1556.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Sehingga, pada saat saya mau menyerahkan surat persetujuan,
dari pihak penerima menyatakan surat persetujuan tidak menjadi suatu
syarat dalam pendaftaran.

1557.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus itu dilengkapi pada waktu perbaikan kan masuknya?
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1558.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Dilengkapi, pada saat saya dikirim e-mail pada tanggal 28, Yang
Mulia.

1559.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1560.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)

Bahwa saya dinyatakan di APBL, surat persetujuan tidak ada.
Maka dari itu, pada saat itu juga saya serahkan langsung.

1561.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu sudah ada di rekaman kita, nanti kita pertimbangkan, ya.
1562.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU-BARA
(GOLKAR)
Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
1563.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ya. Sekarang Partai Berkarya!
1564.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Siap, Yang Mulia, Termohon.
1565.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Silakan!

1566.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners selaku Kuasa
Hukum Termohon hendak (...)
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1567.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini tipenya hampir sama ini dengan Pak Ali, menyampaikan
hampir sama.

1568.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Menyampaikan jawaban terhadap Permohonan Partai Berkarya.
1569.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini (...)
1570.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Perkara 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
1571.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Berarti cucunya, Pak anu, ya? Pak Buyung, ya? Baik.
1572.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Baik. Ya, Yang Mulia, kami lanjutkan.

Bahwa jawaban Termohon bersandarkan atau merujuk kepada
kronologis KPU Kota Gunungsitoli Bukti T-010 Kota Gunungsitoli I, dan
pernyataan tertulis PPK Kecamatan Gunungsitoli Bukti 006.Kota
Gunungsitoli.I.Berkarya.

Ada jawaban dalam eksepsi, yaitu bahwa perbaikan permohonan
yang diterima oleh Mahkamah, pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul
13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan
permohonan. Bahwa Pasal 13 ayat (3) PMK Tahun 2018, berbunyi
bahwa Pemohon atau Kuasa Hukum dapat menyerahkan perbaikan
permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL
diterima oleh Pemohon.

Berdasarkan APBL Nomor 279, tertanggal 28 Mei 2019 disebutkan
bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan
dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diterima oleh
Pemohon, artinya batas waktu perbaikan permohonan adalah sampai
dengan hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

1573.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1574.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Oleh karena, perbaikan permohonan Pemohon yang diterima pada
hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 13.59 WIB melewati batas waktu pukul
10.00 WIB. Maka, permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas
waktu dan oleh karenanya perbaikan permohonan harus dinyatakan
tidak dapat diterima.

1575.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1576.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kam ... ada lagi eksepsi yang kedua. Bahwa permohonan
Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan karena tidak
menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh
Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut
Termohon.

Bahwa dalam posita permohonannya Pemohon hanya mendalilkan
tentang adanya kejadian kebakaran Kantor Kecamatan Gunungsitoli
sekaligus Kantor PPK Kecamatan Gunungsitoli pada saat rekapitulasi
DA-1 di Kecamatan Gunungsitoli dilaksanakan.

1577.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1578.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Pemohon sama sekali tidak mendalilkan tentang adanya suara
Pemohon yang hilang atau berkurang, sehingga merugikan perolehan
suara Pemohon dan/atau mempengaruhi keterpilihan Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungsitoli. Pemohon juga
tidak menyebutkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara
Termohon dan berapa penghitungan perolehan suara yang benar
menurut Pemohon. Permohonan demikian tidak sesuai dengan Pasal 75
Undang-Undang MK juncto Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 juncto
Pasal 9 PMK 6 Tahun 2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon
harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kami lanjutkan untuk ke bagian dalam pokok perkara.

1579.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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1580.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa
kebakaran yang terjadi di Kecamatan Gunungsitoli telah menyebabkan
rekapitulasi  tingkat Kecamatan  Gunungsitoli  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya karena dilakukan
secara tidak cermat, tergesa-gesa, dan tidak memenuhi asas
rasionalitas dan hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi yang
luar biasa terhadap hasil pemilu adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa pada faktanya kebakaran yang melanda aula Kantor
Kecamatan Gunungsitoli dan Kantor PPK Kecamtan Gunungsitoli tidak
mempengaruhi hasil rekapitulasi perolehan suara di kecamatan
tersebut. Kebakaran tersebut terjadi setelah rekapitulasi perolehan
suara seluruh desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli selesai
dilaksanakan dan hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam
Model DAA-1 masing-masing desa yang ada di Kecamatan Gunungsitoli.

Semua saksi peserta pemilu dan panwaslu hadir pada saat rekap
tersebut juga sudah mendapatkan Salinan Model DAA-1. Bahwa semua
dokumen DA-1, DAA-1, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPR provinsi, dan
DA1-DPR kabupaten/kota berhasil diselamatkan oleh Termohon.

Hanya dokumen DA-1 untuk Desa Onozitoli Olora saja yang tidak
berhasil diselamatkan. Adapun daftar dokumen vyang berhasil
diselamatkan saat kebakaran terjadi adalah sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara kesepakatan bersama tanggal 4 Mei 2019 yang
ditandatangani oleh KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli,
dan Kapolres Nias. Bukti T-007 Kota Gunungsitoli I Berkarya.

Bahwa setelah kejadian kebakaran tersebut KPU Kota Gunungsitoli
melalui Surat Nomor 234, tanggal 4 Mei 2019 telah melaporkan
kejadian kebakaran tersebut ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan
meminta petunjuk dari KPU Sumatera Utara terkait tindak lanjut
rekapitulasi di PPK Kecamtan Gunungsitoli, Bukti T-008.Kota
Gunungsitoli.I.Berkarya.

Atas surat dari KPU Kota Gunungsitoli tersebut. KPU Sumatera
Utara telah memberikan arahan kepada KPU Kota Gunungsitoli melalui
Surat Nomor 369, tanggal 4 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU
Kota Gunungsitoli dan PPK Kecamatan Gunungsitoli untuk melanjutkan
rekapitulasi vide Bukti T-009.Kota Gunungsitoli.I.Berkarya.

Berdasarkan petunjuk dari KPU Sumatera Utara tersebut, maka
PPK kecamAtan melanjutkan rekapitulasi dengan memindahkan
rekapitulasi ke tempat lain dan rekapitulasi tersebut telah dilaksanakan
sampai dengan selesai.

Bahwa sebelum rekapitulasi dituangkan dalam DA-1 dilanjutkan
KPU Kota Gunungsitoli, Bawaslu Kota Gunungsitoli, dan saksi-saksi
peserta pemilu yang hadir sepakat untuk melakukan rekapitulasi ulang
dalam Model DAA-1 untuk Desa Onozitoli Olora yang terbakar dengan
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cara mencocokkan Model DA-1 Desa Onozitoli Olora yang dipegang
oleh panwaslu dan saksi-saksi, dan kemudian menuangkannya kembali
dalam Model DAA-1 untuk Desa Onozitoli Olora ...

Setelah rekapitulasi ulang dalam Model DAA-1 tersebut selesai
dilaksanakan, maka kemudian, PPK, panwaslu, dan saksi-saksi peserta
pemilu setuju untuk melanjutkan rekapitulasi untuk dituangkan dalam
DA-1 dan tidak ada saksi-saksi yang keberatan, termasuk saksi dari
Pemohon.

Berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan
suara Pemohon vyang benar menurut Termohon di Kecamatan
Gunungsitoli untuk DPRD kabupaten/kota adalah 116 suara,
sebagaimana kami sampaikan dalam tabel persandingan data di angka
21 jawaban, halaman 7 dan 8, vide Bukti T-003.Kota
Gunungsitoli.I.Berkarya. Tabel mohon ... dianggap dibacakan.

1581.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Baik. Lanjut!
1582.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Lanjut.

Kami lanjutkan, Termohon juga telah melakukan rekapitulasi
tingkat Kota Gunungsitoli secara benar dan konsisten. Di mana
berdasarkan DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Gunungsitoli, perolehan suara
Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kota Gunungsitoli, juga tetap sama
yaitu 116 suara, vide Bukti T-002.Kota Gunungsitoli.I.Berkarya. Bahwa
berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti hasil rekapitulasi perolehan
suara yang dilakukan oleh Termohon, sudah benar. Permohonan kami

(...)
1583.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Langsung Petitum saja!
1584.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Petitum. Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Dan kedua, menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan
KPU RI Nomor 978 dan seterusnya, tanggal 21 Mei 2019. Atau ex
aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.
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1585.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ini karena tidak ada Pihak Terkait, apakah ada catatan dari
Bawaslu? Soal yang kebakaran itu?

1586.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Kota Gunungsitoli, memang kami sudah menyampaikan
keterangan bahwa sudah dilakukan pengecekan data.

Kemudian, terkait berkenaan dengan kebakaran Kantor Camat
Gunungsitoli, di mana itu Sekretariat PPK Kecamatan Gunungsitoli,
memang su ... benar sudah dilakukan rapat pembahasan terkait dengan
tindak lanjut rekapitulasi tingkat Kota Gunungsitoli dan atas
kesepakatan tersebut, maka ... dan memang dokumen yang berhasil
diselamatkan adalah C-1 Plano dan DAA-1, sehingga tidak perlu ada
PSU menurut Bawaslu karena memang masih ada dokumen sebagai
data pembanding untuk dilanjutkannya rekapitulasi tingkat Kota
Gunungsitoli.

Namun, ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Gunungsitoli kepada
KPU Kota Gunungsitoli, yaitu terkait sinkronisasi data pemilih.

1587.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Untuk yang desa itu?
1588.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Untuk 1 kecamatan itu.
1589.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
1 kecamatan tadi, ya?
1590.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya. Karena ini berimbas untuk satu kota. Ya, satu kabupaten/kota.
Dan sinkronisasi data pemilih ini, ini karena memang ada
ketidakcocokkan jumlah pemilih, jumlah pengguna hak pilih dan yang
berakibatkan tidak cocok di DB. Dan sepengetahuan Bawaslu Kota
Gunungsitoli, sebagaimana dalam LHP-nya dan dalam DB2-KPU (...)
1591.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu sudah dilakukan ya, sinkronisasinya, ya?
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1592.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Belum. Kalau sepengetahuan Bawaslu belum. Makanya Kkita
menuangkan dalam DB-2.

1593.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oh, baik.
1594.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

DB-2 KPU bahwa catatan kita bahwa sinkronisasi data itu yang
belum dilakukan. Sedangkan, untuk perolehan suara itu sudah
dilaksanakan.

Demikian, Yang Mulia.

1595.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Tidak ada lagi, ya? Cukup itu saja Bu, ya?

Kalau tidak ada lagi, kita lanjutkan untuk yang Perkara Nomor 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019. 04-02/PHPU.DPD/XVII/2019 ini adalah DPD,
ya? DPD? Silakan, KPU, Termohon.

Ini yang diajukan oleh H. Faisal Amri, ya? Tadi Pihak Terkaitnya
ada? Pihak Terkaitnya?

1596.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ada, Yang Mulia.
1597.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ada?

1598.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ada.
1599.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Badikenita Sitepu, ya?
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1600.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Betul, Yang Mulia.
1601.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Ini, silakan dari Termohon dulu.
1602.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
1603.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Mana yang menyampaikan ini?
1604.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Saya, Yang Mulia.
1605.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oh.
1606.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Bismillahirrahmaanirrahim.
1607.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Beda lagi ini, beda Kuasa Hukum lagi ini?
1608.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Beda, Yang Mulia.
1609.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oh, beda. Monggo, silakan!
1610.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.
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1611.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Walaikumsalam.
1612.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Perkenalkan, saya Muhammad Alfy Pratama, mewakili Tim Kuasa
Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk
menyampaikan jawaban (...)
1613.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Langsung ke eksepsinya ... ada eksepsi enggak ini?
1614.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Eksepsi, ada, Yang Mulia.
1615.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, silakan! Eksepsinya!
1616.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Baik. Kami masuk langsung ke eksepsi. Untuk eksepsi, yang
pertama kali ingin kami sampaikan adalah ... tentang bahwa Pemohon
tidak menandatangani permohonannya, Yang Mulia.
1617.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Lanjut!
1618.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Terus kemudian, yang kedua, kami menyampaikan tentang
adanya dugaan penggelembungan yang terjadi di Kabupaten Nias
Selatan, terutama untuk Kecamatan Hibala, sebagaimana di dalam
halaman 15, Yang Mulia.

1619.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 15 dari jawaban, ya?
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1620.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Halaman 15. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil
Pemohon, sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam Bukti P-5
sampai dengan P-25 dalam permohonannya (...)

1621.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jadi bisa masuk? Ekesepsinya cuma tadi 1 itu saja?
1622.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Eksespsi hanya 1, Yang Mulia.
1623.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
1 saja dan langsung masuk pokok sekarang, ya?
1624.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Ya, benar, Yang Mulia.
1625.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, silakan!
1626.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Kami ulangi lagi, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Hibala.

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon,
sebagaimana dijelaskan pada angka 7 dalam Bukti P-25 sampai ...
mohon maaf, P-5 sampai dengan P-25 dalam permohonannya, yang
menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 570 suara. Karena
fakta yang sebenarnya adalah pada saat rekapitulasi perolehan suara di
tingkat Kabupaten Nias Selatan dilakukan pembukaan kotak suara
untuk panitia pemilihan Kecamatan Hibala. Dikarenakan tidak
ditemukannya Formulir DA1-DPD, dan DA1-DPD, yang akan dibacakan
oleh PPK, serta tidak adanya kunci kotak suara. Sehingga, kemudian
KPU Kabupaten Nias Selatan mengambil alih pembacaan perolehan
suara dengan membuka kotak suara untuk membacakan Formulir C-1
Plano DPD dan C-1 hologram DPD, sebagaimana dalam kronologis T-
008.

Dan pelaksanaan penghitungan pembukaan kotak suara telah
dituangkan ke dalam Berita Acara sebagaimana dalam Bukti T-007.

Kami lanjut, Yang Mulia?
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1627.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, lanjut!
1628.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Bahwa berdasarkan C1-DPD di beberapa ... mohon maaf bahwa
berdasarkan C1-DPD dan beberapa C-1 Plano di 17 Kelurahan Desa
Kecamatan Hibala, ditemukan fakta beserta bukti dengan uraian
sebagai berikut. Dari Nomor 1 Kelurahan Desa Baruyu Sibohou sampai
dengan Nomor 17 untuk Kelurahan Desa Lumbui Nias.

1629.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, totalnya berapa perbedaannya?
1630.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Totalnya 17 untuk 17 desa.
1631.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Di kelurahan itu?
1632.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.

Berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan C1-DPD beserta juga C-
1 Plano bahwa tidak terjadi penambahan suara apa pun, sehingga
perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 atas nama Dr.
Badikeneta BR Sitepu telah benar yaitu sebesar 606 suara. Sehingga,
dapat diberi kesimpulan bahwa dalil Pemohon hanya berdasarkan pada
asumsi yang tidak berdasar. Terus, untuk kecamatan berikutnya, Yang
Mulia, yaitu Kecamatan Huruna.

Dalam Kecamatan Huruna, Pemohon menjelaskan sebagaimana
angka 7 halaman 9 dalam Bukti P-26 sampai dengan P-28, yang
menyatakan telah terjadi penggelembungan sebesar 26 suara. Dengan
cara melakukan coretan-coretan.

Namun, lebih lanjut dalam wuraiannya, Pemohon tidak
menguraikan apa pun tentang beberapa hal yaitu yang pertama, di
formulir apa coretan tersebut berada? Yang kedua, seperti apa coretan
yang dimaksud? Yang ketiga, siapa yang melakukannya?
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1633.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Suaranya berapa itu?

1634.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Untuk di (...)

1635.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Di huru ... Huruna?

1636.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia. Untuk yang locusnya itu di C ... mohon maaf,
di TPS 02 Ehosakhozi dan TPS 02 Hilimanawa. Setelah kami lakukan
pemeriksaan, untuk di TPS 02 Ehosakhozi dan TPS 02 Hilimanawa tidak
ditemukan coretan apa pun, seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon.
Sebagaimana dalam Bukti T-006.

Sedangkan untuk TPS 002 Hilifalawu berdasarkan C-1 DPD
terdapat coretan, namun coretan bukanlah tentang kecurangaan seperti
dalil Pemohon. Karena coretan tersebut ... karena coretan tersebut
adalah coretan untuk membetulkan penulisan angka. Dan coretan
tersebut juga telah diparaf oleh para saksi.

1637.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu di C-1, ya?
1638.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1639.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, lanjut!
1640.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Sehingga, berdasarkan fakta dan bukti di 3 TPS tersebut,
perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23, telah sesuai
penghitungan suara yang dilakukan dengan adil dan jujur oleh
Termohon, yaitu sejumlah 56 suara. Kemudian, untuk kecamatan

selanjutnya masih di ... mohon maaf, untuk desa selanjutnya di
Kecamatan Hibala, yaitu ... mohon maaf, ini Onohazumba, Yang Mulia.
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1641.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ganti kecamatan berarti sekarang?
1642.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Sekarang ganti kecamatan untuk Kecamatan Onohazumba.
1643.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, Kecamatan Onohazumba sekarang!
1644.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Bahwa begitu juga Termohon membantah dalil Pemohon,
sebagaimana dijelaskan dalam permohonannya, yang menyatakan telah
terjadi perubahan dan penggelembungan suara di Kecamatan
Onohazumba. Karena berdasarkan fakta yang sebenarnya adalah untuk
TPS 01 Kelurahan Desa Sisobahili Huruna, berdasarkan C-1 DPD dan C-
1 Plano tidak terjadi perubahan dan penggelembungan suara apa pun.
Dan perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah sesuai,
yaitu sejumlah 39 suara. Sebagaimana dalam T-006.

Begitu juga untuk TPS 02 di Kelurahan Sisobahili Huruna.
Berdasarkan C-1 DPD dan C-1 Plano juga tidak terjadi perubahan dan
penggelembungan suara. Karena perolehan suara Calon Anggota
Nomor Urut 23 telah benar, yaitu 110 suara.

1645.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, jadi totalnya 149 suara, ya?
1646.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1647.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, masih ada lagi?
1648.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Dengan demikian berdasarkan fakta hukum, totalnya 149.
Terus kemudian, Yang Mulia, Kecamatan Teluk Dalam. Untuk

Kecamatan Teluk Dalam, Termohon juga tegas membantah dalil
Pemohon, sebagaimana pada Bukti P-31 sampai dengan P-34, yang

192



menyatakan telah terjadi pengelembungan untuk Nomor Urut 23, di
Desa Bawo Zaua karena berdasarkan C1-DPD dari TPS 01, 02, dan 03,
di Kelurahan Desa Bawo Zaua, sebagaimana dalam Bukti T-006, dan
juga berdasarkan pada DA-1 DPD, dalam Bukti T-005, perolehan suara
Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 telah benar, yaitu sejumlah 117
suara.

Sedangkan, untuk pengurangan suara Pemohon, sebesar 6 suara
di Kelurahan Desa Hiliganowo, sebagaimana didalilkan agar lebih jelas
akan Termohon buktikan dengan C-1 Plano di TPS 01, 02, dan 03,
Kelurahan Desa Hiliganowo, sebagaimana dalam Bukti T-029.

Bahwa dari ke 3 TPS tersebut, Pemohon hanya mendapatkan
suara di TPS 03, yaitu sejumlah 1 suara, sedangkan di TPS 01 dan 02,
perolehan suara Pemohon adalah 0.

1649.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Dibuktikan dengan C-1 Plano itu ada pembukaan?
1650.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Kita buka C-1 Plano, Yang Mulia.
1651.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
C-1 nya dibuka?
1652.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar.
1653.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
C-1 Plano dibuka, kapan itu dibukanya? Di tingkat?
1654.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Kita buka ... bukan, Yang Mulia, kita dari Kuasa Hukum yang
melakukan pemeriksaan, Yang Mulia.

1655.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oke, baik, lanjut!
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1656.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk selanjutnya, bahwa suara Pemohon di desa ... di
Kecamatan Teluk Dalam telah benar, yaitu 1 suara, sehingga tidak
terjadi pengurangan sebanyak 6 suara, Yang Mulia.

1657.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.
1658.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk selanjutnya, di Kecamatan Simuk bahwa Termohon
membantah dalil Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam angka 7
dalam Bukti P-37, sampai dengan P-38. Yang menyatakan telah terjadi
pengelembungan sebesar 4 suara, tanpa dapat menyebutkan secara
jelas di kelurahan atau desa apa pengelembungan tersebut terjadi.

Bahwa, Termohon berharap Pemohon dapat lebih teliti dalam
menyusun permohonannya karena perolehan suara Calon Anggota DPD
Nomor Urut 23, baik berdasarkan DA1-DPD, sebagaimana Bukti T-005,
dan DB1-DPD, sebagaimana Bukti T-004, telah benar yaitu 137 suara.

1659.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.
1660.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Bahwa dengan demikian, Termohon menganggap bahwa
Pemohon tidak teliti melihat angka yang tertera dalam DA1-DPD,
sehingga konstruksi dalil Pemohon menjadi kabur, atau Pemohon
melihat DA1-DPD versi Pemohon sendiri, bukan dari DA1-DPD yang
dikeluarkan oleh Termohon.

1661.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, lanjut ke kecamatan lanjutan? Bahwa Bodeh Mani Molo,
ya?

1662.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia, ya, benar.
Untuk selanjutnya Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo. Bahwa

begitu juga Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan
telah terjadi pengelembungan sebesar 197 suara, walaupun dalil ini
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sangat kabur dan tidak menguraikan locus dengan jelas, Termohon
tetap akan menjelaskan fakta hukum karena berdasarkan C-1 Plano T-
030, di seluruh desa yang ada di Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo,
perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 adalah benar
sejumlah 1.160 suara, begitu juga dengan DA-1 DPD diseluruh
Kecamatan Luaha Gunde Maniamolo, perolehan suara Calon Anggota
DPD Nomor Urut 23 telah sesuai yaitu sejumlah 1.160 suara.
Kemudian, lanjut, Yang Mulia, untuk Kecamatan Lolomatua.

1663.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.
1664.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Karena pada persidangan sebelumnya, sudah dinyatakan dicabut
oleh Pemohon, mungkin kami tetap menguraikan dalam jawaban, tapi
mungkin dianggap dibacakan, Yang Mulia.
1665.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Dianggap dibacakan saja? Ya.
1666.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1667.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian, masih ada lagi, yang lain?
1668.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Terakhir, Yang Mulia, untuk halaman 23, di sini kami ingin
menyampaikan terdapat beberapa hal fundamen yang harus
diperhatikan dalam hal bukti, vyaitu tentang menemukan,
mengumpulkan, memperoleh, dan menyampaikan bukti di pengadilan.
Berdasarkan C1-DPD, Saksi dari Pemohon tidak pernah hadir, sehingga
kami mempertanyakan Bukti Formulir C-1 yang dibawa ataupun yang di
... yang dijadikan dasar oleh Pemohon.

1669.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, saksi Pemohon itu tidak pernah hadir (...)
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1670.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Tidak pernah hadir, Yang Mulia.
1671.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sama sekali pada saat penghitungan suara ya?
1672.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia. Maka (...)
1673.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini ada buktinya semua?
1674.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Di dalam C-1 tidak ada tanda tangan dari saksi Pemohon, Yang
Mulia, sehingga kami mempertanyakan untuk Formulir C-1 yang
diperoleh oleh Pemohon, dari mana? Begitu, Yang Mulia.

1675.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.
1676.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Terus kemudian, satu lagi, Yang Mulia tentang tanggapan bahwa
penghitungan rekapitulasi dilakukan dengan tidak cermat, teliti, jujur,
dan adil. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa
Termohon tidak melakukan, antisipasi terhadap kecurangan pemilu,
khususnya pemilu anggota DPD karena tidak memuat data elektronik
secara online.

1677.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Saya kira langsung ke yang lain saja!
1678.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
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1679.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang di dapil lain saja, ya ... bukan Kota Medan, saya kira, ya,
langsung Kota Medan.

1680.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk Kota Medan, Yang Mulia, sesuai dengan (...)
1681.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ada juga perubahan, penambahan, dan pengurangan di sini?
1682.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Sesuai dengan persidangan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon
telah mencabut untuk Kota Medan, Yang Mulia.

1683.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, Kota Medan cabut.
1684.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Itu telah dicabut dengan Pemohon.
1685.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jangan dibacakan.
1686.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Tidak kami bacakan.
1687.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Deli Serdang?
1688.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Deli Serdang juga demikian, ini kami hanya memberikan
informasi, Yang Mulia. Dan bukti bahwa penyelenggaran di

penyelenggaran pemilu di Provinsi Sumatera Utara berjalan dengan adil
dan jujur, Yang Mulia.
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1689.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Adalagi tambahan lain?
1690.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Yang terakhir, Yang Mulia. Berkaitan dengan putusan Bawaslu di
halaman 28.

1691.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Halaman 28, ya?
1692.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.

Bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya kecurangan berupa
manipulasi hasil perhitungan suara yang mengakibatkan pengurangan
perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah, terhadap
calon anggota DPD lain, yaitu Calon Anggota DPD Nomor Urut 23
bukanlah merupakan hal yang baru.

Karena sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon ke Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam Perkara Nomor
33/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019. Laporan tersebut telah diperiksa dan
diputus oleh Bawaslu dan dibacakan secara terbuka untuk umum pada
hari Jumat tanggal 21 bulan Juni tahun 2019.

Bahwa terkait permohonan sudah diputus dalam amar
putusannya, pada pokoknya menyatakan bahwa terlapor 1, yaitu KPU
Kabupaten Nias Selatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan pelanggaran administrasi pemilu dalam pelaksanaan
rekapitulasi perhitungan perolehan suara pada pemilu calon anggota
DPD.

1693.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita ke eksepsi saja ... eh, ke Petitum saja, ya?
1694.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Untuk yang selanjutnya, Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian termohon tersebut di atas, Termohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan-
putusan sebagai berikut.
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Dalam eksepsi. Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon dan
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok
perkara. Menyatakan benar keputusan pemilihan umum (...)

1695.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung ke angka saja ini!

1696.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Untuk angka, menyatakan benar untuk
perolehan suara ... perolehan suara (...)

1697.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Dari Pemohon (...)

1698.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Pemohon adalah benar sejumlah 4 rat ... 4 ribu (...)

1699.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
496.000 ini, ya?

1700.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
496.618 suara (...)

1701.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini Pemohon ini, masuk urutan ke berapa, ini?

1702.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Pemohon urutan ke-5, Yang Mulia.

1703.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Urutan ke-5, ya?

1704.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Benar. Dan untuk Pihak Terkait Calon Anggota DPD Nomor Urut
27, ya ... ya ... yaitu sejumlah 496.760 suara.
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1705.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini urutan ke-4 nya?

1706.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Urutan ke-4, Yang Mulia.

1707.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Urutan ke-4. Berarti ini semua yang didalilkan adalah tidak ada
yang benar, ya? Menurut Termohon, ya.

1708.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Satu pun tidak ada yang benar, Yang Mulia. Satu pun tidak ada.
1709.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi, kalau (...)
1710.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, hormat kami Kuasa
Hukum KPU.

1711.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, terima kasih kembali. Saya lanjutkan ke Pihak Terkait!

1712.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
1713.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, silakan, Pihak Terkait!

1714.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, baik. Terima kasih.
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1715.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini sama dengan yang disampaikan oleh Termohon?

1716.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Sebagian besar sama, tapi kami ingin menyampaikan beberapa
hal yang berbeda, Yang Mulia.

1717.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Yang berbeda saja yang disampaikan?

1718.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
1719.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Apa yang beda?

1720.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Dari awal dari eksepsi, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena permohonan cacat
formil disebabkan Pemohon telah melepaskan haknya untuk
mengajukan permohonan dengan tidak menandatangani permohonan
secara logis. Selanjutnya, kami sampaikan karena yang diajukan adalah
draf permohonan. Kami (...)

1721.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan sudah disampaikan Pihak Termohon tadi. Ya sudah tidak
tanda tangan permohonan tadi sudah ada. Yang berbeda saja yang
disampaikan oleh Pihak Terkait.

1722.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia. Berkenaan dengan perbaikan permohonan yang
disampaikan, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada
tanggal 31 Juni, pukul 10.48 WIB ... mohon maaf, 31 Mei, pukul 10.48
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WIB. Sementara, berdasarkan bukti APBL, seharusnya Pemohon
menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 31 Mei paling
lambat pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, menurut kami permohonan perbaikan dari
Pemohon lewat waktu.

1723.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, lanjut yang lain!

1724.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Selanjutnya, ada yang terlewat tadi, Yang Mulia. Menurut kami,
Surat Kuasa yang disampaikan oleh Pemohon cacat formil karena
ditandatangani oleh Pemohon yang tidak pernah menandatangani
permohonan dalam tenggang waktu pertama. Detailnya kami anggap
dibacakan.

1725.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1726.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kemudian, berkenaan dengan permohonan perbaikan Pemohon
tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b PMK Tahun 2018 karena tidak
memuat penjelasan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan
Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar, sehingga sesuai
dengan Pasal 57 PMK Nomor 3 Tahun 2018 berimplikasi permohonan
tidak dapat (...)

1727.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Begini Pihak Terkait. Apa yang disampaikan Termohon tadi,
mengenai jawaban terhadap dalil dari Pemohon itu semua sama

dengan yang kemudian Pihak Terkait akan sampaikan juga.

1728.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Untuk pokok perkaranya sama, Yang Mulia.
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1729.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sama semua, ya?

1730.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kami mendapatkan sebagian besar bukti yang kami dapatkan
adalah C-1. Apa yang berbeda nanti akan kami jelaskan pada poin-
poinnya, Yang Mulia.

Kemudian, masih dalam eksepsi sedikit, Yang Mulia. Permohonan
tidak mencantumkan seluruh data TPS di kecamatan vyang
diperkarakan, sehingga bertentangan dengan PMK Nomor 6 Tahun
2018.

Kami masuk kepada pokok perkara, Yang Mulia. Persandingan
perolehan suara Pemohon dan Termohon, kami anggap dibacakan.

1731.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1732.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Juga demikian, perolehan suara total seluruh perseorangan Calon
DPD Sumatera Utara kami juga anggap bacakan. Untuk Kecamatan
Hibala sebagaimana tadi disampaikan Termohon, ada penghitungan
suara ulang atau pengambilalihan proses penghitungan suara oleh KPU
Kabupaten Nias Selatan, yang dibuktikan salah satunya adalah dengan
Berita Acara Nomor 106 yang ditandatangani oleh seluruh ketua ...
seluruh anggota KPU, Komisioner. Kemudian juga ditandatangani oleh
Bawaslu Nias Selatan, yang diwakili oleh Pilipus F. Sarumaha, selaku
Ketua Bawaslu dan ditandatangani oleh Harapan Bawaulu selaku
Anggota Bawaslu Nias Selatan.

Pada waktu itu, juga ditandatangai oleh saksi DPD dan saksi
partai politik, antara lain, saksi Gerindra, PDIP, Hanura, PAN, Demokrat,
PBB, PKPI, dan PSI.

Berita Acara yang berikutnya adalah Berita Acara Nomor 111 yang
ditandatangani tanggal 8 bulan Mei, juga ditandatangani oleh
komisioner, saksi ketua ... saksi partai, kemudian saksi DPD, dan juga
Ketua Bawaslu Nias, dan ketua Bawas ... anggota Bawaslu. Di sana
diketemukan suara Pihak Terkait adalah benar 606 suara, Yang Mulia.
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1733.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, kan sama saja itu tadi.

1734.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, Yang Mulia.
1735.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Langsung saja, berarti sama, enggak suaranya yang disampaikan
oleh Termohon tadi bahwa untuk Badikenita ini adalah 4.009 ...
496.760, benar?

1736.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Sama, Yang Mulia. Tapi, ada detail pembuktian yang kami (...)
1737.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Oke, kan nanti kan kita yang bisa bacakan itu semua, ya.

1738.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia.
1739.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian, yang Faisal Amri adalah 496.618?

1740.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Bukan, Yang Mulia, kalau menurut kami.
1741.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang beda saja, yang untuk yang berbeda untuk yang Faisal Amri
saja.
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1742.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, ya. Yang Mulia, mohon izin sedikit, Yang Mulia? Terkait
dengan 1 TPS, Yang Mulia. Tadi disampaikan di TPS ada coretan TPS 2
Hilifalawu itu berkenaan dengan kesalahan penulisan angka 1, yang
seharusnya di (...)

1743.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu kan sudah tadi, itu bukan kecurangan, ya.

1744.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, seharusnya di kolom puluhan, ditulis di kolom satuan.
1745.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah. Sekarang apa yang membedakan, kalau Anda mengatakan
ini suaranya Faisal Amri itu berbeda. Bedanya di halaman berapa?

1746.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, di halaman 55, Yang Mulia.
1747.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Keterangan Anda saja? Itu saja?

1748.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Justru menurut kami. Menurut Pihak Terkait, terhadap suara
perseorangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 27-lah yang terjadi
penggelembungan atau terjadi penambahan suara tidak sah. Ini di ...
terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan dan di Kecamatan Sunggal. Kami
menyampaikan kronologis, Yang Mulia, dari halaman 55 sampai dengan

(...)
1749.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu dianggap dibacakan. Kalau gitu (...)
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1750.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kami anggap dibacakan. Jadi (...)
1751.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Berapa suara dari Faisal Amri, setelah melihat kronologisnya itu?

1752.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, di 2 kecamatan tadi ada penambahan saura Faisal Amri
sebesar 260 suara. Sementara ... itu di Desa Sei Rotan. Sementara, di
saat yang bersamaan, ada suara perseorangan Calon DPD Nomor Urut
26 yang berkurang sebesar 180 suara. Pada waktu kejadian, kedua
saksi dari calon tersebut hadir, Yang Mulia, tapi kami mendapat ... tidak
mendapatkan informasi bahwa keduanya menyampaikan keberatan
terhadap persoalan tersebut.

Kemudian, di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan terjadi
penambahan suara sebesar 384 suara terhadap suara perseorangan
Calon DPD Nomor Urut 27. Sementara, di saat yang bersamaan, di TPS
yang sama, di desa yang sama, itu terjadi pengurangan suara sebesar
227 suara untuk Nomor Urut 26.

Kami kemudian melakukan cross-check secara random di
beberapa desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang (...)

1753.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Coba begini, Mas. Diringkas saja, Mas, ya! Diringkas saja
walaupun ada (...)

1754.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia.
1755.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Prinsipal, ya?
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1756.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ini Prinsipal kami, Yang Mulia.
1757.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Nah, walaupun ada prinsip di sebelahnya. Diringkas saja, ya!

1758.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1759.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diringkas saja! Artinya, Anda mengatakan Pak Amri itu ada
dugaan menambahkan, begitu?

1760.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Betul, Yang Mulia.
1761.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, ada ... kemudian dugaan ada yang dikurangi dari
Urutan Nomor 26 tadi, ya?

1762.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Jadi (...)
1763.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Angkanya berapa? Angkanya saja di situ.

1764.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, tadi saya sam ... kami sampaikan, Yang Mulia, kalau angka ...

angkanya 384 untuk Nomor Urut 27 di Desa Tembung, sementara
untuk Nomor Urut 26 (...)
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1765.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu yang kemudian ditambahkan tadi, ya?

1766.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Jadi, sebagai informasi, Yang Mulia, Nomor Urut 26 ini
mendapati peringkat ke-2 dan suaranya cukup tinggi, sekitar 700.000,
Yang Mulia.
1767.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau dari ... apa namanya ... Termohon, 790.3467?

1768.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Sebetulnya, kami tidak mempermasalahkan adanya
pergeseran suara di Nomor 26, tapi nampaknya yang terjadi adalah
pergeseran suara dari dugaan kami, Yang Mulia, pergeseran suara dari
Nomor 26 ke Nomor 27. Gitu, Yang Mulia.

1769.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang ... sekarang pertanyaan saya adalah yang Nomor 26 itu
792 ... 10 ... 790.346, ya? Kemudian, Faisal Amri Nomor 27 itu 496.618
itu dari Termohon.

1770.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1771.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sudah benar kan itu?

1772.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, itu dari Termohon.
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1773.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Enggak, itu Anda membenarkan ndak yang dari Termohon?

1774.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, Yang Mulia.
1775.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian, dari Badikenita 496.760, benar, Bu? Saya tanya Ibunya
langsung. Benar, Bu?

1776.PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: BADIKENITA (DPD)

Benar.
1777.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, sudah. Sudah kan, ini? Kronologisnya nanti kita bacakan
sendiri ini. Karena kami sudah membaca juga.

1778.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik.
1779.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Keterangan dari Pihak Terkait, ya?

1780.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia, baik, baik.
1781.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu.
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1782.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia.
1783.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ada lagi tambahan?

1784.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, Yang Mulia. Ini ada kami kan menyampaikan permohonan
pada tanggal 5 Juli 2019, kemudian perbaikan permohonan pada
tanggal 12 dan terakhir perbaikan permohonan tanggal 15, pukul 07.50
WIB. Ini ada beberapa desa, Yang Mulia, di halaman 63 ini.

1785.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ... sudah saya baca ini yang 75 ... tanggal 15 Juli 2019,
pukul 07.50 WIB yang sudah saya baca.

1786.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1787.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Itu yang saya baca tadi.

1788.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, maksud saya ada di tabel itu ada desa yang terhapus, Yang
Mulia. Secara eksplisit kami menyampaikan untuk nama-nama desa ini
mengacu kepada perbaikan kami tanda ... tanggal 12, Yang Mulia.

1789.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, halaman berapa itu?
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1790.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Halaman 63, halaman 64.
1791.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya?

1792.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Halaman 69.
1793.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Jadi, nama desanya diisi dari?

1794.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Kalau diperkenankan, kami sampaikan namanya kami akan
sampaikan sekarang.

1795.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, sudah. Kami ambil saja langsung sendiri, ya?

1796.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia.
1797.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nama desa. Dari halaman berapa dari permoh ... dari keterangan
tanggal 5 Juli?

1798.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

63, 64, yang ... yang perbaikan, Yang Mulia. Perbaikan ke (...)
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1799.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, ini kan nama desanya tidak ada di sini.

1800.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1801.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Adanya di tanggal 5 Juli 2019. Yang 5 Juli 2019 itu halaman
berapa?

1802.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Yang 5 Juli 2019 halaman ... mohon izin?
1803.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, Kuasa Hukum enggak usah repot-repot, kami yang nulis
nanti di sini.

1804.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, baik, sebentar, Yang Mulia.
1805.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Halaman berapa? Halaman 65, ya?

1806.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, Yang Mulia. Halaman ... tabel nomor 9 di halaman 62, Yang
Mulia.

1807.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya tulis (...)
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1808.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Perbaikan.
1809.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tabel?

1810.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1811.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tabel berapa tadi?

1812.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Tabel nomor 9.
1813.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tabel nomor 9, halaman 65, ya?

1814.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

62, untuk yang perbaikan kedua di halaman 63.
1815.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
65?

1816.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Sementara, tabel nomor 10, Tembung ... Desa Tembung, Yang
Mulia.

1817.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu untuk tabel nomor 9, kan?
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1818.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Oh, kalau tabel ... tabel nomor 9, nama Desanya Sei Rotan, Yang
Mulia.

1819.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sei Rotan.

1820.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1821.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Kemudian?

1822.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Tabel nomor 10, nama Desanya Tembung.
1823.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Nomor 10 Tembung?

1824.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya.
1825.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya, itu saja, ya?

1826.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ada lagi, Yang Mulia.
1827.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa lagi?
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1828.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Halaman 69 yang baru.
1829.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini sudah ada nama desanya di sini.

1830.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Di halaman 69 ada ... ada 4 desa, Yang Mulia. Tanjung Gusta,
Purwodadi, Sei Semayang, dan terakhir Paya Geli, Yang Mulia. Itu 4

(...)
1831.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Di tabel 12, ya?

1832.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Tabel 12, Yang Mulia.
1833.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Tabel 12. Yang mau diisi di ... di halaman berapa ini? Di angka
berapa ini?

1834.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Di angka (...)
1835.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini kan keca ... desa pada Kecamatan Sunggal, ya?

1836.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, Yang Mulia.
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1837.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Desanya ditaruh di mana ini letaknya?

1838.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, 1, Sumber Melati Diski.
1839.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1840.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

2, 3, Tanjung Gusta.
1841.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Tanjung Gusta.

1842.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

4, 5, Purwodadi.
1843.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Purwodadi.

1844.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

6, 7, Sei Semayang.
1845.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1846.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

8, Puji Mulyo.

04-

04-

04-

04-
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1847.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1848.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

9, 10, Paya Geli.
1849.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Paya Geli. Ya, baik. Itu saja?

1850.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Itu saja, Yang Mulia.
1851.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Kalau begitu, ini karena tidak ada lagi pihak yang lain.
Bawaslu ada masukan tadi dari Bawaslu?

1852.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Mohon izin?
1853.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Apa lagi?

1854.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Sedikit saja, Yang Mulia. Kami tidak ingin membacakan terkait
dengan keterangan Bawaslu yang disampaikan pada tanggal 5 Juli
2019, kalau saya tidak salah. Kami memberikan beberapa catatan, tapi
kami tidak bacakan, mohon nanti Yang Mulia pertimbangkan.
1855.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Keterangan Bawaslu yang mana nih?
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1856.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ada ... ada (...)
1857.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Saya mau dengarkan Bawaslu sekarang ini.

1858.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya, ya.
1859.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1860.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Tapi kami memberikan catatan tersendiri dalam (...)
1861.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya sudah, nanti pertimbangan, kami yang pertimbangkan.

1862.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik.
1863.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1864.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Terima kasih.
1865.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sekarang kita ke (...)

04-

04-

04-

04-
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1866.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Mohon izin membacakan Petitum, Yang Mulia, jika
diperkenankan?

1867.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Petitumnya belum tadi?

1868.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Belum, Yang Mulia.
1869.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Langsung ke Petitumnya saja.

1870.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik. Dalam eksepsi. Menyatakan Permohonan Pemohon Faisal
Amri, S.H., sebagai Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara Nomor
Urut 27, tidak dapat diterima. Sebelumnya, menerima eksepsi Pihak
Terkait untuk seluruhnya.

Dalam pokok keterangan Pihak Terkait, menyatakan satu,
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1871.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Langsung ke angkanya saja!

1872.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 987 yang menetapkan suara Pihak Terkait sebesar 496.760
suara.

1873.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.
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1874.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kemudian, menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 987,
sepanjang perolehan suara Pemohon sehingga suara Pemohon menjadi
423.493 suara atau sebesar 470.788 suara.

1875.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1876.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kemudian, memerintahkan Termohon agar mengurangi perole

(...)

1877.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1878.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Memerintahkan Termohon agar mengurangi perolehan suara
Pemohon, setidak-tidaknya di Kecamatan Sunggal sebesar 125, dan
Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar 105 suara. Memerintahkan kepada
Termohon untuk melaksanakan keputusan ini. Atau apabila Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-
adilnya.

1879.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.

1880.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.
1881.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.
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1882.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Terima kasih, Yang Mulia.
1883.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sama-sama. Sekarang ke Bawaslu. Silakan, Bu.
1884.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Izin, Yang Mulia.
Untuk Permohonan 04-02/PHPU.DPD/XVII/2019 ini bahwa
Bawaslu Nias Selatan (...)
1885.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Catatannya ya, Bu, ya? Langsung itu (...)
1886.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, ya. Bawaslu Nias Selatan itu tidak menerima laporan dari tiap
tingkatan dalam proses rekapitulasi, maupun pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara, begitu juga di Bawaslu provinsi.
Sedangkan, terhadap perbedaan data, kami hanya menemukan di
1 kecamatan, yaitu Kecamatan Simuk. Itu terkait dengan berbedanya
data DA-1 dan DB-1, dan itu angkanya sebagaimana dalam keterangan
tertulis kami.
Hanya itu, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan.
1887.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Baik.
1888.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Terima kasih.

1889.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Sama-sama, Bu. Baik, kita sudah selesai yang DPD ini. Saya
kembalikan, Prof?
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1890.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, Prof.
Sekarang, Perkara Nomor 09-02/PHPU.DPD/XVII/2019?

1891.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Mohon izin bicara, Yang Mulia?
1892.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mana ini? Untuk apa?

1893.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Terima kasih, Yang Mulia.

Setelah mendengar keterangan dari Bawaslu, kemudian dari
Termohon, yang kami terima, Yang Mulia, terdapat beberapa
perbedaan, sehingga terdapat ketidakjelasan. Maka, untuk memperoleh
kejelasan, mohon kepada Yang Mulia untuk memerintahkan kepada
Bawaslu menghadirkan C-1 Hibala dan kecamatan lain, apalagi dalam
jawaban Termohon, Termohon tidak menghadirkan C-1, Yang Mulia.

1894.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Mohon izin, Yang Mulia?
1895.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau enggak menghadirkan C-1, malah keuntungan Saudara,
kan? Kenapa kok repot?

1896.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Supaya lebih jelas, Yang Mulia.
1897.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak. Nanti kita nilai. Terserah.
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1898.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Baik, Yang Mulia.
1899.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Wong dia enggak menjawab saja, enggak apa-apa kok.

1900.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Benar, Yang Mulia.
1901.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kan?

1902.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04-02/PHPU-
DPD/XVII/2019: AVRIZAL HAMDHY KUSUMA

Terima kasih, Yang Mulia.
1903.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dia itu enggak jawab, enggak apa-apa. Ya kan? Boleh-boleh saja.
Jadi ... oh, kalau dia enggak jawab, Pihak Terkait enggak ada, berarti
Anda yang benar, kan gitu kan? Lah, ya sudah, kok jadi repot?
1904.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, sedikit, Yang Mulia? Mohon izin untuk koreksi terkait dengan
formulir (...)

1905.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, begini ini, ya? Untuk Pemohon, haknya Pemohon pada waktu
mengajukan permohonan sudah kita dengar semuanya. Sekarang ini
waktunya untuk Termohon dan Pihak Terkait gitu, ya.

1906.KUASA HUKUM:

Izin, Yang Mulia?

223



1907.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus nanti, pada tanggal 22, nanti diumumkan Pak Ketua.
Tanggal 22, kita menentukan. Berdasarkan apa yang berkembang di
persidangan, baik pada waktu permohonan disampaikan, Pihak
Termohon menjawab Pihak Terkait dengan seluruh alat buktinya itu
akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Apakah perkara ini akan
diteruskan dengan pemeriksaan saksi atau cukup dihentikan sampai di
sini saja? Itu.

Jadi, sudah selesai itu.

1908.KUASA HUKUM:
Izin, Yang Mulia?
1909.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PHPU itu sifatnya adalah speedy trial ... speedy trial ini perkara
konstitusional, PHPU, berbeda dengan perkara di pengadilan biasa,
misalnya perkara pidana.

Perkara pidana ... nanti dipelajari hukumnya, dalam perkara
pidana, di situ juga ada namanya saksi dan ahli, ada keterangan
tertulis, tapi dalam perkara pidana yang diletakkan paling atas, itu
namanya saksi, yang melihat, yang mendengar.

Tapi dalam perkara PHPU ... coba dibaca undang-undangnya
sampai kepada PMK, yang diletakkan ... bukti yang diletakkan paling
atas adalah ... apa ... surat atau tulisan. Keberadaan saksi itu di bawah.
Artinya, saksi ini nanti tidak perlu banyak-banyak, tapi saksi dipilih yang
mendukung keterangan ... apa itu surat atau tulisan, sehingga sekarang
ruang kerja kita itu isinya virus semua karena kertas-kertas yang kotor
dari daerah-daerah itu dibawa ke sini semua sebagai bukti.

Jadi, itu ada perbedaan-perbedaannya, harus kita ketahui
bersama. Jadi, di perkara PHPU termasuk kayak pilkada, bukti formalah
yang paling menentukan. Makanya kemudian, ada eksepsi, ada anu ...
kalau let ... lewat tenggang waktu, ya kita enggak tahu, sudah lewat
tenggang waktu, gitu.

1910.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Izin, Yang Mulia?
1911.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya?
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1912.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Mohon maaf, izin, Yang Mulia?
1913.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mana ... mana? Yang mana ini?

1914.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Saya.
1915.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa itu?

1916.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Saya baru dari bawah untuk nge-print screen shoot, Yang Mulia,
masalah 205 ... yang 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Berkarya
tadi.

1917.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

1918.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Saya takutnya nanti dismiss untuk perkara saya, di Berkarya. Ini
kan, di mana undang-undang tersebut sudah menyatakan 3x24 jam
sejak per ... permohonan (...)

1919.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti dinilai oleh Mahkamah.

1920.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Sedangkan, di APBL sendiri ini di APBL memang pukul 10.00,
Yang Mulia.
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1921.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1922.KUASA' HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Tapi kami menerima e-mail dari Mahkamah administrasi
administrasi Mahkamah, pukul 16.58 WIB. Ini ada screen shoot e-
mailnya.

1923.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kita pertimbangkan itu semua.

1924.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, mohon izin, Yang Mulia? Mungkin mengingatkan saja.
1925.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi begini Iho, nanti ada pertimbangan yang kita anukan semua,
ya.

1926.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Terima kasih, Yang Mulia.
1927.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu begitu, jadi kita harus tahu persis.

Berbeda nanti kalau yang dihadirkan ini speedy trial kita waktunya
hanya 30 hari. Kalau harus menghadirkan saksi yang melihat,
mendengar, banyak sekali. Ya, satu Pemohonnya pada mati, Hakimnya
ya juga mati semua, begitu.

Jadi, ini namanya adalah pembuktian yang sifatnya formil di ...
jadi, coba nanti dibaca. Urut-urutan yang namanya bukti, itu berbeda
antara perkara pidana dengan perkara di sini. Itu jelas beda sekali.
Makanya, di sini selalu saya katakan, apakah ada bukti tambahan? Itu
karena itu yang utama, yang akan kita pertimbangkan. Gitu, nanti pada
waktu dilanjutkan, Anda masih dapat menambahkan bukti tertulis itu.

Dan nanti, saksinya pasti dibatasi menurut PMK nanti dibatasi.
Tidak bisa seenaknya mengajukan anu, ya. Kalau dalam perkara pidana
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kan tidak dibatasi waktunya, masih bisa lama. Jadi, ini adalah batasan-
batasan dalam PHPU.

Dan batasan itu ditentukan dalam undang-undang. Kenapa
ditentukan 30 hari? Karena kalau ini mundur-mundur terus, kalender
ketatanegaraan enggak jalan. Ini harus selesai dalam 30 hari, setelah
30 hari, KPU menentukan. Oh, ini yang terpilih untuk bisa menjadi
anggota badan legislatif.

Badan legislatif terbentuk, Presiden nanti bersumpah di hadapan
MPR. Itu sekuennya, itu terbatas. Sehingga semuanya dibatasi, dan itu
tidak hanya terjadi di Indonesia, itu terjadi juga di mana saja. Dalam
proses demokrasi negara hukum yang demokrasi itu yang demikian itu.

Jadi, Saudara harus tahu persis. Ya, memang kadang-kadang
terjadi. Ya, ada yang sifatnya substansial, tapi kalau itu misalnya sudah
melebihi tenggang waktu atau yang mengajukan salah, atau tidak ada
rekomendasi, ya sudah, secara formil itu memang tidak bisa dipenuhi.
Gitu, ya? Baik.

Sekarang kita lanjutkan dengan Perkara Nomor 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019. Ini masih DPD, ya? Silakan Termohon!

1928.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin kembali, kami untuk
membacakan (...)

1929.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1930.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Jawaban dari Termohon.

1931.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

1932.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk Perkara Nomor 09-02/PHPU.DPD/XVII/2019. Untuk yang
pertama, dalam eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ketika mempelajari permohonan Pemohon bahwa (...)
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1933.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, sebentar! Saya mumpung ingat nanti untuk menjadi
catatan yang tadi yang di sana. Itu dari Partai Berkarya? Untuk kita
cermati nanti. Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

1934.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Ya, Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.
1935.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Nomor 205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

1936.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 205-07-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANANDYA DIPO PRATAMA

Karena APBL-nya kami terima lewat e-mail administrasi (...)
1937.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Itu nanti perkara itu.

Ini berkaitan dengan perbaikan permohonan? Ya, kan? Ya? Ya,
baik.

Silakan dilanjutkan!

1938.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini, yang
ingin kami sampaikan yaitu bahwa seluruh yang dijelaskan dalam pokok
permohonan Pemohon pada intinya tidak ditemukan dan tidak memuat
sama sekali penjelasan tentang perselisihan hasil pemilihan umum.
Melainkan hanya menguraikan tentang suatu peristiwa yang kabur.
Sehingga, Mahkamah Konstitusi tidak berwewenang untuk memeriksa
perkara yang dimohonkan.

Terus kemudian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat
ketentuan permohonan. Adapun yang menjadi dasar berdasarkan Pasal
8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2018, yang
menyatakan “Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
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1939.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, itu selanjutnya dianggap dibacakan.
1940.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Baik, Yang Mulia. Untuk selanjutnya (...)
1941.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pokok permohonan?
1942.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Kami masuk ke dalam pokok permohonan.
1943.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1944.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan
oleh Pemohon di dalam permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya
oleh Termohon.
1945.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1946.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan adalah asumsi
bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk melakukan
penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara,
mustahil untuk dilakukan.
1947.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

1948.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Pemilu, Pasal 30
Pasal 374 ayat (2), yang pada pokoknya mengatur bahwa
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penghitungan suara ulang di TPS dapat diulang, apabila terjadi hal
sebagai berikut, a, b, ¢, d, sampai dengan poin h, kami anggap
dibacakan.
1949.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1950.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Selain itu, sesuai dengan Pasal 375 ayat (2), yang berbunyi
“Penghitungan ulang suara ... penghitungan ulang surat suara di TPS,
harus dilakukan dan selesai pada hari yang sama, dengan hari
pemungutan suara.” Maka, mustahil untuk melaksanakan dalil
permohonan a quo.
1951.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1952.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Selanjutnya.
1953.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tapi ini itu, anu, Saudara tahu juga ada putusan MK?
1954.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Ya, Yang Mulia?
1955.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada putusan MK Anda ... Saudara tahu juga kan?
1956.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Ya, benar, Yang Mulia.

1957.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi pada hari yang sama, yang dimaksud dengan hari yang sama
sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, kan?
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1958.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1959.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau itu melebihi dari pukul 00.00 WIB, tapi masih berlanjut tidak
terputus kan, masih tetap berlanjut.

1960.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1961.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kan?
1962.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1963.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau hari yang sama, pada waktu undang-undang dibuat, itu
bukan berakhir pada pukul 24.00 WIB, tapi ternyata karena banyak ...
karena anu, apa namanya, kotaknya banyak, ada yang menguji di MK,
mengatakan itu tidak mungkin.
1964.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.
1965.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Kalau pukul ... pukul 24.00 WIB, ternyata di daerah-daerah kan
ada yang sampai pukul 07.00 WIB, pukul 08.00 WIB, baru selesai, itu
sudah ditafsirkan oleh MK, ya. Ya, silakan dilanjutkan!

1966.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Baik, selanjutnya, tentang dalil ketidaksesuaian perolehan suara
dan pengelembungan suara.
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1967.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1968.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Bahwa untuk dapat dikatakan untuk suatu peristiwa adalah
sebuah perselisihan suara, apabila peristiwa tersebut memenuhi unsur
dalam pasal a quo, kata perselisihan yang dimaksud adalah tentang
selisih suara, bukan tentang dugaan dan kecurangan pemilu.

1969.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1970.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Selanjutnya, tentang rekapitulasi perolehan suara. Bahwa dalam
poin 4 pokok permohonan Pemohon mendalilkan bahwa terhadap hasil
pemilihan umum tingkat DPD, di Daerah Pemilihan Sumatera Utara,
terjadi penggelembungan jumlah di Kabupaten Langkat, Labuhanbatu
Selatan, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Medan, Nias, Nias Selatan dan
juga Karo.

Bahwa Pemohon, mendalilkan pokok permohonan tersebut pada
angka 8, kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Utara bahwa untuk
membantah pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyandingkan
data untuk ... kami akan bacakan hanya 8 kabupaten/kota, Yang Mulia.

1971.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1972.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Demi mempertegas hal tersebut, adapun rekapitulasi perolehan
suara Pemohon adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk
Kabupaten Langkat. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat
Kabupaten Langkat, berdasarkan DB-1 adalah sebesar 38.671 suara,
dan berdasarkan DB-2 tidak temukan keberatan dari saksi, atau catatan
kejadian khusus, terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara.

Kemudian, berdasarkan DA1-DPD, juga sama dengan DA ... DB-1,
di Kabupaten Langkat bahwa perolehan suara Pemohon, yaitu 38.671
suara.
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1973.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1974.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Ter ... berdasarkan DA-2 juga tidak terdapat keberatan, Yang
Mulia.

1975.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1976.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Selanjutnya, kami menguraikan tentang Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, untuk Labuhanbatu Selatan berdasarkan DB1-DPD perolehan
suara Pemohon adalah sebesar 11.948, dan di dalam DB-2 juga tidak
ditemukan keberatan, dari saksi Pemohon.

Selanjutnya, juga berdasarkan DA-1, perolehan suara Pemohon
adalah sebesar 11.948, sehingga perolehan suara DB-1 dan DA-1
adalah sama.

Untuk kabupaten selanjutnya, vyaitu Kabupaten Labuhanbatu,
berdasarkan Formulir DB-1, perolehan suara Pemohon adalah sebesar
17.512 suara dan berdasarkan DA-1 juga 17.512 suara, dan tidak
ditemukan keberatan di Formulir DA-2, Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk selanjutnya, Kabupaten Mandailing Natal bahwa perolehan
suara Pemohon, di tingkat Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan
DB-1 adalah 24.113 suara, begitu juga dengan DA1-DPD yaitu sebesar
24.113 suara, dan juga tidak ditemukan keberatan berdasarkan
Formulir DB-2 dan juga DA-2.

Untuk selanjutnya untuk Kota Medan, perolehan suara Pemohon
adalah sebesar 65.347 suara, demikian juga dengan Formulir DA, yang
menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon 65.347 suara, dan
berdasarkan DA2-KPU, tidak ditemukan keberatan dari saksi atau
catatan kejadian khusus.

1977.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
1978.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian terakhir. Mohon maaf, selanjutnya Kabupaten Nias,
berdasarkan DB-1, yaitu perolehan suara Pemohon 1.074 suara.
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Berdasarkan DAA-2 juga 1.074 suara. Kemudian, untuk ... di ... untuk
Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Pemohon, berdasarkan DB-1
maupun DA, yaitu sebesar 2.048 suara. Kemudian juga di Kabupaten
Karo berdasarkan DB dan juga DA, yaitu sejumlah 4.525 suara.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Seperti permohonan yang sudah
sama-sama kami pelajari, memang permohonan sangat obscuur,
sehingga adapun tujuan kami menyampaikan uraian untuk kabupaten
yang lainnya adalah sebagai bentuk kami ingin memberikan bukti dan
juga informasi bahwa penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Utara, yang
sebagaimana dipermasalahkan oleh Pemohon, sebenarnya berjalan
dengan baik-baik saja.

1979.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang kesimpulannya totalnya, gimana?

1980.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk kesimpulannya (...)

1981.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon itu memperoleh suara berapa?

1982.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Untuk Pemohon sendiri, perolehan suara Pemohon, vyaitu ...
sebentar, Yang Mulia.

1983.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau daliinya Pemohon memperoleh berapa? Sekarang menurut
Termohon berapa?

1984.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Menurut Termohon, perolehan suara untuk Calon Anggota DPD
Nomor Urut 25 atas Prof. Dr. Ir. H. Darmayanti Lubis, yaitu sebesar
448.047 suara, sedangkan menurut versi Pemohon dalam
permohonannya, kami tidak menemukan uraian apapun tentang versi
Pemohon.

1985.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mengenai perolehan suaranya versi Pemohon.
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1986.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.

1987.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Sehingga untuk Termohon? (...)

1988.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Sehingga kami hanya (...)

1989.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
4?

1990.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
448.004 (...)

1991.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
0477

1992.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
047.

1993.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ini perolehan suaranya, nomor urut berapa kalau begitu Prof.
Darmayanti Lubis ini?

1994.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Nomor 7, Yang Mulia.
1995.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 7. Sedangkan, Termohon nomor urut ini Nomor Urut 4,
ya?

1996.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Sedangkan (...)
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1997.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perolehan suaranya, ya?

1998.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Ya. Benar, Yang Mulia.

1999.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya. Jadi, di dalam Petitum perolehan suara yang benar itu
yang ini, ya?

2000.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Benar, Yang Mulia.

2001.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2002.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Karena memang Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan
sama sekali tentang (...)

2003.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Jadi, (...)

2004.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Menurut (...)

2005.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dia tidak bisa ... kita tidak bisa membandingkan, tapi Termohon
sudah menentukan 448.047 ini?

2006.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.
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2007.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ada tambahan? Cukup? Cukup ya saya kira, sudah dijawab
itu intinya. Ini ya itu mau bilang cukup saja, nunggu bisikan dari
belakang.
2008.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA
Cukup, Yang Mulia. Kita cukup, Yang Mulia.
2009.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau saya lihat di monitor sini lebih jelas itu. Itu Bu Evi saja
saya melihat jelas di sini ini.

2010.KUASA HUKUM TERMOHON: M. ALFY PRATAMA

Cukup, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum, terima kasih.
2011.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait, yang pendek saja!

2012.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
2013.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Wong sama saja itu.

2014.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Baik, Yang Mulia.
2015.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini berhadapan dengan ... kalau Pak Alfy tadi nomor urut berapa

yang Pemohon 1 tadi nomor urut berapa dapatnya? 5, kan? Nah, ya
berhadapan Nomor 5 saja sudah (...)
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2016.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Pak Amri, ya?
2017.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Amri, ya tho? Amri itu Pak Amri Nomor Urut 5, sekarang
Nomor Urut 7 berarti kan lebih enteng.

2018.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Baik, Yang Mulia.
2019.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah panjang-panjang, yang ... apa Yyang
disampaikan oleh Pemohon ... eh, Termohon sudah betul?

2020.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Sebagian besar betul, Yang Mulia.
2021.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Eh, kalau salah, salahnya di mana?

2022.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Bukan, bukan salah. Saya ... kami hanya menambahkan sedikit
versi kami, Yang Mulia.

2023.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Baik, tambahan sedikit, ya?

2024.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Ya. Hanya ada 2 poin, Yang Mulia.
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2025.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan!

2026.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Pertama, terkait dengan kabupaten yang dipermasalahkan, yaitu
Langkat, Mandailing Natal, Labuanbatu Selatan, Labuanbatu, Karo,
Nias, Nias Selatan, dan Medan. Kami menyampaikan kronologis pada
halaman 21, yang intinya adalah pada rekapitulasi kabupaten sebagian
saksi Pemohon hadir, dan ada juga yang tidak hadir. Namun, secara
keseluruhan tidak ada pernyataan keberatan dari Pemohon.

2027.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tidak ada.

2028.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Yang pertama, Yang Mulia.
2029.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

2030.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Yang kedua. Kemudian, ini berkenaan dengan dalil Petitum
Pemohon pada perbaikan yang dalam eksepsi kami juga sudah bantah.

2031.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2032.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Perbaikan itu sudah tenggang ... lewat tenggang waktu, tapi perlu
kami sampaikan bahwa dalam Petitum Pemohon menyampaikan suara
Pemohon adalah 498.000, suaranya bulat, Yang Mulia 489.000. Dengan
kata lain, suara tersebut berselisih sekitar 400 ... mohon izin, sekitar
49.553 suara dari suara yang ditetapkan oleh KPU atau oleh Termohon.

239



2033.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2034.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Kami sampaikan bahwa tidak ada satu pun satu suara dari selisih
49.953 suara yang Pemohon dalilkan hilang itu disampaikan detail TPS
mana? Kelurahan mana? Kecamatan mana? Kabupaten mana? Atau
sebab-sebab hilangnya suara dari Pemohon.

2035.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

2036.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Itu saja, Yang Mulia.
2037.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2038.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Dalam eksepsi, kami sampaikan menerima eksepsi Pihak Terkait
untuk seluruhnya. Menyatakan permohonan Pemohon atas nama Prof.
Dr. Ir. H ... Hj. Darmayanti Lubis dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya, menyatakan benar SK KPU Nomor 987 dan seterusnya.
Menyatakan benar suara Pihak Terkait sebesar 496.760 suara dan
suara Pemohon sebesar 448.047 suara. Atau dalam hal Mahkamah
Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).

2039.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2040.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019: M. ALI FERNANDES (DPD)

Terima kasih, Yang Mulia.
2041.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Begitu, tegas. Itu jadi Prinsipal itu juga senang lihatnya.
Sekarang 13 ... Nomor Urut 13. Oh, Bawaslu. Bawaslu ada catatan
enggak? Ini saya kok melewati terus Bawaslu. Enggak ada, tho? Ya,
saya lihat wajah-wajahnya kalau mau bilang tidak ada, kok. Karena
semakin siang, semakin tidak ada.
Sekarang Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
2042.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

2043.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perkara PKB, yang mengajukan PKB, ada Pihak Terkait Golkar dan
Gerindra, ya?

2044.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya. Pertama, Yang Mulia, ini saya akan menyampaikan, tadi
kelewat untuk yang Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 atas nama Pemohon Partai Garuda, ini (...)
2045.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perkara berapa?
2046.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Perbaikan fisik ... Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Partai Garuda, hanya penggantian fisik alat bukti
karena yang dulu, yang terleges tidak ada, ini sudah saya ganti.

2047.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, itu, vyang Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019?
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2048.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Perbaikan fisik alat bukti saja. T-001.
2049.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, ya, diserahkan. Sudah diserahkan?
2050.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ini baru akan kami serahkan.
2051.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke, Petugas, tolong diambil!
2052.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sudah ini, Majelis.
2053.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh. Jadi ini anu, ya, penggantian alat bukti, ya?
2054.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sudah ikut, itu hanya perbaikan fisik saja, ya.
2055.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan, ya? Perbaikan fisiknya, berarti fisik yang lama tidak
digunakan?

2056.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya karena (...)
2057.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu untuk nomor P berapa itu? T berapa ... T berapa?
2058.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

T-001, Yang Mulia.
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2059.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-001?

2060.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.

2061.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
T-001 fisiknya diganti.

2062.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Diganti.

2063.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

2064.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 atas Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

2065.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2066.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Di sini ada 4 dapil yang dipermasalahkan.
2067.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2068.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Pertama. Dapil Sumatera Utara VIII, ini untuk pengisian DPRD

provinsi. Kemudian, Dapil Nias Selatan I, untuk pengisian DPRD
Kabupaten Nias.
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2069.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2070.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, Dapil Humbang Hasundutan I, untuk pengisian
Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

2071.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2072.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Kemudian, untuk perseorangan atas nama Mahmuddin Nasution
Nomor Urut 1, Dapil Tapanuli Selatan III.

2073.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini Pak Mahmuddin yang di sana itu, ya?
2074.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, yang tadi.
2075.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Ya, sekarang ada eksepsi?
2076.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Yang Mulia, ini pertama berkaitan dengan kemenangan Bawaslu,
berkaitan dengan dugaan adanya pencoblosan massal, sebagaimana
yang didalilkan Pemohon, sebagaimana pula itu sudah dilaporkan ke
Bawaslu dan ada tindaklanjutnya. Oleh karena itu, berkaitan hal
tersebut sudah selesai.
2077.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pencoblosan massal di mana itu?

2078.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ini di Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan.
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2079.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini untuk kepentingan dapil mana, toh?
2080.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sumut ... ya, Sumatera Utara I tadi, kan.
2081.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
I, tadi?
2082.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
2083.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, oke.
2084.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Karena ada mendalilkan itu yang kami menilai itu sudah
diselesaikan melalui Bawaslu.

2085.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2086.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Kemudian, berkaitan dengan pokok permohonan.
2087.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2088.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Nah, di dalam permohonan Pemohon, didalilkan adanya
pergeseran atau penambahan suara secara ilegal dari ... untuk Partai
PAN dari sebelumnya 41 suara dalam Form C-1 menjadi 1.613 suara

pada Form DA-1 di Kecamatan Mandrehe ... maaf, Mandrehe Utara,
Kabupaten Nias Selat ... Nias Barat ... Nias Barat.
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Nah, dalam hal tersebut sudah ada tabelnya. Untuk perolehan
PKB versi Pemohon adalah 266, versi Termohon 264, jadi ada selisih 2
suara.

Kemudian, untuk PAN versi Pemohon adalah 41, kemudian
Termohon 1.613, sehingga ada selisih 1.572. Kemudian, di dalam
rekapitula ... proses rekapitulasinya, saksi Pemohon turut
menandatangani Form DB1-DPRD provinsi, sedemikian sudah ada
persetujuan dari saksi yang Pemohon.

2089.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dan tidak ada keberatan?

2090.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, tidak ada keberatan, itu di Bukti T-004.Sumut.VIII.PKB, dan
selanjutnya.

2091.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Berapa? T-0 (...)

2092.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

T-004.Sumut (...)

2093.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

47

2094.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Sumut VIII.PKB dan selanjutnya.

2095.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

2096.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu di Form DB1-DPRD provinsi.

2097.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
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2098.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Berkaitan dengan terjadinya penambahan itu, sesuai data kami
tidak benar. Kemudian, berkaitan dengan tadi adanya pencoblosan
massal karena didalilkan begitu, sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan
pada akhirnya Bawaslu Sumatera Utara telah menolak laporan dari
Pemohon untuk kedua kalinya, nebis in idem.
2099.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2100.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, itu, Majelis, yang untuk (...)
2101.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Untuk Nomor 1, Sumut I.
2102.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Kemudian, untuk Dapil I Kabupaten Nias Selatan.
2103.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang nomor 2.
2104.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Di sini ada persandingan juga karena tidak tegas, maka kami
hanya menyampaikan versi Termohon, jadi Pemohon tidak secara rinci
menjel ... membuat tabelnya. Di sini PKB mendapatkan 2.008 suara.
Jadi, ini lengkap kami sampaikan semua partai politik.
2105.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tidak bisa disandingkan karena Pemohon tidak (...)

2106.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya, tidak jelas.
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2107.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Menyampaikan (...)

2108.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Tetapi (...)

2109.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Perolehan suaranya, ya?

2110.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Tapi kami tetap menampilkan itu.

2111.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2112.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Itu di ... baik. Selanjutnya, berkaitan beberapa hal

yang

disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan ... dengan penambahan
perolehan suara Partai Golkar di Desa Hilinawalo Fau, sebanyak 118
suara. Hal tersebut adalah tidak benar, sebagaimana Bukti T-002.Nias

Selatan.I.PKB sampai dengan T-004.
2113.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2114.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Nias Selatan.I.PKB.
2115.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik.

2116.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama-nama
pemilih yang meninggal dan/atau sudah tidak memiliki hak pilih, serta
adanya pemilih ... pemilih ganda menurut Termohon adalah tidak
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berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan di mana lokasi TPS-nya,
kemudian secara rinci, nama orang, dan sebagainya tersebut.

2117.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?
2118.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya, selanjutnya berkaitan dengan adanya Pemohon mendalilkan
meyakini terdapat pemilih yang sudah meninggal dan/atau memiliki hak
pilih itu ada surat pernyataan dari Fakahu Dobololo itu nama orangnya.
2119.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2120.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Tertanggal 29 April 2019 dan tanggal 17 Mei 2019, ternyata tidak
.. serta surat pernyataan Sinarman Halawa, tertanggal 17 Mei 2019
ternyata tidak dilampiri dengan menyertakan akta kematian. Jadi (...)
2121.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2122.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Tidak bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan di
Kabupaten Humbang Hasundutan.

2123.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh. Ya.

2124.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Dapil I.

2125.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2126.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Di sini dugaannya adalah adanya penambahan suara Partai
Gerindra di Dapil I Humbang Hasundutan.

2127.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2128.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sebanyak 22 suara. Dalam ... halaman 8 sudah kami tampilkan
tabel, di mana Partai Gerindra menurut versi Pemohon mendapatkan
2.484 suara.
2129.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2130.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Sedangkan, untuk versi Termohon adalah 2.506 suara. Sehingga
ada selisih 22 suara dan hal tersebut adalah tidak benar, sebagaimana
Bukti T-002 membahas Humbang Hasundutan I PKB 230.102.
2131.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
2132.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Seperti itu. Kemudian, dalil Pemohon berkaitan dengan salah
hitung penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra di TPS 01 Hutajulu
adalah tidak benar. Dalam Formulir Model C1-DPRD kabupaten/kota
dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota di Desa Hutajulu, Kecamatan Pollung
Humbang Hasundutan, menyampaikan jumlah perolehan suara yang
sama bagi Partai Gerindra.
Jadi, setelah di-cross-check yang tadinya sama itu ada di dalam
Alat Bukti T-003.Humbang Hasundutan.I.PKB dan T-004.Humbang
Hasundutan.I.PKB 230.102.
2133.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2134.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Jadi, itu dari C-1 dan DAA-1 nya, Yang Mulia.
2135.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2136.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Selanjutnya, berkaitan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Dapil III
bahwa di dalam pokok permohonannya, Pemohon tidak secara rinci
menyampaikan mendalilkan berkaitan pokok permohonan tentang apa
yang berkaitan dengan perselisihan suara. Oleh karena itu, kami hanya
bisa secara global menyampaikan menolak dalil Pemohon tersebut.
Selanjutnya Petitum, Yang Mulia?
2137.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu untuk yang per orangan itu, ya?
2138.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Ya.
2139.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh. Oke. Petitumnya?
2140.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Petitum dalam eksepsi. Menerima eksepsi Termohon untuk
seluruhnya. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan
selanjutnya, Yang Mulia.
2141.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terima kasih.

2142.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Assalamualaikum wr. wb.
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2143.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam. Pihak Terkait Golkar?

2144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Siap, Majelis.
2145.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa yang disampaikan Termohon, sudah benar atau ada
tambahan?

2146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Ada tambahan, Majelis.
2147.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tapi sudah benar, ya?

2148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Ya, Majelis.
2149.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, tambahannya, silakan!

2150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Tambahannya, Majelis. Bahwa satu. Bahwa inti dari dalil Pemohon
... permohonan Pemohon yang mempermasalahkan perolehan suara
calon legislatif ke Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I, yaitu di TPS 1
sebesar 188. Versi Pemohon adalah 0.

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar membantah hal tersebut bahwa
itu tidak benar dan tidak akurat. Dapat dibuktikan dengan rincian pada
tabel 1, 3, dan 4 Bukti PT-4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, dan 14.
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2151.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Sehubungan dengan persandingan yang dibuat oleh Pemohon,
yaitu perolehan suara yang 188. Namun, di dalam dalil-dalil Pemohon
terjadi kekeliruan, yaitu di dalam poin D-2 angka 4, 5, dan 6. Di mana,
Pemohon membuat pengurangan suara Partai Golkar, Caleg Partai
Golkar Kabupaten Nias Selatan I, yaitu di Desa Hilinawalo Fau. Dari 3
TPS Desa Hilinawalo Fau jumlah total suara Partai Golkar, yaitu sebesar
553. Jika disandingkan dengan pero ... perolehan suara yang dibuat
oleh Pemohon, yaitu 188 menjadi kosong, sisanya adalah 365.

Namun, yang lebih janggal adalah dalam DA-1 Kecamatan
Fanamaya itu jumlah suara Partai Golkar 1.525. Jika dikurangi dari
persandingan suara yang dibuat oleh Pemohon 188, seharusnya 1.337.

Namun, yang disampaikan oleh Pemohon hanya 1.091. Dan dari
DA ... DB-1 Kabupaten Nias Selatan, jumlah suara Partai Golkar itu
2.800, jika dikurangi dari penyandingan yang dibuat oleh Pemohon 188,
seharusnya 2.612. Namun, dibuat oleh Pemohon 2.366. Sehingga,
menurut Pihak Terkait bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh
Pemohon ini kabur dan tidak jelas.

Dan selanjutnya. Bahwa tidak adanya kesesuaian Posita dan
Petitum, Pemohon ... permohonan Pemohon di mana dalam Posita
mendalilkan perolehan suara sepanjang Nias Selatan. Dan dalam
Petitum, angka ke-4, Pemohon memohonkan untuk pengisian DPRD
Kabupaten Nias, bukan di Kabupaten Nias Selatan. Serta di dalam
Posita Pemohon tidak menyinggung hasil perolehan suara di Desa Ete
Batu.

Namun, di dalam Petitum, Pemohon meminta untuk pemungutan
suara ulang di Desa Ete Batu.

2153.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Ya, cukup itu saya kira.

2154.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Baik. Dalam Petitumnya, Majelis?
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2155.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Silakan!

2156.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Di dalam Petitum. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait
calon legislatif Partai Golkar Kabupaten Nias Selatan I untuk
seluruhnya, menyatakan Mahkamah Konstitusi sebe ... tidak berwenang
memeriksa permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan
permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Di dalam pokok permohonan.

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.018/KPT/06/KPU (...)
2157.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dan seterusnya.

2158.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Dan seterusnya. Untuk pengisian (...)
2159.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sepanjang DPRD.

2160.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Sepanjang DPRD Kabupaten Nias Selatan I.
2161.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2162.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Terima kasih, Majelis.
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2163.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih. Sekarang Gerindra?

2164.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait, pada pi ... pada
intinya keterangan kami hampir sama ... sama dengan yang
disampaikan oleh Termohon.

2165.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sama?

2166.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Namun, ada beberapa tambahan dari kami, Yang Mulia.
2167.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Tambahannya saja? Ya. Silakan!

2168.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Pertama, tentang eksepsi, Yang Mulia.
2169.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya?

2170.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Eksepsi kami di sini berdasarkan bahwa permohonan yang
disampaikan oleh Pemohon adalah kabur, Yang Mulia.

2171.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2172.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Di mana dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat
persandingan suara Pemohon dan Termohon, versi Pemohon dan
Termohon. Sehingga dengan tidak dimuatnya persandingan suara ini,
menurut kami bahwa permohonan Pemohon dianggap kabur, Yang
Mulia.

2173.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?

2174.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Terus dalam pokok permohonan, kami membantah bahwa tidak
terjadi penggelembungan suara, terutama di TPS 1, Desa Hutajulu,
Yang Mulia.
2175.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2176.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Karena menurut ka ... menurut sesuai dengan Bukti C-1 TPS 1
Desa Hutajulu bahwa perolehan suara Partai Gerindra memang 54,
Yang Mulia.
2177.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2178.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Kami lanjut ke Petitum, Yang Mulia.
2179.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2180.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Berdasarkan hal-hal tersebut (...)
2181.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Jadi, tadi TPS 1, Hutajulu?

2182.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Ya, Yang Mulia.
2183.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Tidak ada penambahan berapa suara tadi?

2184.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

50 suara, Yang Mulia. Tidak ada penambahan suara.
2185.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
50 suara? Ya. Petitumnya?

2186.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Petitumnya. Dalam eksepsi, menerima eksepsi Pihak Terkait untuk
seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon demi hukum ditolak
atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Dalam pokok perkara, menolak permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Dua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan
Umum dan seterusnya.

Yang ketiga, menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan
Pemohon yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten
Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan
Humbang Hasundutan I sebagai berikut. Partai Gerakan Indonesia
Raya=2.506.

2187.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2188.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Partai Kebangkitan Bangsa 2.484.
2189.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ya (...)

2190.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-
adilnya (...)

2191.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan itu.

2192.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DESMI HARDI (GERINDRA)

Baik, Pak. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.
2193.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu ada? Untuk Perkara Nomor 23-
01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2194.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya. Kami ingin menyampaikan terkait dengan Nias Barat ... Nias
Barat itu kami tidak pernah menerima laporan dari Pemohon (...)

2195.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Nias Barat tidak ada persoalan, ya?
2196.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, he eh.
2197.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
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2198.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Memang kami menyandingkan data dan datanya sudah ada dalam
keterangan tertulis kami, Yang Mulia. Tapi terkait dengan Nias Selatan,
kami mau menjelaskan beberapa hal karena ini yang disebutkan oleh
Pemohon bahwa mereka sudah melaporkan kepada Bawaslu (...)
2199.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi Bawaslu Nias Barat enggak ada, adanya Nias Selatan
kok itu?

2200.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Nias Selatan, ya.
2201.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. He eh.
2202.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, Bawaslu Nias Selatan itu terkait dengan ... di Kecamatan
Mazino itu Bawaslu Nias Selatan memang menangani dugaan lapor ...
pelanggaran, yang dilaporkan oleh bukan Partai PKB, tapi oleh Caleg
dari Partai PDIP. Bahwa telah terjadi pencoblosan massal di TPS 03.
2203.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He em.
2204.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sedangkan di TPS 002, Desa Hilinawalo, Kecamatan Mazino, itu
semula tidak ditemukan atau tidak adanya laporan.
Nah, terhadap laporan tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu
Nias Selatan karena ini dilaporkan setelah masa pemungutan suara,
maka ditangani dengan penanganan pelanggaran administrasi.

2205.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2206.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Dan kemudian, putusannya adalah bahwa terjadi pelanggaran dan
dikeluarkan bahwa KPU harus melaksanakan pemungutan suara ulang
di TPS tersebut.

2207.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah dilaksanakan?

2208.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Belum, Yang Mulia.

2209.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Belum.

2210.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Kemudian Bawaslu provinsi itu memang menerima laporan dari
PKB, terkait dengan persoalan yang tadi sudah diputuskan oleh Bawaslu
Nias Selatan. Karena sudah diputuskan oleh Bawaslu Nias Selatan,
maka Bawaslu provinsi tidak berwewenang lagi untuk menanganinya.
Sehingga kami tidak meregister dan kami sudah menjawab surat itu
kepada Partai PKB.

2211.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2212.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Nah, kemudian juga terkait dengan ada 2 TPS yang memang
direkomendasikan oleh Bawaslu Nlias Selatan untuk dilaksanakan
pemungutan suara ulang, yaitu di TPS 002 dan TPS 1 dan TPS ... TPS 1
dan TPS 2, Yang Mulia.

Kemudian, ada lagi di desa-desa yang berbeda yaitu di Desa
Hilizalo’otano, Kecamatan Mazino juga itu ada pencoblosan massal juga
dan ini juga putusannya adalah PSU, dan sampai sekarang juga belum
dilaksanakan.

2213.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tidak dilaksanakannya karena apa?
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2214.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Mungkin karena ... kami juga kurang tahu karena mungkin karena
ini diputuskan pada 16 Mei 2019 karena ini pelanggaran administrasi,
Yang Mulia.
2215.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2216.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Mungkin alasan KPU karena berdasarkan undang-undang, itu
harus dilaksanakan 10 hari (...)

2217.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

10 hari, gitu kan.
2218.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Sejak pemungutan suara.
2219.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu berarti sudah lewat, ya 10 hari, ya?
2220.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, tetapi memang peristiwanya memang terjadi, Yang Mulia.
2221.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
2222.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Nah, itu dia. Kemudian untuk terkait dengan laporan penggunaan
.. apa ... hak pilih yang menurut pelapor adalah (...)

2223.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tadi, sebentar!
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2224.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Sudah, ya itu, Yang Mulia. Ini terkait dengan penggunaan hak
pilih tadi.

2225.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2226.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Terkait DPT, itu memang sudah diputuskan juga melalui
administrasi bahwa untuk Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama,
itu TPS 3 itu dimintakan kepada KPU untuk memperbaiki tata cara dan
mekanisme, serta prosedur pemungutan suara karena memang ada
yang ... ada pengarahan untuk memilih salah satu caleg pada TPS 003
tersebut. Itu ada videonya terlampir sebagai barang bukti kami.
2227.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2228.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemudian, untuk rekapitulasi ini terkait dengan perbedaan suara
yang disampaikan oleh Pemohon, kami sudah menjelaskan dalam
keterangan tertulis kami bahwa data yang kami miliki itu tidak berbeda
dengan data yang dimiliki oleh Termohon.
2229.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Termohon.
2230.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, kemudian untuk kem ... Humbang Hasundutan. Humbang
Hasundutan itu data juga tidak berbeda dan tidak ada laporan yang
kami terima, terkait dengan perselisihan perolehan suara partai. Dan ini
sudah sesuai dengan keterangan dari Termohon.

2231.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2232.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Sedangkan, untuk Tapanuli Selatan (...)
2233.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terakhir itu yang Tapsel itu, ya?
2234.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Tapanuli Selatan ini terkait dengan penggunaan hak pilih DPT,
DPTb, dan DPK. Yang menurut Pemohon ada selisih yang belum pernah
dilakukan Kklarifikasi karena jumlah pemilih versi KPU tidak valid
menurut Pemohon.

2235.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2236.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Nah, berdasarkan data yang kami miliki, yaitu DPTHP-2 Berita
Acara DPTHP-2, kemudian dengan DPT pada Form DB-1 itu sudah
sesuai, sudah sinkron, Yang Mulia. Kemudian, penggunaan DPTb di
kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon yaitu di Batang Angkola,
Sayur Matinggi, ta ... Kecamatan Tano Tombangan Angkola itu juga
sudah di ... sudah dilakukan pengecekan berdasarkan data yang dimiliki
oleh Bawaslu itu sudah sesuai, Yang Mulia.

Sedangkan, untuk terkait analisanya ini kami serahkan kepada
Termohon untuk menjelaskan karena memang persoalan pengguna
DPTb ini kan bukan ... kami hanya mengawasi, apakah itu sudah sesuai
atau tidak.

2237.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2238.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Dan kemudian terkait dengan laporan pelanggaran administrasi
yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu, itu sudah ditangani
oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dan terutama terkait dengan dana kampanye yang disampaikan

oleh Termohon kepada permohonan yang pertama. Ini sudah ditangani
dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Tapanuli Selatan. Sedangkan,

263



untuk pida ... dugaan pelanggaran pidana penggunaan hak suara oleh
anak di bawah umur, ini juga sudah ditangani, ya kan. Karena memang
ini dugaan pidana, maka itu ditangani oleh Sentra Gakkumdu
Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dan oleh Sentra Gakkumdu karena memang sudah diperiksa
secara formil dan materilnya, maka itu dihentikan, dan tidak
ditindaklanjuti.

Itu saja, Majelis.

2239.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2240.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Yang kami sampaikan, terima kasih.

2241.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih. Sekarang perkara (...)

2242.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Izin, Majelis? Tambahan sedikit, Majelis?
2243.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dari mana itu?

2244.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 23-01-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ALDIKA WAU (GOLKAR)

Dari Pihak Terkait Golkar, Majelis. Ingin memperjelas, Majelis
bahwa nama desa antara Hilionawalo Fau dengan Hilinawalo Mazino itu
ada perbedaan, Majelis, sesuai dengan disampaikan oleh Termohon
tadi, terjadinya pencoblosan massal itu jangan sampai nanti salah
peletakan karena Hilinawalo Fau itu terletak di Nias Selatan 1,
Hilinawalo Mazion terletak di Dapil V, Nias Selatan menyangkut dengan
pengisian DPRD Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Majelis.

264



2245.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, betul, ya, Bawaslu itu? Betul, ya? Oke karena mungkin enggak
tahu, di sana, tapi kalau Bawaslunya kan yang orang sana, ya, wong
yang jawab yang laki, suaranya yang bagus itu.
2246.KUASA HUKUM:
Yang Mulia?
2247.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mana lagi ini?

2248.KUASA HUKUM PEMOHON:

Dari (ucapan tidak terdengar jelas), Pak, Pihak Pemohon, bisa,
bisa, Pak?

2249.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oh, enggak bisa, maaf, enggak bisa.
2250.KUASA HUKUM PEMOHON:
Terima kasih, Pak.
2251.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang Perkara 52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan.
2252,KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Terima kasih, Yang Mulia, kami dari tim Kuasa Hukum KPU, dalam
hal ini, akan menanggapi permohonan dari Partai Demokrat, Yang
Mulia.
2253.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2254.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Dalam perkara ini ada 3 dapil, yang dipersoalkan, Yang Mulia.
Yang pertama, Dapil Deli Serdang I.
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2255.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2256.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Mohon maaf, 6 yang pertama. Kemudian, yang kedua Dapil Deli
Serdang I.

2257.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2258.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Dan yang ketiga, Padang Lawas Utara I, atau Paluta.
2259.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Paluta berapa?
2260.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
I, Yang Mulia.
2261.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik.
2262.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Kami langsung ke eksepsi.
2263.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2264.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Untuk eksepsi ini kami akan bacakan intisarinya, Yang Mulia.
Bahwa Mahkamah tidak berwenang menangani permohonan ini,

dengan alasan bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan
dicurangi oleh caleg dari dapil partai yang sama.
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2265.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2266.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Kemudian, juga mendalilkan dicurangi oleh caleg partai lain.
2267.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2268.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian juga, menuduh penyelenggara berbuat curang. Namun,
tidak ada tindakan dan bahkan membiarkan.

Kemudian, menurut kami pemohonan atau dalil demikan itu, tidak
tepat karena bukan kewenangan dari Mahkamah, berdasarkan pada
Pasal 74 ayat (2), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto PMK
Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 5 yang menyatakan bahwa objek dalam
Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon
tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan
DPRD Secara Nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon
dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan atau DPRD, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

Nah, dalam Petitumnya Pemohon tidak menyebutkan adanya
pembatalan, Yang Mulia, terhadap SK dari Termohon, sehingga dengan
demikian permasalahan yang diajukan oleh Pemohon untuk ... menurut
kami bukan kewenangan dari Mahkamah, itu untuk eksepsi.

Kami langsung ke pokok perkara, Yang Mulia.

2269.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2270.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Dalam pokok perkara Dapil VI, Nomor Urut 1 atas nama
Jaresman Sitanggang.

2271.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2272.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Bahwa setelah kami, memperhatikan dengan seksama dalil
permohonan Pemohon ini, Pemohon lebih banyak menguraikan tentang
cerita adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang berupa
dugaan pengelembungan, penambahan, dan pengurangan perolehan
suara di beberapa kecamatan.

2273.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2274.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Antara lain, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang
Kuis. Bahwa pada prinsipnya, Yang Mulia, kami Termohon menolak
dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, sepanjang berkaitan
dengan dalil tuduhan, yang mendalilkan tentang adanya dugaan
pelanggaran pemilu.

Menurut kami, dalil tersebut adalah tidak benar. Karena kenapa?
Karena pada saat rekapitulasi di Kecamatan Batang Kuis dan Percut Sei
Tuan, hasil perolehan suara telah tercatat dalam Formulir DAA-1 dari
masing-masing desa, tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas,
Yang Mulia.

2275.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2276.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Itu ada di Bukti T-001, Deli Serdang VI. Bahwa kemudian,
berkaitan dengan dalil Pemohon, angka 4, halaman 10, berkaitan
dengan hilangnya kotak suara itu juga tidak benar.

Karena faktanya yang sebenarnya adalah pada saat proses
rekapitulasi, di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang terdiri dari 20 desa,
dan 1.000 .. 1.250 TPS, serta 6.250 kotak, yang sebelumnya
dilaksanakan di Gedung Intan, Desa Bandar Khalipah, keterbatasan
tempat untuk penambahan panel, maka dipindah ke Gedung Olahraga
Kabupaten Deli Serdang, yang berjarak kurang lebih 18 km, Yang
Mulia.

2277.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2278.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Pada saat itu, kotak 104 yang jenis pemilihannya hanya 5, masih
belum terangkat dari ... ke Gudang Intan, ke Gedung Olahraga, bukan
karena hilang.

2279.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

2280.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Kemudian (...)

2281.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, proses pemindahan logistiknya kotak belum selesai, dikira
hilang gitu?

2282.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Betul, Yang Mulia, demikian.

2283.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

2284.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian, kami juga membantah dalil permohonan Pemohon
tentang dugaan adanya permasalahan yang Pemohon paparkan dalam
permohonannya halaman 11 sampai dengan halaman 24, berkaitan
dengan TPS-TPS yang sangat banyak kami sebutkan, antara lain. TPS
54, TPS 61, TPS 93, dan seterusnya, Yang Mulia, di halaman 11 sampai
24,

Dalam uraiannya, alasan yang dijada ... dijadikan dasar oleh
Pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak benar. Kenapa?
Karena terhadap dugaan permasalahan yang disampaikan oleh
Pemohon semuanya telah ada penyelesaiannya. Yang mana, pada saat
rekapitulasi telah di-cross-check dengan membuka kota suara jenis
pemilihan DPRD kabupaten/kota untuk melihat Model C-1 Plano, Yang
Mulia.
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2285.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sudah diselesaikan, ya?
2286.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Ya.
2287.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Akhirnya. Terus?
2288.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil bantahan
sebagaimana tersebut, maka patut dan wajar kiranya terhadap
permohonan ini dinyatakan ditolak seluruhnya, Yang Mulia.
2289.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
2290.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Dalam (...)
2291.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapil yang berikutnya?
2292.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Oke.

2293.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang Petitum dianggap dibacakan berarti, ya? Perolehan suara
yang benar, ya?

2294.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Baik, Yang Mulia.
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2295.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Sekarang dapil berikutnya?
2296.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Berikutnya Dapil I.
2297.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2298.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Dapil I Deli Serdang.
2299.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya.
2300.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Bahwa setelah kami perhatikan, ternyata sama pula permohonan
Pemohon ini lebih banyak menguraikan tentang adanya cerita dugaan
pelanggaran-pelanggaran, Yang Mulia.
2301.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2302.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Tan ... yang berupa adanya penggelembungan, penambahan, dan
pengurangan perolehan suara. Pada prinsipnya, kami tegas menolak
bahwa semua dalil tersebut tidak benar, Yang Mulia.
2303.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He em.
2304.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Kemudian, untuk membantah dalil Pemohon, pada halaman 25

sampai dengan halaman 26 tentang alasan Pemohon yang ... yang
mendalilkan mengalami kerugian karena suaranya hilang, di antaranya
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di TPS 10 Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam. TPS 29, TPS
31 Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam. TPS 1, TPS 2,
dan seterusnya pada halaman ... halaman 26.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa uraian dalam alasan yang
dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonan tersebut adalah tidak
benar. Karena sekali lagi, permasalahan itu telah selesai dilaksanakan di
... di tingkat kabupaten dengan cara melihat Model C-1 Plano, Yang
Mulia.

Dengan demikian bahwa berdasarkan dalil bantahan tersebut,
maka patut dan wajar kiranya terhadap dalil permohonan ini dinyatakan
ditolak seluruhnya.

2305.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, sudah disesuaikan pada waktu rekap di tingkat kabupaten?

2306.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Selesai, Yang Mulia. Betul, kemudian (...)

2307.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dengan cara apa? Membandingkan apa? Membuka kotak?

2308.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Menyandingkan Model C-1.

2309.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
C-1 dengan DAA-1?

2310.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
DAA-1. Betul, Yang Mulia.

2311.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, oke. Terus sekarang?

2312.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian, untuk Petitum mohon dibacakan kembali.
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2313.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah dibacakan dianggap. Terus, sekarang untuk dapil yang
terakhir?

2314.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Dapil yang terakhir, Paluta I.
2315.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2316.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Setelah kami pula perhatikan dalil permohonan Pemohon ini,
ternyata juga tidak ... tidak mengurai tentang persandingan. Lebih
banyak mempersoalkan masalah dugaan pelanggaran pemilu, Yang
Mulia. Dan kami tegas menolak itu.
Kemudian terhadap (...)
2317.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Sebentar, Termohon! Ini Anda menjawab yang Padang Lawas
Utara di halaman berapa, ya? Di halaman berapa ini? Ini yang dipakai
jawaban (...)
2318.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
23, Yang Mulia.
2319.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ini yang dipakai jawaban tanggal berapa, ini?
2320.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Oh, jawaban kami 14, Yang Mulia. Halaman 14, tanggal 15 Juli.
2321.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

15 Juli, sebentar! Sebentar! Yang ada ini 9 Juli ini.
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2322.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Ha, 9 Juli?
2323.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang 14 Julinya belum ada. Ya, coba silakan, diteruskan dulu, ya.
Karena yang ada ini yang tanggal 9 Juli.

2324.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan bacakan.
2325.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Coba dicek lagi yang tanggal 14 Juli, ya? Silakan!
2326.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Baik, tanggal 15 Juli, Yang Mulia.
2327.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
15 Juli?
2328.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
15 Juli.
2329.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Ya. Berapa? Tanggal berapa?
2330.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
15 Juli.
2331.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
15 Juli, perbaikan?
2332.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Perbaikan jawaban.
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2333.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Lanjutkan saja!
2334.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Baik, untuk Dapil Paluta I bahwa dari Pemohon hanya memper ...
mempermasalahkan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-
pelanggaran pemilu, Yang Mulia. Kami (...)

2335.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Pelanggaran-pelanggaran adminstratif tho? Yang dimaksud, ya?
2336.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Ya, dugaannya begitu.
2337.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus?
2338.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian, pascarekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten
sudah ada laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan
oleh Pelapor atas nama Adriansyah Harahap dan terlapor itu KPU
Padang Lawas Utara kepada Bawaslu Kabupaten palut ... Paluta dengan
permohonan untuk mendiskualifikasi permohonan perolehan suara atas
nama Masdoripa Siregar dan telah diputuskan pada Rapat
Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Bawaslu
Kabupaten Padang Lawas Utara, dan diucapkan di hadapan para pihak
secara terbuka untuk umum, pada hari Senin, 17 Juni 2019. Dengan
membuat keputusan yang isinya:

1. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak
dapat diterima.

2. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak
ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

2339.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2340.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Kemudian, mengenai pembatalan atau diskualifikasi calon ... Calon
Legislatif dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 atas nama Masdoripa
Siregar yang termaktub di dalam Petitum gugatan Pemohon, hal
tersebut tidak dapat dilakukan oleh Termohon karena tidak ada
rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

2341.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2342.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Demikian jawaban dari kami. Untuk Petitum, mohon (...)
2343.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dibacakanlah.
2344.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Baik, terima kasih. Demikian.
2345.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bawaslu ada catatan wuntuk ini Perkara Nomor 52-14-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, permohonan Partai Demokrat? Tadi,
ada sedikit tadi yang berkaitan dengan Bawaslu tadi.
2346.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, terkait dengan untuk Perkara Nomor 52-14-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Terkait dengan perbedaan suara,
penggelembungan suara, ini berdasarkan data yang kami miliki, itu
sama dengan data yang dimiliki oleh Termohon.
Kemudian juga, kami tidak menerima laporan terkait dengan ...
dengan persoalan ini, tapi persoalan dengan persoalan tingginya soal
TPS yang disebutkan oleh Pemohon, ini terkait dengan penggunaan A-
5, ini kan memang dokumennya tidak ada salinannya kepada Bawaslu,
itu hanya (...)
2347.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu di dapil mana, Bu?
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2348.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ini yang Deli Serdang, Bu.
2349.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH
Deli Serdang?
2350.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Deli Serdang, ya, Yang Mulia.
2351.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Deli Serdang I atau VI?
2352.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ini Deli Serdang (...)
2353.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada 2 dapil itu Deli Serdang, ya?
2354.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Yang TPS 54, dimulai dari TPS 54.
2355.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
TPS 54.
2356.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Deli Serdang Dapil VI.
2357.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dapil Deli Serdang VI, ya?
2358.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya. Ini terkait dengan penggunaan A-5, ini karena memang daftar
hadir pengguna A-5 ini kan tidak ada salinannya buat pengawas pemilu.
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2359.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2360.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Maka, kami tidak dapat melakukan pengecekkan terhadap
pengguna A-5 tersebut, itu yang pertama.

2361.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2362.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Kemudian juga, begitu juga dengan C-7 karena itu langsung oleh
KPPS, langsung dimasukkan ke dalam kotak, maka kami juga tidak
memiliki data untuk membandingkan data tersebut. Nah, terkait dengan
laporan dugaan pelanggaran tersebut, itu memang ada masuk kepada
Bawaslu Deli Serdang dan sudah ditangani karena ini merupakan
dugaan pelanggaraan pidana pemilu juga dibahas di Sentra Gakkumdu.

2363.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2364.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Tapi, itu juga dihentikan, sebagaimana dalam bukti yang kami
sampaikan, tidak dapat ditindaklanjuti karena keterpenuhan syarat
formil dan materiil. Kemudian, untuk soal kotak suara yang hilang,
sebagaimana keterangan dari Bawaslu Deli Serdang. Bahwa kotak itu
terselip di gudang KPU. Jadi, waktu dilakukan rekapitulasi memang ada
kotak yang tidak kelihatan, kemudian di ... karena gudangnya itu ada 2,
gudang milik KPU, gudang PPK, sama yang di GOR, sama di Percut Sei
Tuan.

Jadi, waktu itu dicari, ketemu, dan kemudian itu dibuka bersama
kepolisian.

2365.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dipindahkan semua akhirnya?
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2366.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, ya, itu ditemukan. Kemudian, untuk Dapil Lubuk Pakam, Dapil
I Deli Serdang ini terkait dengan hasil data yang kami ... apa ... ada
datanya, Yang Mulia, hasil perbandingan data yang kami miliki C-1 dan
DAA-1, memang kami temukan ada terkait perselisihan.

Itu data yang kami miliki sudah kami sampaikan juga di
keterangan tertulis kami, ada di TPS 10, TPS 29, TPS 31, untuk Desa
Bakaran Batu, kemudian Kelurahan Lubuk Pakam, dan seterusnya, tidak
kami bacakan, dianggap sudah dibacakan.

Kemudian, untuk Padang Lawas Utara terkait dengan yang
disampaikan kecurangan dari Partai Gerindra oleh Pihak Termohon ...
eh, Pemohon bahwa kami sudah menyampaikan tidak ada atau tidak
ada laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Partai Gerindra bersama dengan KPU, dan proses rekapitulasi berjalan
sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Sedangkan, terkait dengan laporan Partai Demokrat, ini sudah
pernah dilaporkan kepada Bawaslu Padang Lawas Utara pada tanggal
14 Juni. Dimana ada permohonan mendiskualifikasi salah satu Caleg.
Dan ini laporannya tidak dapat ditindaklanjuti karena ini ditangani
dengan dugaan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Padang Lawas
Utara karena diskualifikasi itu bukan kewenangan Bawaslu, tapi adalah
kewenangan KPU.

2367.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2368.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Nah, itu dia. Nah, soal kasus money politics yang disampaikan
dalam permohonan Pemohon. Ini perlu kami jelaskan bahwa Bawaslu
Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, ini juga sudah
menindaklanjuti dugaan pelanggaran money politics ini. Dan ini sudah
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Jadi (...)
2369.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada putusan pengadilan negeri? Mengenai money politics?

2370.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ada. Sudah dilampirkan. Sudah di halaman 149 sudah kami
uraikan, Yang Mulia.
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2371.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Halaman berapa?

2372.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
149.

2373.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
149? Baik.

2374.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.

2375.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2376.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Nah, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

2377.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terima kasih. Sekarang yang terakhir Perkara Nomor 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohonnya PKPI, ya!

2378.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Siap, Yang Mulia.

2379.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2380.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya.

2381.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah lapar jadi pendek saja!
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2382.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Kami Kuasa Hukum Termohon KPU, menyampaikan jawaban
untuk, ada 2 dapil. Dapil Sumatera Utara VIII untuk DPRD Provinsi, dan
Dapil Simalungun VI untuk DPRD Kabupaten.
2383.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sumut berapa tadi?
2384.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Sumut VIII.
2385.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
VIIL.
2386.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya.
2387.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Dan?
2388.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dan Dapil Simalungun VI.
2389.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Simalungun VI, ya, oke.
2390.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Dalam eksepsi, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat
permohonan. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat
permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil
perhitungan suara oleh Termohon, dan perhitungan suara yang benar
menurut Pemohon.
Bahwa pada pokoknya, Pemohon mempersoalkan perolehan suara
Pemohon di 28 desa, Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias. Di mana

menurut Pemohon jumlah suaranya adalah 4.273, sedangkan menurut
Termohon adalah 1.562.
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Namun termo ... Pemohon tidak menguraikan di mana saja, di
TPS mana saja terjadi kesalahan hasil perhitungan perolehan suara
yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan,
berapa perolehan suara versi Pemohon untuk setiap TPS pada 28 desa
tersebut? Pemohon juga tidak menguraikan, bagaimana dampaknya
perolehan suara Pemohon tersebut dengan perolehan kursi Pemohon?
Pemohon hanya menyampaikan kronologis bahwa perolehan suaranya
hilang pada waktu rapat pleno tingkat provinsi karena ada sanggahan
dari Partai Nasdem terhadap hasil rekapitulasi.

2391.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2392.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan
Pasal 75 Undang-Undang MK juncto Pasal 9 Ayat 1 huruf b PMK
2/2018, juncto Pasal 9 PMK 6 Tahun 2018.

2393.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, oke.
2394.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kami mohon permohonan Pemohon, harus dinyatakan tidak dapat
diterima.

2395.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang pokok permohonannya?
2396.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Pokok Perkara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut
VIII Kabupaten Nias.

Bahwa Pemohon mempersoalkan perolehan hasil suara di
Kecamatan = Idanogawo. Yang pada  pokoknya, @ Pemohon
mempermasalahkan  adanya  pengurangan  suara  Pemohon,
sebagaimana tabel pada angka 9 jawaban kami. Yaitu, pengurangan
suara Pemohon sebanyak 2.711, dalil tersebut tidak benar, kami
menolaknya.

Termohon menyandingkan, pada angka 11 jawaban halaman 6.
Termohon menyandingkan data yang benar menurut Termohon,
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berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di
Kecamatan Idanogawo di 28 desa, sebagaimana ada dalam tabel,
mohon dianggap dibacakan, vide Bukti T-004.Sumut VIII.PKPI dan T-
005.Sumut.VIII.PKPI.

Kemudian, kami perlu jelaskan bahwa dalam dalil Pemohon,
halaman 6 sampai 8 mengenai adanya kesalahan perhitungan
perolehan suara di Kabupaten Nias, Kecamatan Idanogawo adalah dalil
tidak benar. Karena hasil perhitungan yang sebenarnya adalah 1.562
suara.

Sebagaimana dibuktikan dalam Model DA-1 KPU DPRD Provinsi
vide Bukti T-005.Sumut.VIII.PKPI. Bahwa KPU Kabupaten Nias
melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara pada tanggal 2 sampai 6 Mei, dihadiri Bawaslu, saksi peserta
pemilu, saksi partai politik, dan BPK angka 15.

Pada saat pembacaan Rekapitulasi Kecamatan Idanogawo,
tanggal 4 Mei 2019, saksi partai politik meminta salinan Model DA-1
DPRD Provinsi.

Kemudian, KPU Kabupaten Nias menindaklanjutinya dengan
memerintahkan PPK untuk memberikan salinan Model DA1-DPRD
Provinsi kepada masing-masing saksi partai politik tersebut.

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi kecamatan, ditemukan
perbedaan versi Model DA1-DPRD Provinsi. Yaitu yang dibacakan dan
diserahkan kepada Kabupaten Nias, dengan yang diserahkan kepada
saksi parpol saat rekapitulasi tingkat kabupaten.

Bahwa karena terdapat perbedaan, sebagaimana disebut di atas,
maka KPU Kabupaten Nias kemudian melakukan langkah penyandingan
data Model DA1-DPRD Provinsi yang dimiliki saksi partai politik,
Bawaslu, dan KPU Kabupaten Nias. Di mana hasilnya menunjukkan,
memang terdapat perbedaan antara DA1-DPRD Provinsi yang
dikeluarkan oleh PPK Idanogawo.

Bahwa atas perbedaan tersebut, maka saksi partai politik
mengajukan keberatan dan meminta, agar dilakukan rekapitulasi ulang
menggunakan data perolehan suara yang terdapat pada Model C1-
DPRD Provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias. Selanjutnya,
Bawaslu Kabupaten Nias setuju dengan permintaan saksi parpol dan
merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Nias, agar melakukan
rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD provinsi pada Model DA-1
dengan menggunakan data perolehan suara pada C-1 yang dimiliki oleh
KPU Kabupaten Nias.

Bahwa atas permintaan saksi dan rekomendasi Bawaslu tersebut,
kemudian dilaksanakan rekapitulasi ulang perolehan suara untuk jenis
pemilihan DPRD provinsi saja, pada Model DA1-DPRD provinsi dengan
melakukan cross-check data perolehan suara yang terdapat pada Model
C1-DPRD provinsi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Nias.
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Hasil dari cross-chceck tersebut, dituangkan dalam Model DAA1-
DPRD Provinsi, Bukti T-005.Sumut.VIII.PKPI yang selanjutnya
dituangkan ke dalam Model DA1-DPRD Provinsi. Bukti T-
005.Sumut.VIIL.PKPI, yang selanjutnya lagi dituangkan ke dalam Model
DB1-KPU vide Bukti T-004.Sumut.VIII.PKPI.
Bahwa kemudian, KPU Kabupaten Nias juga memperbaiki data
Model DA1-DPRD yang berbeda versi sebelumnya, yang dimiliki oleh
saksi parpol. KPU Kabupaten Nias dan Bawaslu merevisinya atau
memperbaikinya, dengan cara mencoret angka yang salah, dan menulis
angka yang benar di sampingnya, serta diberi paraf oleh masing-
masing saksi partai politik, Bawaslu dan KPU Kabupaten Nias, Bukti T-
005.Sumut.VIII.PKPI.
2397.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik, itu prosesnya (...)
2398.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Betul.
2399.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Seluruhnya sudah dilakukan?
2400.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Baik.
2401.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus akhirnya, gimana?

2402.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Kemudian, KPU Kabupaten Nias melakukan pengesahan dan
penandatanganan Model DB1-KPU.

2403.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.
2404.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kemudian membacakan rekapitulasi.
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2405.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2406.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Kemudian, tidak terdapat keberatan dari saksi partai politik,
termasuk saksi Partai PKPI atau Pemohon.

2407.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2408.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Disahkan dalam Model DB1-KPU, bukti sekian.
2409.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2410.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Kemudian, dalil Pemohon angka 26 jawaban. Dengan demikian,
dalil Pemohon mengenai terdapat coret-coretan di DA1-KPU Daerah
Sumatera Utara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena
coretan yang terdapat di Model DA1-DPRD Provinsi adalah hasil dari
rekapitulasi ulang perolehan suara DPRD provinsi di Kecamatan
Idanogawo, yang dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah
dan menulis angka yang benar di sampingnya, serta diberi paraf oleh
masing-masing saksi partai politik, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Nias
sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019.
2411.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Baik.
2412.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar

dan tidak benar menurut hukum, kami mohon permohonan Pemohon
harus dinyatakan ditolak.
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2413.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2414.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2415.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik.
2416.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Untuk dapil berikutnya adalah Dapil Simalungun VI.
2417.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2418.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Termohon, menolak seluruh dalil Pemohon.
2419.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2420.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dalil Pemohon, pada pokoknya mempermasalahkan perolehan
suara di TPS-TPS, sebanyak 10 TPS. Pemohon mendasarkan
permohonannya pada C-1 yang ada pada Pemohon.
2421.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
C-1 yang dimiliki oleh Pemohon.
2422.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Di mana terdapat perbedaan dan ditemukan coretan pada C-1
yang ada pada Termohon.
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2423.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2424.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Pencoretan terjadi pada Partai PKPI Nomor Urut 2 sejumlah 6
suara, tidak dihitung. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut. Kami
ke angka 34 jawaban halaman 13.
2425.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2426.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Pemohon ... Termohon dengan ini menyandingkan perolehan
suara hasil ... hasil suara di TPS-TPS desa kelurahan dan kecamatan
yang benar menurut Termohon.
2427.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang dipersoalkan 10 tadi?
2428.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Ada di tabel angka 34.
2429.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Dengan jalan disandingkan dengan apa ini?
2430.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dengan C-1 tadi.
2431.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
C-1 Plano, ya?

2432.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya, Yang Mulia.
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2433.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang punya Termohon, ya?
2434.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya, yang punya Termohon. Yang dimiliki Termohon.
2435.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, ada perbedaannya?
2436.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Tidak ada, Yang Mulia.
2437.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
2438.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya.
2439.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2440.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Lalu, kami memberikan tanggapan khusus pada Pemohon ... dalil
Pemohon ada di angka 36 ... jawaban kami huruf ... angka ... huruf a.

2441.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2442.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Bahwa Pemohon mendalilkan (...)

2443.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sebentar! Perolehan suara yang benar di 10 TPS itu yang
kepunyaan C-1 Planonya Termohon, kan?
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2444.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya, betul.

2445.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bukan C-1 yang dipunyai oleh (...)

2446.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Pihak Termohon. Yang dimiliki Termohon.

2447.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ya?

2448.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya, sudah benar.

2449.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukan yang benar bukan sama? Itu sama? Sama persis? Antara C-
1 Plano yang di ... anu ... Pemohon dengan C-1 Planonya anu?

2450.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
C-1 Plano Termohon, Yang Mulia.

2451.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, Termohon C-1 Plano?

2452.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya.

2453.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tadi dia waktu mengajukan Pemohon ... waktu mengajukan kan
C-1 miliknya dia?

2454.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya.
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2455.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ada selisih anunya?

2456.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Oh.

2457.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Waktu disandingkan?

2458.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ada, ada Yang Mulia. Jadi di tabel itu ada di angka 36.

2459.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2460.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya. Misalnya, TPS 3 Desa Kelurahan Tiga Dolok.

2461.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh.

2462.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Pemohon 16, Termohon 2.

2463.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

2464.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Dan seterusnya.

2465.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2466.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Sampai di desa yang di angka 6 ini.
2467.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, angka. Jadi, ada 10 desa kan yang dipersoalkan?
2468.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Betul, betul.
2469.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus, gimana?
2470.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Ya. Kami ... Termohon tanggapi secara khusus bahwa Pemohon
mendalilkan ada TPS 3.

2471.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. TPS 3.
2472.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Desa Kelurahan Bah Birong Ulu. TPS 3 itu tidak ada, yang ada TPS
1 dan TPS 2. Kemudian, kami juga di angka 35, jawaban halaman 15
menyandingkan perolehan hasil suara Pemohon di tingkat kabupaten.
Bahwa jumlah yang suara Pemohon yang benar menurut
Termohon adalah 4.396 bukan 452 ... maaf, bukan 4.520, tabelnya
kami sampaikan di angka 35 halaman 15 jawaban. Didukung oleh Bukti
T-011.Simalungun.VI dan T-012.Simalungun.VI.
2473.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Oke.
2474.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Lalu bahwa dalil Pemohon angka ... halaman ... angka 36

jawaban, dalil Pemohon pada halaman 9-16 .. 11 sudah kami tolak.
Tadi kami sampaikan dalam bentuk tabel angka 34.
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Kemudian, kami lompat ke angka 37 jawaban, halaman 19.
Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 permohonan terkait dengan
kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 ada dalil yang tidak benar
dan tidak tepat karena sudah seharusnya Pemohon melaporkan
kecurangan tersebut kepada Bawaslu, Gakkumdu dan Ilembaga
berwenang lainnya untuk memproses dugaan kecurangan tersebut.

Angka 38 bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 sampai 16
permohonan mengenai permohonan yang melakukan investigasi
kecurangan di beberapa kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan
tidak tepat karena data yang diperoleh sangat diragukan kebenarannya,
selain tidak benar juga tidak melibatkan lembaga yang berwenang
untuk melakukan investigasi faktual.

Demikian wuraian kami. Untuk Petitumnya dalam eksepsi,
menerima eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima. Dalam pokok perkara. Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya, dan yang terakhir menyatakan benar Keputusan KPU
RI Nomor 987 dan seterusnya, tanggal 21 Mei 2019, atau ex aequo et
bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

2475.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Sekarang Bawaslu ada catatan? Ada? Bawaslu? Untuk
Sumatera Utara VIII, Kabupaten Nias dan Kabupaten Simalungun VI ini,
ya?
2476.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya, untuk Nias, itu sesuai hasil pengawasan bahwa memang
semula ada perbedaan C-1 yang dimiliki oleh saksi maupun oleh
panwas kecamatan. Sehingga, waktu itu direkomendasikan oleh
panwas kecamatan (...)
2477.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Rekap ulang kan itu?

2478.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya, rekap ulang dan itu semua tidak di ... di tingkat kecamatan,
namun di tingkat kabupaten KPU-nya melaksanakan.

2479.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2480.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Itu untuk Nias. Kemudian, untuk Simalungun VI (...)
2481.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus akhirnya jadwal yang benar itu yang ada di DB-1 ya?
2482.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Ya. Sudah sesuai.
2483.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Di Sumatera Utara VIII itu?

2484.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Sesuai dengan keterangan yang juga kami buat, Yang Mulia di

halaman 202.

2485.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

2486.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN

Kemudian, untuk Simalungun VI, kami hanya ingin menyampaikan
bahwa terkait apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang
pengurangan perolehan suara di Kecamatan Jorlang Hataran
Kelurahan/Desa Bah Birong Ulu di TPS 3, kami ingin menyampaikan

bahwa tidak ada TPS 3 di Desa atau Nagori Bah Birong Ulu (...)
2487.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, betul. Tadi Termohon juga mengatakan begitu.
2488.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Ya.
2489.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yang ada TPS 1, TPS 2, kan?
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2490.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
TPS 1, 2.
2491.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2492.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Kemudian, terkait dengan adanya tertukarnya surat suara, itu di
TPS 2 di Nagori Parmonangan, ini ... benar adanya terjadi tertukarnya
surat suara itu sebanyak 49 surat suara, dan kemudian sudah
dinyatakan sah tercoblos dan sudah dinyatakan sah oleh KPPS, itu pada
saat rekapitulasi tingkat PPS.

Namun kemudian karena ini diketahui oleh pengawas pemilu,
maka itu tidak ditindaklanjuti lagi, surat suara sisanya tidak dihitung
lagi, Yang Mulia.

2493.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, betul.
2494.BAWASLU: SYAFRIDA RASAHAN
Demikian, Yang Mulia. Untuk 2 daerah tadi dan terima kasih.

2495.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.
Demikian Pak Ketua, sudah selesai untuk sesi ini. Saya kembalikan

(...)

2496.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Mohon maaf, Pak Majelis, Yang Mulia
2497.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana ini?
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2498.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

PKPI, ya ... Majelis.
2499.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
He eh, ada apa?

2500.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Terkait dengan TPS di ... Bah Birong Ulu pada saat sidang
pendahuluan, saya sudah mengajukan renvoi ke Majelis bahwa TPS
yang kami renvoi itu 002, Majelis.

2501.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ya baik.

2502.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Seperti itu, Majelis.
2503.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Sudah dicatat itu.

2504.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Satu lagi ... sudah ya, Majelis?
2505.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2506.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Satu lagi, Majelis, mohon pertimbangannya bahwa pada saat

sidang pendahuluan bahwa 2 dari Kuasa Hukum kami tidak
menandatangani, memang pada saat itu sudah ... sudah hadir,
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makanya untuk ... untuk ... kebijakan dari Majelis ... untuk 2 dari Kuasa
Hukum PKPI untuk bisa menandatangani di depan Maijelis (...)

2507.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2508.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Terima kasih.
2509.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2510.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO

Yang Mulia, ada tambahan dari Termohon? Merespons dari
Pemohon (...)

2511.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2512, KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Terkait TPS yang tadi disebutkan, meskipun Pemohon sudah
mereinfokan TPS 3 menjadi TPS 2, kami tetap dalam jawaban
menguraikan jumlah perolehan suara di TPS 2 adalah 6 suara untuk
Pemohon dan di TPS 1 (...)

2513.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita ... kita nilai itu.

2514.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Ya, baik.
2515.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2516.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Terima kasih, Yang Mulia.
2517.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2518.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)
Izin, Yang Mulia?
2519.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Apa lagi?
2520.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)

Pemohon dari 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kiranya
diperkenankan untuk memberikan bukti di AP3, terkait perkara (...)

2521.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Bukti tambahannya?
2522.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)
Bukan bukti tambahan, Yang Mulia.
2523.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Apa?
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2524.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)

Bahwasannya, Perkara 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu
telah mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekjen yang telah
diberikan sebagaimana AP3 yang kami terima dari Mahkamah
Konstitusi. Di mana AP3 itu, tertanggal 24 bulan Mei 2019, pukul 00.02
WIB. Dan terkait juga tadi, Yang Mulia, penambahan itu ... ya ini kami
daftarkan juga, sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon adanya
penambahan itu tidak benar, yang terkait Kota Medan dan Tapteng itu
telah di daftarkan juga pada saat tanggal yang sama, 24 Mei.

Kami mohon dapat diterima, Yang Mulia. AP3 dan tanda terima
berkas yang kami terima dari Mahkamah Konstitusi.

2525.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begini ... pada waktu permohonan awal, surat persetujuan itu
enggak ada.

2526.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)

Surat persetujuan itu ada, tapi tidak diterima oleh panitia
penerima berkas, Yang Mulia.

2527.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Siapa penerima berkasnya?
2528.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)
Saya tidak mengetahui namanya (...)

2529.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi sekarang setelah Anda melakukan perbaikan,
persetujuannya ada?
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2530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)

Saya tidak melakukan perbaikan, tetapi pada saat tanggal 28 itu
saya menerima email APBL, dinyatakan, surat persetujuan itu tidak ada.

2531.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terus Anda melengkapi?
2532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-04-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA
(GOLKAR)

Dan saya dapat konfirmasi dari MK bahwasanya itu untuk
dilengkapi.

2533.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sudah dilengkapi, kan?

2534.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Sudah dilengkapi (...)
2535.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sekarang sudah ada di MK, kan?

2536.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Maka dari itu, ini bukti-bukti AP (...)
2537.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu sudah ada.

2538.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

AP3. Sudah ada, Yang Mulia.
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2539.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah ada.

2540.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik.
2541.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Mau apa lagi?

2542.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik, kami hanya ingin menyatakan (...)
2543.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita punya dobel-dobel, malah ruang kita malah penuh
nanti.

2544.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik, hanya untuk menyatakan saja, Yang Mulia.
2545.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sudah, sudah.

2546.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik.
2547.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan, Anda tadi sudah ngomong begitu, saya sudah
mengiyakan, kan?
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2548.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.
2549.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

2550.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Mohon maaf.
2551.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Anda ... Anda takut dengan anunya?

2552.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Bukan, Yang Mulia. Tapi (...)
2553.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Eksepsi anu, kan?

2554.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Bukan takut (...)
2555.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Sudah.

2556.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Siap.
2557.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, kita sudah catat.
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2558.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Siap, Yang Mulia.
2559.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sudah catat. Jadi, pada waktu yang pertama, Anda
mengatakan ini tidak belum diterima. Tapi, setelah untuk dilengkapi,

Anda sudah melengkapi, ada kan?

2560.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Siap, Yang Mulia.
2561.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu sudah diterima Mahkamah, kan?

2562.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Sudah, Yang Mulia. Ini tapi (...)
2563.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Lah ya, kalau sudah diterima, ngapain itu mau diserahkan lagi?

2564.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019: BENI ARBI BATU BARA (GOLKAR)

Baik, Yang Mulia.
2565.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua.
2566.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Mohon izin, Yang Mulia? Dari Termohon, mohon izin?
2567.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
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2568.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Sekilas saja karena kebetulan kami
inzage waktu itu.

2569.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya.
2570.KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN

Jadi, kami lihat tanggalnya, tanggal 28. Terima kasih, Yang Mulia.
2571.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita, kita nilai seluruhnya. Betul.

2572.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Mohon izin, Yang Mulia. Terka ... terkait permohonan untuk bisa di
.. menandatangani Surat Kuasa, apakah bisa mendatangkan Kuasa di
hadapan Majelis? Karena pada saat Sidang Pendahuluan kemarin, 2 dari
rekan kami hadir. Bagaimana, Yang Mulia?
2573.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu tidak berpengaruh apa-apa kok.

2574.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Oh, seperti itu. Oke, terima kasih, Yang Mulia.
2575.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ini sudah ada yang tanda tangan kan?

2576.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Sudah.
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2577.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ah, ya.

2578.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 143-20-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DEDE ERWIN (PKPI)

Hanya 2 orang saja yang belum, Yang Mulia.
2579.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ya, baik.
2580.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Izin, Yang Mulia? Dari Partai Perindo. Menurut jawaban Termohon
bahwa C-1 salinan itu disandingkan di PPK Kecamatan (...)

2581.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2582.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)
Parang (...)
2583.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Itu nanti kita sudah kita nilai.
2584.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)
Ya.
2585.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada masalah.
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2586.KUASA’ HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Ya.
2587.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Yang benar Anda atau yang benar sini?

2588.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Bukan, keter (...)
2589.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kita sendiri yang nilai.

2590.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Yang Mulia, keterangan Ba ... Bawaslu itu tidak ada.
2591.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ya enggak apa-apa. Nanti kita nilai.

2592, KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Termohon yang ada.

2593.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita nilai.
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2594.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Artinya begini. Kalau sudah disandingkan itu di PPK, ada
keberatan dari kami, kami tidak ajukan ke MK.

2595.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya.
2596.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)
Masalah sengketa PHPU.
2597.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nanti ... makanya itu nanti kita nilai. Semua apa yang
berkembang di persidangan ini akan kita nilai, ya.

2598.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 131-09-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. RAJA SIMANJUNTAK
(PERINDO)

Baik, Yang Mulia.
2599.KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik, ya. Terakhir pengesahan alat bukti. Tolong perhatikan
ini!
Perkara Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bukti
Termohon Dapil Langkat II, T-001.Langkat.II.PKS 02.08.02 sampai
dengan T-006.Langkat.II.PKS 02.08.02.
2600.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR M. YUSUF
Betul, Yang Mulia.
2601.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kemudian, Dapil Tebing Tinggi III T-007.Tinggi.III.PKS
02.08.02 sampai dengan T-011.Tinggi.III.PKS 02.08.02. Benar?
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2602.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR M. YUSUF
Betul, Yang Mulia.
2603.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bukti Pihak Terkait, Nasdem. Dapil Tebing Tinggi
III.PT-1.Nasdem.Kota Tebing Tinggi.IIl sampai dengan PT-
14.Nasdem.Kota Tebing Tinggi.IIl. Benar?

2604.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Betul, Yang Mulia.
2605.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bukti Pihak Terkait PBB, Dapil Langkat.II.PT-1 sampai dengan PT-
10C. Benar?

2606.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL
Benar, Yang Mulia.
2607.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bukti Bawaslu, PK-351 sampai dengan PK-331.2. Benar? Bawaslu?
2608.BAWASLU: HENRY SITINJAK

Benar, Yang Mulia?
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2609.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Nomor 131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Bukti
Termohon, T-001.Humbang Hasundutan.II.Perindo 131.09.02 sampai
dengan T-008.Humbang Hasundutan.Il.Perindo 131.09.02. Benar?
Termohon?
2610.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDYAT
Benar, Yang Mulia.

2611.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-316.1 sampai dengan PK-316.10. Benar, Bawaslu?
2612.BAWASLU: HENRY SITINJAK

Benar, Yang Mulia.
2613.KETUA: ANWAR USMAN

Benar, ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti
Termohon Dapil Tapanuli Tengah.II, T-008.Tapanuli Tengah.II.Hanura
33.13.02 sampai dengan T-012.Tapanuli Tengah.II Hanura 33.13.02.
Benar?
2614.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR M. YUSUF
Benar, Yang Mulia.

2615.KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dinyatakan sah.
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Bukti Bawaslu Dapil Tapanuli Tengah II PK-311 sampai dengan
PK-310, benar?

2616.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2617.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai
Gerindra, untuk ... ini alat bukti KPU, ya. KPU, Termohon, tolong!

Yang pertama, terhadap Partai Gerindra Perkara Nomor 145-02-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Provinsi Sumatera Utara, Bukti T-001
Sumut.IIl.Gerindra sampai dengan Bukti T-015.Sumut.III.Gerindra.
Jadi, ada 5 buah alat bukti, benar? Termohon?

2618.KUASA HUKUM TERMOHON: FAJAR M. YUSUF
Ya, Majelis?
2619.KETUA: ANWAR USMAN

Waduh, kok. Ini, lho, tolong perhatikan. Konsenlah!

2620.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

Ya. Maaf, Majelis.

2621.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terhadap Partai PDI Perjuangan. Jadi, ini masih Bukti Termohon,
KPU. Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD
Kabupaten Simalungun Dapil V. Bukti T-001.Simalungun.V.PDIP sampai
dengan Bukti T-004.Simalungun.V.PDIP dan Bukti T-
007.Simalungun.V.PDIP. Ada 5 buah alat bukti. Benar?
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2622.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar, Yang Mulia.
2623.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, DPRD Kabupaten Samosir Dapil I. Bukti T-
001.Samosir.I.PDIP sampai dengan Bukti T-010.Samosir.I.PDIP. Ada 4
buah alat bukti. Benar?

2624.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar, Yang Mulia.
2625.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Salah tulis itu jadi itu ada 10, ya.

2626.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM

10?

2627.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. T-1 sampai T-10. Oh, ya, ralat.
Baik. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk DPRD Kota Padang Sidempuan Dapil III. Bukti T-
001.Padang Sidempuan.III.PDIP sampai dengan Bukti T-006.Padang
Sidempuan.III.PDIP.

2628.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar, Yang Mulia.

2629.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X
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DPRD Kabupaten Dairi.Dapil III. Bukti T-001.Dairi.III.PDIP sampai
dengan Bukti T-008.Dairi.III.PDIP. Benar?

2630.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Benar sekali, Yang Mulia.
2631.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, masih untuk Termohon KPU. Terhadap Partai Nasdem,
Nasional Demokrat Perkara 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
DPRD Kota Pematang Siantar Dapil I. Bukti T-001.Kota Pematang
Siantar.I.Nasdem sampai dengan Bukti T-006.Kota Pematang
Siantar.I.Nasdem. Benar?

2632.KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT
Benar, Yang Mulia.
2633.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.
KETUK PALU 1X

Untuk DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV. Bukti T-
001.Madina IV.Nasdem sampai dengan Bukti T-006.Madina.IV.Nasdem.
Benar?

2634.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar, Yang Mulia.
2635.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.
KETUK PALU 1X

Kemudian, terhadap Partai Garuda Perkara Nomor 246-06-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masih untuk Termohon. DPRD
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Kabupaten Nias Selatan Dapil V. Bukti T-001.Nisel.V.Garuda sampai
dengan Bukti T-004.Nisel.IV.Garuda. Benar?

2636.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar, Yang Mulia.
2637.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, ini alat bukti untuk Bawaslu tolong perhatikan!
Terhadap Partai Gerindra Perkara Nomor 145-02-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil IX. Bukti PK-31
dan Bukti PK-32, Bukti PK-316.1, Bukti PK-316.2, Bukti PK-316.13, dan
Bukti PK-316.14. Benar?
2638.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2639.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

DPRD Kota Binjai Dapil III. Bukti PK-3.33, Bukti PK-3.34 dan Bukti
3.35. Benar?

2640.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2641.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terhadap PDI Perjuangan Perkara Nomor 87-03-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 DPRD Kabupaten Simalungun Dapil V. Jadi, saya sebut
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dapil secara keseluruhan dulu. Bukti PK-38.1 sampai dengan Bukti PK-
38.10 DPRD Kabupaten Samosir Dapil I.

Bukti PK-317.1 dan Bukti PK-317.3 sampai dengan Bukti PK-317.7.
DPRD Kota Padang Sidempuan Dapil III. Bukti PK-332.2 sampai dengan
PK-332.5. Bukti PK-332.7. Bukti PK-332.8. Bukti PK-332.10. Bukti PK-
332.11. Bukti PK-332.14 sampai dengan Bukti PK-312.16, Bukti PK-
332.18 sampai dengan Bukti PK-332.22 DPRD Kabupaten Dairi Dapil III,
Bukti PK-311.1 sampai dengan bukti PK-311.7, tidak ada catatan.
Benar, ya?

2642.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2643.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terhadap Partai Nasdem. Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. DPRD Kota Pematangsiantar Dapil I, Bukti PK-321 ...
327.1 sampai dengan PK-327.4.

DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil IV, Bukti PK-313.1
sampai dengan Bukti PK-313.6. Benar?

2644.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2645.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terhadap Partai Garuda, Perkara Nomor 246-06-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. DPRD Kabupaten Nias Selatan Dapil V, Bukti PK-3.145
sampai dengan PK-3.148. Benar?

2646.BAWASLU: HENRY SITINJAK

Benar, Yang Mulia.
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2647.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Sekarang, Perkara Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Bukti Termohon, tolong perhatikan, Termohon!

Bukti awal T-001.Samosir.I.PAN.117.12.02 sampai dengan T-
006.Samosir.I.PAN.117.12.12 dan Bukti Tambahan, T-007 sampai
dengan T-010 Samosir.I.PAN.117.12.02.

Dengan catatan, T-005-Samosir.I.PAN.117.12.02, kecuali form C2-
KPU TPS 3 dan TPS 4 Desa Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan
tidak ada bukti fisik. Nah, nanti tolong di ... apa hamanya ... disesuaikan
kalau memang tidak cocok, ya? Ya, benar?

2648.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Ya, benar, Yang Mulia.
2649.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Disahkan dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait, PT-1.Nasdem.Kab.Samosir.I sampai
dengan PT-4.Nasdem.Kab.Samosir.I. Benar, Nasdem?

2650.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Betul, Yang Mulia.
2651.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

2652.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR

Ha, Yang Mulia? Ada penambahan bukti ini, Yang Mulia.
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2653.KETUA: ANWAR USMAN
Kapan masukannya?

2654.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Tanggal 15.

2655.KETUA: ANWAR USMAN
Jadi, sampai PT berapa?

2656.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Sampai PT-10.Nasdem.Kab.Samosir.I.

2657.KETUA: ANWAR USMAN
Jadi, tambahannya ada 6, ya?

2658.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Ada 6.

2659.KETUA: ANWAR USMAN
Oh, ya. Ya, nanti dicek dulu, ya!

2660.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Ya, baik, Yang Mulia.

2661.KETUA: ANWAR USMAN

Baik, nanti ... kita lewat dulu. Belum disahkan, masih dicek.

Loncat ke Bawaslu dulu, PK-317.1 sampai dengan PK-317.29.

Benar, Bawaslu?
2662.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2663.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah.
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KETUK PALU 1X

Ya, selanjutnya Perkara Nomor  173-04-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ... ya, benar. Kembali ke PAN dulu. Perkara Nomor
117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi. Saya ulangi, ya, Pihak
Terkait? PT-1.Nasdem.Kab.Samosir.I sampai dengan PT-
10.Nasdem.Kab.Samosir?

2664.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PARULIAN SIREGAR
Betul, Yang Mulia.
2665.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, Perkara Nomor 173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,

Termohon? Ini ada bukti awal. Ini agak banyak ini.

» T-001.Sumut.II.Golkar.173.04.02 sampai dengan
T-015.Sumut.II.Golkar.173.04.02.

» T-016 Kota Medan.IV.Golkar.173.04.02 sampai dengan
T-020.Kota Medan.IV.Golkar.173.04.02.

= T-021.Deli Serdang VI.Golkar.173.04.02 sampai dengan
T-026 Deli Serdang VI.Golkar.173.04.02

» T-027.Langkat I.Golkar.173.04.02 sampai dengan
T-032. Langkat I. Golkar.173.04.02.

= T-033.Tapanuli Tengah.III.Golkar.173.04.02 sampai dengan
T-041.Tapanuli Tengah.III.Golkar.173.04.02.

Bukti tambahan:

= T-042 sampai dengan T-045.Sumut II.Golkar.173.04.02.

» T-046.Kota Medan.XIV.Golkar.173.04.02

» T-047.Deli Serdang.VI-Golkar.173.04.02

= T-048.Tapanuli Selatan.II.Golkar.173.04.02.
Dengan catatan T-007.Sumut.Il.Golkar.173.04.02 Bukti fisik tidak
sesuai dengan daftar bukti, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan
antara bukti fisik dengan daftar bukti.

= Kemudian, T-018 Kota Medan IV- Golkar 173.04.02 kecuali TPS 32
Kelurahan Sitirejo III Kecamatan Medan Amplas TPS 03 Kelurahan
Amplas, Kecamatan Medan Amplas. TPS 33 dan TPS 38 Kelurahan
Deli Kecamatan Medan Amplas, TPS 17 Kelurahan Sitirejo 1
Kecamatan Medan Kota, TPS 51 Kelurahan Medan Tenggara
Kecamatan Medan Denai. Nah, itu tidak ada bukti fisiknya.
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Nanti dicocokkan, ya, setelah sidang ini.
2666.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Baik, Yang Mulia.
2667.KETUA: ANWAR USMAN

Dengan Panitera. Dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Dapil Sumut II, PT-1 sampai dengan PT-
134, Dapil Kota Medan IV. Bukti awal PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-
93, Bukti tambahan PT.PG-94 sampai dengan PT.PG-102. Dengan
catatan, bukti awal PT.PG-39, PT.PG-67 sampai dengan PT.PG-77 dan
PT.PG-80, tidak ada bukti fisiknya. Nanti dicocokkan, ya? Dengan
Panitera, ya, setelah selesai sidang!

2668.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN
Mohon izin, Yang Mulia? Untuk Kota Medan?
2669.KETUA: ANWAR USMAN
Ya!
2670.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN
Kami kemarin pada saat memberikan keterangan, eh, perbaikan
keterangan itu. Kami juga sudah lampirkan untuk daftar alat bukti,
kemudian daftar alat bukti tambahan. Daftar alat bukti yang baru itu,
ada beberapa yang dicabut, ada yang dihilangkan, dan ada yang sudah
dilengkapi (...)
2671.KETUA: ANWAR USMAN
Ya, baik. Nanti setelah sidang dicocokkan dengan Panitera, ya?

2672.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AHMAD SUHERMAN

Baik, Yang Mulia.
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2673.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, untuk Bawaslu masih perkara yang sama. Saya sebut
yang pertama dan yang terakhir saja. PK-31 sampai dengan PK-31.12
ada ... ada beberapa ini, benar?

2674.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.

2675.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.
KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Nomor 205, Partai Berkarya. Termohon T-
001.Kota Gunung Sitoli.I.Berkarya.205.07.02 sampai dengan T-
010.Kota Gunung Sitoli.I. Berkarya.205.07.02. Catatan, T-003.Kota
Gunung Sitolil.I.Berkarya.205.07.02, kecuali Form DA2-KPU, DADH, dan
DATT, Kecamatan Gunung Sitoli. Benar, ya?

2676.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Benar, Yang Mulia.
2677.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.
KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 04-02,09-02/PHPU.DPD/XVII/2019
DPD, atas nama Pak Faisal Amri. Ya, kembali ke Nomor 205-07-
02/PHPU.DPR /DPRD/XVII/2019 dulu. Mohon maaf ketinggalan,
Bawaslu. Mohon Maaf Pak Abhan, PK-333.2 sampai dengan PK-333.9.
Benar?

2678.BAWASLU: HENRY SITINJAK

Benar, Majelis.
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2679.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, untuk DPD. Termohon Bukti awal T-001.Sumut.DPD.04.02
sampai dengan T-024.Sumut.DPD.04.02. Bukti Tambahan T-
025.Sumut.DPD.04.02 sampai dengan T-030.Sumut.DPD.04.02. Dengan
catatan, Bukti awal T-005.Sumut.DPD.04.02, Form DA-2 dan DATT,
tidak ada bukti fisik.

Kemudian, T-009.Sumut.DPD.04.02 Form DBUND, tidak ada
bukti fisik. Dan juga T-019.Sumut.DPD.04.02 Form DATT juga tidak
ada bukti fisik. Ya, nanti dicocokkan, ya? Habis sidang ini! Termohon?

2680.KUASA HUKUM TERMOHON: M ALFY PRATAMA
Baik, Yang Mulia.
2681.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, Bukti awal PT-1 sampai dengan PT-25. Bukti
tambahan, oh ini banyak nih. PT-2. PT-2 (PT-25). PT-4 (PT-45). Dan
PT-46.
PT-6(PT-6.2A). PT-8 (PT-8.1A, PT-8.3A sampai dengan PT-8.7A)
PT-9 (PT-9.16, PT9-17,PT-9.22, PT-9.25). PT-11 (PT-11 s.d. PT11-8).
PT-27 (PT-27.1 sampai dengan PT-27.31), Pihak Terkait itulah buktinya,
ya?
2682.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES
Ya, benar.
2683.KETUA: ANWAR USMAN
Jadi, dengan ada catatan tadi.
2684.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES

Bukti ... mohon izin, Yang Mulia (...)
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2685.KETUA: ANWAR USMAN
Bukti tambahan, ya? Tidak ada catatan, ya?
2686.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES
Bukti tambahan kami beserta video, Yang Mulia.
2687.KETUA: ANWAR USMAN
Ya, ya nanti. Berarti masuk include di sini, ini.
2688.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES
Baik.
2689.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Dinyatakan sah!
KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu PK-314.1 sampai dengan PK-314.4. Benar,
Bawaslu?

2690.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2691.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, masih untuk DPD, dengan Nomor Perkara 09-
02/PHPU.DPD/XVII/2019, Termohon P-001.Sumut.DPD.09.02 sampai
dengan P-097.Sumut.DPD.09.02. Dengan catatan P-
056.Sumut.DPD.09.02, Forum DA-2 tidak ada bukti fisik. Kemudian, T-
089.Sumut.DPD.09.02 Forum DAUND tidak ada ada bukti fisik. Benar?

2692.KUASA HUKUM TERMOHON: M ALFY PRATAMA

Benar, Yang Mulia.
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2693.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah, dengan catatan!

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-11 sampai dengan PT-23. Benar?
2694.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. ALI FERNANDES
Benar, Yang Mulia.
2695.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-35.1. PK-22.1. PK-310.1. PK-20.63. PK-41. PK-34.12
PK-314.1. PK-362. PK-31. Benar?

2696.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2697.KETUA: ANWAR USMAN

Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Bukti Termohon, Dapil Sumatera Utara VIII.

T-001.Sumut. VIII.PKB.23.01.02 sampai dengan T-
008.Sumut.VIII.PKB 23.01.02, Dapilnya Selatan 1, T-001.Nisel
I.PKB.23.01.02 sampai dengan 006.Nisel ... saya ulangi, sampai dengan
T-006.Nisel.I.PKB.23.01.02.

Dapil Humbang Hasundutan I.

T-001.Humbasas ... Humbahas.I.PKB 23.01.02 sampai dengan T-
005.Humbahas.PKB.23.01.02.

Dapil Tapanuli Selatan 3, T-001.Tapsel.III.PKB.23.01.02 sampai
dengan T-007.Tapsel.III.PKB.23.01.02. Benar, Termohon?
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2698.KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM
Benar sekali, Yang Mulia.
2699.KETUA: ANWAR USMAN

Wah, pakai sekali ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Pihah Terkait Partai Golkar, ya. PT-1 sampai dengan PT-14.
Benar?

2700.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ALDIKA WAU
Benar, Yang Mulia.
2701.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Gerindra, PT-2.DPRD.Kab I sampai dengan
PT-2 DPRD.Kab.VI. Benar?

2702.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DESMI HARDI
Benar, Yang Mulia.
2703.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu. Ini terakhir.
2704.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Ya.
2705.KETUA: ANWAR USMAN

Dapil Sumatera Utara VIII. PK-31 sampai dengan PK-35.
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Dapil Nias Selatan I, PK-314.3.

PK-314.15 sampai dengan PK-314.17.

PK-314.24.

PK-314.26.

PK-314.28.

Dapil Humbang Hasumbang I. PK-316.1 sampai dengan PK-
316.6.

Dapil Tapanuli Selatan III. PK-33.1 sampai dengan PK-339.

PK-311 sampai dengan PK-319.

Dengan catatan, Bawaslu mengajukan Bukti PK-3255 sampai
dengan PK-3257, PK-3259 sampai dengan PK-3251 untuk Kabupaten
Nias Barat, tidak ada dalam dapil permohonan.

Jadi, ini tidak berlebihanlah istilahnya. Tapi enggak apa-apa kan
daripada kurang. Benar?

2706.BAWASLU: HENRY SITINJAK
Benar, Yang Mulia.
2707.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, masih ada 2. Perkara Nomor 014[Sic!]. Bukti
Termohon T-001 Deli Serdang, Demokrat. Oh, salah baca, ya. Mohon
maaf, Perkara Nomor 52-14-02,143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.
Bukti Termohon T-001.Deli Serdang.VI.Demokrat.52.14.02 sampai
dengan T-004.Padang Lawas Utara. I. Demokrat.52.14.02. Benar,
Termohon?

2708.KUASA HUKUM TERMOHON: SUBAGIO ARIDARMO
Benar, Yang Mulia.
2709.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dinyatakan sah!

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-71 sampai dengan PK-326. Benar? Bawaslu?
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2710.BAWASLU: HERDY MUTHE
Benar, Yang Mulia.
2711.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

2712.KETUA: ANWAR USMAN
Nah, ini baru terakhir ini. Nomor 143-20-02/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019.
Termohon, T-001 sampai dengan T-019. Benar?
2713.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL
Benar, Yang Mulia.

2714.KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.
KETUK PALU 1X

2715.KETUA: ANWAR USMAN

Bawaslu, PK-3413 sampai dengan PK-3820. Benar?
Bawaslu? Benar, enggak?

2716.BAWASLU: HERDY MUTHE
Sangat benar, Yang Mulia.
2717.KETUA: ANWAR USMAN
Oh, rupanya cari kata sangat benar, dulu, ya.

Carinya di Pasar Senen, makanya lama.
Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, alhamdulillah. Sudah selesai.
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Wah, pukul 13.30 WIB. Pantas saya ada keliru baca.
2718.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Yang Mulia, izin sebentar, Yang Mulia?
2719.KETUA: ANWAR USMAN
Siapa? Ya.
2720.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Pihak Terkait, Yang Mulia. Dari PBB.
2721.KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
2722.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Terkait Bukti PT-10C
2723.KETUA: ANWAR USMAN
Ya.
2724.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Itu dalam keterangan ada bukti bahwa terdapat laporan tersebut
di atas, vide PT-10B, Yang Mulia. Bukan 11. Renvoi dikit.

2725.KETUA: ANWAR USMAN
Jadi, berlebihan, begitu?
2726.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
Ya, berlebihan.
2727.KETUA: ANWAR USMAN
Oh, ya. Kalau kurang, ya enggak. Kalau berlebihan, ya enggak

apa-apa sebetulnya.
Ya sudahlah, kalau begitu saya ulangi! Berapa sampai?
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2728.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)
10B, Yang Mulia. Vide 10B.
2729.KETUA: ANWAR USMAN
Jadi, 11-nya (...)
2730.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL
Bukan, bukan. Bukti sudah benar (...)
2731.KETUA: ANWAR USMAN
Ha?
2732.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL (PBB)

Yang di dalam keterangan itu ada vide PT-10B, Yang Mulia. Bukan
11.

2733.KETUA: ANWAR USMAN

Oh. Di dalam ... ya, ya, baik.
Tapi, pengesahannya enggak ada masalah, kan?

2734.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AFRIZAL
Ya, siap.
2735.KETUA: ANWAR USMAN

Oke, baik. Ya.

Jadi, sudah selesai. Pemeriksaan untuk berapa? 15 perkara ini.
Luar biasa.

Nah, hasil pemersidangan ini akan dilaporkan ke Rapat
Permusyawaratan Hakim. Bagaimana hasilnya, nanti tunggu
pemberitahuan dari Panitera. Apakah perkara ini berakhir? Kemudian,
apakah akan dilanjutkan? Ya, sekali lagi, tunggu, ya, pemberitahuan ya.

Tapi ancer-ancer untuk sidang itu sekitar tanggal 22, Yang Mulia.
Jadi ... untuk itu, sidang selanjutnya sekali lagi, akan diumumkan atau
diberitahu melalui surat oleh Kepaniteraan.
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2736.KUASA HUKUM PEMOHON:

Mohon maaf, Majelis, sebelumnya?
2737.KETUA: ANWAR USMAN

Ya.
2738.KUASA HUKUM PEMOHON:

Izin, Majelis, dari Pemohon Dapil IV Kota Medan. Saya mau
menyampaikan, apakah masih bisa menyampaikan tambahan alat
bukti? Ini memohon, Majelis.

2739.KETUA: ANWAR USMAN
Pemohon, ya?

2740.KUASA HUKUM PEMOHON:
Pemohon.

2741.KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya sudah tidak bisa, sudah selesai.
2742.KUASA HUKUM PEMOHON:

Oh, baik, Yang Mulia.
2743.KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik. Sudah selesai, ya. Dengan demikian, sidang ditutup.
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